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ABSTRAK 

Kajian terhadap pajak lingkungan sebagai instrumen ekonomi lingkungan 

hidup masih jarang dilakukan. Kajian hukum lingkungan sebagian besar terbatas pada 

analisis pelanggaran dari segi administratif maupun tindakan pidana terhadap 

lingkungan hidup, yang cenderung represif. Padahal beberapa penelitian 

mengemukakan bahwa dengan penerapan pajak lingkungan dapat digunakan sebagai 

tindakan prefentif dan mengurangi penyebab dari permasalahan lingkungan hidup, 

serta sebagai upaya pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Akan 

tetapi dengan keadaan lingkungan hidup yang semakin memprihatinkan, Indonesia 

belum menerapkan kebijakan pajak lingkungan yang dikarenakan belum adanya 

konsep yang jelas, dan istilah pajak lingkungan masih terdapat perbedaan pandangan 

di tengah-tengah masyarakat. Itulah alasan penyusun perlu melakukan penelitian 

tentang konstruksi pajak lingkungan yang dilakukan melalui konsep instrumen 

ekonomi lingkungan hidup di Indonesia. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah library reseacrh, yang difokuskan 

pada telaah, pengkajian dan pembahasan literatur, baik peraturan perundang-

undangan, buku-buku, jurnal, artikel dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan 

pajak lingkungan. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan yuridis-sosio-

filosofis. Yuridis yaitu menganalisis objek permasalahan dengan menggunakan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sosiologis dengan melihat 

perkembangan hukum yang ditelaah dengan teori hukum progresif. Dan filosofis 

yaitu memahami perkembangan hukum dari waktu ke waktu dengan menelaah isu 

yang menjadi latar belakang lahirnya hukum tersebut. 

Berdasarkan hasil penelitian, untuk mengatasi permasalah lingkungan hidup, 

perlu adanya penerapan pajak lingkungan untuk ketersediaan dana khusus lingkungan 

hidup bagi pembangunan berkelanjutan. Hal ini didasarkan pada UUPPLH yang telah 

mencantumkan adanya instrumen ekonomi lingkungan hidup, dan salah satunya dapat 

dilakukan melalui penerapan pajak. Oleh karena itu pajak lingkungan didesain 

sebagai upaya untuk mengelola dan mengurangi permasalahan lingkungan hidup 

melalui dana pajak lingkungan. Hal ini dilatar belakangi oleh aspek ekonomi yang 

memiliki peran penting dalam pengelolaan lingkungan hidup. Pajak lingkungan dapat 

diterapkan oleh pemerintah dengan saran yang telah ditawarkan oleh penyusun dalam 

pembahasan penelitian ini. Pajak lingkungan dapat diterapkan memalui peran 

pemerintah untuk melakukan reformasi pajak di Indonesia. 

Keyword: Pajak Lingkungan, instrumen ekonomi lingkungan hidup, 

pembangunan berkelanjutan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Berdasarkan rencana penerapan pajak lingkungan pada tahun 20061 

menjadikan penyusun tertarik melakukan penelusuran terhadap dua hal berbeda, 

yakni antara pajak dan lingkungan.2Menjelaskan bahwa pajak merupakan 

kewajiban yang diberikan kepada rakyat sebagai individu atau badan untuk 

melaksanakan wajib pajak. Pelaksanaan pajak bersifat memaksa dan merupakan 

penerimaan pemerintah untuk kesejahteraan rakyat berdasarkan atas Undang-

Undang3 dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung.4 

Indonesia sebagai negara hukum5memiliki aturan khusus terkait pajak 

yakni hukum pajak yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan perpajakan. 

Hukum pajak merupakan peraturan yang digunakan untuk mengatur hubungan 

                                                           
1 Indana Khaira Naimah, “Studi Penerapan Pajak Lingkungan: Indonesia, Belanda, 

Amerika, dan Cina,” skripsi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada, 

2014, hlm. 1. 

 
2Lihat: Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu, Perpajakan Konsep, Teori, dan Isu, 

(Jakarta: Kencana, 2006). Lihat juga dalam Samsuharya Bethan,  Dimensi Hukum Perlindungan 

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014). 

 
3Pasal 23A UUD 1945. 

 
4Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu, Perpajakan Konsep, Teori, dan Isu, (Jakarta: 

Kencana, 2006), hlm. 23. 

 
5Lihat: Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. 
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hukum antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagi wajib pajak,6 

dan sejatinya pajak berfungsi sebagai budgetair dan regulerend. 

Fungsi budgetair (pemasukan) merupakan fungsi utama pajak, yaitu pajak 

digunakan sebagai alat untuk memasukkan dana ke kas negara sesuai dengan 

peraturan yang ada.7 Oleh karena itu pajak mempunyai peran penting dalam 

mewujudkan kesejahteraan rakyat. Sedangkan fungsi regulerend(mengatur)yakni 

pajak dapat digunakan sebagai alat kebijakan oleh pemerintah dalam mencapai 

tujuan tertentu. Pajak juga dapat digunakan oleh pemerintah untuk mengubah 

susunan pendapatan dan kekayaan dalam sektor swasta.8 Oleh karena itu pajak 

merupakan hal penting dalam pelaksanaan pemerintahan suatu negara. 

Demikian halnya dengan lingkungan, sejatinya lingkungan merupakan 

unsur vital ekosistem pada alam, guna memberikan ruang gerak dalam melakukan 

segala aktivitas manusia untuk keberlangsungan hidup di dunia.9 Lingkungan 

yang dimaksud adalah lingkungan hidup, yaitu:10 

“Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, 

termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, 

kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk 

hidup lain.” 

                                                           
6Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu, Perpajakan Konsep..., hlm. 94. 

 
7Ibid., hlm. 26. 

 
8Ibid., hlm. 28. 

9Wahyu Nugroho, “Konsistensi Pemerintah Daerah Atas Penerapan Desentralisasi Bidang 

Lingkungan Hidup Dalam Perundang-Undangan Lingkungan Hidup Berbasis Hukum 

Progresif,”Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 11 No. 2, Jakarta, 2014, hlm. 114. 

10Pasal 1 angka 1 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup. 
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Lingkungan juga merupakan salah satu komponen hak asasi manusia yang 

harus dilindungi. Seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yaitu:11 “Setiap orang berhak hidup 

sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup 

yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” 

Mengingat pentingnya hal tersebut, Indonesia menjadikan lingkungan dan 

seluruh kekayaan alam yang dimiliki sebagai kekuatan dalam pembangunan 

perekonomian nasional. Oleh karenanya secara khusus lingkungan hidup diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).  

Indonesia mempunyai keyakinan untuk dapat mewujudkan kesejahteraan 

sosial masyarakat melalui seluruh kekayaan alam yang dimilikinya.12 Langkah 

tersebut merupakan amanat yang diberikan oleh UUD 1945, yaitu:13 “Bumi dan 

air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan 

dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” 

Berdasarkan hal di atas dapat dilihat bahwa antara pajak dan lingkungan 

memiliki hubungan erat terhadap negara dalam mewujudkan kesejahteraan 

masyarakat melalui pembangunan nasional. Mengingat pentingnya hal tersebut 

                                                           
11Bab XA Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. 

 
12Deny Syaputra, “Manifestasi Nilai-nilai Pancasila dan Production Sharing Contract 

(PSC) Guna Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Melalui Kedaulatan Minyak dan Gas,” Jurnal 

Panggung Hukum, No: 1, Vol: 1, (Yogyakarta: Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Cab. 

DIY, 2015), hlm. 103. 

13Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. 
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maka diperlukan reformasi hukum untuk merespon perkembangan dalam 

masyarakat, salah satunya melalui reformasi perpajakan di Indonesia.14 

Salah satu tujuan dari reformasi perpajakan yaitu untuk memperbaiki dan 

melindungi lingkungan.15 Oleh karenanya pada tahun 2006 pemerintah 

mengusulkan sebuah kebijakan baru yaitu pajak lingkungan (Green Tax). Hal ini 

didukung pula oleh UUPPLH yang telah menjadi pintu gerbang diterapkannya 

pajak lingkungan, karena di dalam UUPPLH terdapat prinsip-prinsip untuk 

menerapkan kebijakan fiskal ekonomi pada lingkungan hidup.16 

Pajak lingkungan merupakan salah satu instrumen fiskal yang umum 

digunakan untuk mengatasi persoalan lingkungan.17Beberapa negara di dunia 

terutama sebanyak 34 negara yang tergabung dalam Organitation for Ekonomic 

Co-operation and Development (OECD)18 telah menerapkan pajak lingkungan 

dalam memperbaiki kerusakan lingkungan.19 Negara-negara tersebut antara lain; 

Amerika Serikat, Jepang,Inggris, Prancis, Korea Selatan, dan China. Berdasarkan 

hasil penelitian KPMG Green Tax Index 2013, pada tahun 2013 Amerika 

                                                           
14Lihat: “Reformasi Perpajakan di Indonesia,” Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 8 No. 1, 

April 2011. 

 
15“Kajian Cepat Terhadap Kesiapan Indonesia Menuju Reformasi Fiskal Lingkungan 

Hidup untuk Penghijauan Ekonomi,” Draf Akhir Reformasi Fiskal, 2011. 

 
16Indana Khaira Naimah, “Studi Penerapan Pajak Lingkungan: Indonesia, Belanda, 

Amerika, dan Cina,” skripsi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada, 

2014, hlm. 1. 

 
17Fariz Hadyan, “Lingkungan dan Industri,” http://farizhadyan02.blogspot.co.id, diakses 

24 Januari 2017. 

 
18Indana Khaira Naimah, “Studi Penerapan Pajak Lingkungan:..., hlm. 4. 

 
19Leny Agustin Maharani, “Bisakah UU No. 23 Tahun 1997 Melahirkan Pajak 

Lingkungan Sebagai Instrumen Eksternalitas?,”http://www.kompasiana.com, diakses pada 4 

Oktober 2016. 



5 
 

memimpin peringkat hijau negara yang menggunakan pajak sebagai alat untuk 

memperbaiki lingkungan.20 

Penerapan pajak lingkungan akan dijadikan instrumen dalam pengendalian 

negative externalites21terhadap lingkungan. UUPPLH juga menyebutkan bahwa:22 

“Pemerintah diberi wewenang dalam mengambil langkah tertentu, yaitu melalui 

instrumen ekonomi yang salah satunya meliputi insentif dan/atau disinsentif.” 

Berdasarkan hal tersebut, maka pajak lingkungan akan diterapkan pada 

perusahaan khususnya industri manufaktur yang memiliki omzet 300 juta per 

tahun dan ditetapkan sebesar 0,5%.23 

Hal tersebut dikarenakan dinamika pembangunan nasional melalui sektor 

industri sangatlah penting, karena industri-industri yang didirikan mempunyai 

kontribusi besar dalam pertumbuhan perekonomian nasional. Moestikahadi 

Soedomo menyatakan bahwa:24 

“Kontribusi industri terhadap pertumbuhan ekonomi nasional sangat 

berarti, karena secara keseluruhan sektor industri dan manufaktur 

memberikan kontribusi sebesar 40% sampai 60% terhadap pendapatan 

kotor nasional.” 

                                                           
20“Perbaiki Lingkungan Melalui Pajak,” Redaksi hijauku. com, http://www.hijauku.com, 

diakses 8 Maret 2017.  

21Negative Exterlalities adalah keadaan yang merugikan bagi warga sekitar akibat suatu 

tindakan dalam pasar atau kegiatan ekonomi. 

22Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

 
23Cita Septiviani, “Penetapan Nilai Pajak Lingkungan Untuk Industri Tekstil (studi kasus: 

PT. UNITEX, Bogor),”skripsi, Institut Pertanian Bogor, 2009. 

  
24Syamsuharya Bethan, Penerapan Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup 

dalam Aktivitas Industri Nasional, (Bandung: PT. Alumni, 2008), hlm. 5. 
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Akan tetapi pada sisi lain dapat menimbulkan kekhawatiran terhadap 

menurunnya kualitas lingkungan hidup.25 Dalam penelitian yang dilakukan oleh 

Greenpeace Indonesia tahun 2015 menyatakan bahwa:26 

 “Totalkerugian ekonomi akibat pencemaran di kawasan Rancaekek 

dengan pendekatan Total Economic Valuation (tanpa mengikutsertakan 

biaya abai baku mutu) mencapai angka Rp 11.385.847.532.188 (± 11,4 

Triliun). Angka ini terdiri dari perkiraan biaya remediasi yang dibutuhkan 

untuk pemulihan 933,8 Ha lahan tercemar sebesar Rp. 8.045.421.090.700 

dan total kerugian masyarakat sejak tahun 2004 hingga 2015 sebesar Rp 

3.340.426.441.488. Kerugian multisektor meliputi sektor pertanian, 

perkebunan, peternakan, perikanan, kesehatan, kerugian karena kehilangan 

jasa air, penurunan kualitas udara, dan kehilangan pendapatan.” 

Sementara data dari Kementerian Lingkungan Hidup mengenai peringkat 

kerja perusahaan menunjukkan, terdapat 127 perusahaan yang ikut dalam 

penilaian, didominasi berperingkat hitam, dan tidak ada yang berperingkat emas. 

Fakta tersebut menunjukkan kejahatan dan pelanggaran terhadap lingkungan 

hidup, khususnya pencemaran air dan udara.27 

Selain alasan di atas, terdapat beberapa fakta yang menyatakan bahwa 

banyak perusahaan telah melanggar kewajibanuntuk melaksanakan wajib 

pajaksesuai dengan ketentuan dan tidak bertanggungjawab terhadap lingkungan 

sekitar, baik lingkungan masyarakat maupun lingkungan fisik yang telah diatur 

                                                           
25Ibid., hlm. vii. 

26GreenpeaceIndonesia, “Konsekuensi Tersembunyi: Valuasi Kerugian Ekonomi Akibat 

Pencemaran Industri,” http://www.greenpeace.or, diakses 9 Maret 2017. 

27Cholida Hanum, “Green Constitution di Indonesia Perspektif Ketatanegaraan dan 

Siyasah Dusturiyyah”, skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 

hlm. 2. 
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oleh Undang-Undang.28Hal tersebut menunjukkan bahwa peraturan yang berlaku 

saat ini belum mampu untuk mengatasi persoalan yang ada, maka perlu adanya 

kebijakan baru untuk diterapkan di Indonesa yang telah terbukti di beberapa 

negara, yaitu melalui pajak lingkungan. 

Apabila tetap dibiarkan dapat memperparah keadaan lingkungan, dan pada 

akhirnya bertentangan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan 

berwawasan lingkungan. Padahal prinsip tersebut merupakan amanah yang 

diberikan oleh UUD 1945, yaitu:29 

 “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi 

ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, 

berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga 

keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.” 

Akan tetapi sampai saat ini pajak lingkungan belum dapat diterapkan di 

Indonesia melalui peraturan perundang-undangan secara efektif, dikarenakan 

beberapa alasan dan perbedaan pendapat yang ada dalam masyarakat. 

Berdasarkan informasi dari ketua panitia khusus Rancangan Undang-Undang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (RUU PDRD) tahun 2008 Harry Azhar 

Aziz30pajak lingkungan akan dimasukkan ke dalam UU PDRD,31 namun sebagian 

                                                           
28Lihat: Indonesian Children, “Daftar 100 Penunggak Pajak, SBY Perintahkan Kejar 

Pengemplang Pajak, Benarkah Politisasi 

Pajak?,”http://korandemokrasiindonesia.wordpress.com/2010/02/09/daftar-100-penunggak-pajak-

sby-perintahkan-kejar-pengemplang-pajak-benarkah-politisasi-pajak/, akses 20 Maret 2017. 

Burhan Aris Wibowo, “18 Perusahaan di Solo Langgar Pajak”, 

http://www.solopos.com/2012/01/26/kasus-pajak-18-perusahaan-di-solo-langgar-pajak-158234, 

akses 20 Maret 2017. Lihat juga, Anandita Budi Surya, “Laporan Akuntan Plublik Untuk Pajak”, 

Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan, www.pajak.go.id, diakses 20 Maret 2017. 

 
29Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. 

 
30Martina Prianti, “RUU PDRD Beres, Pajak Lingkungan Tetap 

Masuk,”http://www.ortax.org/ortax. dakses pada 20 Maret 2017. 
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beranggapan bahwa pajak lingkungan perlu dijadikan sebuah undang-undang 

tersendiri.  

Selain itu, masyarakat yang mendukung penerapan pajak lingkungan 

karena melihat aspek ekonomi merupakan hal penting untuk perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup.32 Selanjutnya UUPPLH menyatakan 

bahwa:33“Instrumen ekonomi lingkungan hidup adalah seperangkat kebijakan 

ekonomi untuk mendorong pemerintah, pemerintah daerah, atau setiap orang ke 

arah pelestarian lingkungan hidup.” Pelestarian lingkungan hidup bertujuan untuk 

pembangunan berkelanjutan yang juga merupakan prinsip dari pembangunan 

nasional. 

Pada sisi lain masyarakat yang tidak menyetujuinya mendasarkan pada 

beberapa alasan yakni, pemberlakuan pajak lingkungan akan menimbulkan pajak 

berganda,34 dan menimbulkan perspektif boleh mencemari lingkungan asalkan 

membayar, berdasarkan prinsip pencemar membayar. Pada dasarnya prinsip 

pencemar membayar ini bukan sebatas konsekuensi bagi perusahaan yang 

dikarenakan mencemari lingkungan, karena hal ini merupakan suatu sanksi yang 

timbul akibat adanya pelanggaran. Akan tetapi prinsip pencemar membayar yang 

terdapat dalam pajak lingkungan merupakan suatu kewajiban yang harus 

                                                                                                                                                               
31Indopos.co.id, “Pajak Lingkungan Pakai Sistem Earmarking 

Tax,”http://forumpajak.net/post849.html?sid=94ef76fe519c8feabde96cd92511b606, diakses 5 

Februari 2017. 
32Samsul Wahidin, Dimensi Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 15. 

 
33Pasal 1 angka 33 UUPPLH. 

34http://betherealagent.blogspot.co.id/2012/03/pajak-lingkungan.html, Diakses, sabtu, 4 

Februari 2017, pukul 23. 59 wib. 
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dilakukan untuk tujuan pembangunan berkelanjutan, sehingga untuk memahami 

hal tersebut terlebih dahulu harus memahami dan membedakan terkait sanksi dan 

pajak. 

Selain itu, subjek pajak adalah perusahaan yang omzet per tahun 300 juta 

dianggap belum memenuhi adanya unsur keadilan. Hal itu dikarenakan belum 

tentu limbah yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut lebih besar dan lebih 

berbahaya dengan limbah yang dikeluarkan oleh perusahaan yang omzet nya 

kurang dari 300 juta per tahun. 

Namun,dari berbagai alasan penerimaan dan penolakan penerapan pajak 

lingkungan bukan hanya berhenti pada alasan terebut. Akan tetapi hal yang paling 

penting untuk dibahas sebenarnya adalah terkait dengan konsep pemberlakuan 

pajak lingkungan yang sesuai dan tepat, sehingga dapat diberlakukan di Indonesia 

berdasarkan konstruksi yang ada. 

Dari latar belakang masalah diatas, maka penyusun tertarik melakukan 

penelitian melalui skripsi ini dengan judul “KONSTRUKSI PAJAK 

LINGKUNGAN DI INDONESIA”. Penyusun melalui penelitian ini akan 

menguraikan terkait konstruksi hukum untuk dijadikan landasan dalam 

pemberlakuan pajak lingkungan di Indonesia. 

B. Pokok Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penyusun membuat 

pokokpermasalahan yang akan diangkat dalam pembahasan sebagai berikut: 

“Apakahkonstruksihukumditerapkannya pajak lingkungan bagi 

perlindungan lingkungan hidup di Indonesia?” 
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C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan diadakannya penelitian ini, yaitu: 

Untuk menjelaskan konstruksi hukum dalam pemberlakuan pajak 

lingkungan di Indonesia. Baik secara filosofis dan ditinjau dari peraturan 

perundang-undangan yang berlaku saat ini. 

2. Manfaat Penelitian 

Besar harapan penyusun bahwa dari hasil  penelitian ini dapat 

memberikan manfaat dalam rangka: 

a. Manfaat teoritis 

Sebagai upaya pengembangan dan sumbangan khazahan pemikiran 

terkait ilmu Hukum Tata Negara dalam pemberlakuan instrumen baru 

untuk pelaksanaan dan kontrol terhadap pemanfaatan dan pengelolaan 

lingkungan hidup yang berkelanjutan. 

b. Manfaat praktis 

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman yang 

jelas terhadap rencana pemberlakuan pajak lingkungan yang masih 

menimbulkan perdebatan di tengah-tengah masyarakat, sehingga dapat 

dilihat dasar-dasar hukum dan seberapa penting penerapan pajak 

lingkungan dalam instrumen perlindungan lingkungan di Indonesia.  
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D. Telaah Pustaka 

Setelah melakukan penelusuran beberapa literatur yang ada, penyusun 

menemukan beberapa karya ilmiah yang membahas pajak lingkungan, 

diantaranya: 

 Skripsi  dengan judul “Penetapan Nilai Pajak Lingkungan untuk Industri 

Tekstil (Studi Kasus: PT. UNITEX, kota Bogor),”35 Cita Septiviani, Institut 

Pertanian Bogor, Fakultas Ekonomi Pertanian dan Sumberdaya, lebih mengkaji 

pengaruh penerapan pajak lingkungan terhadap PT. UNITEX. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengestimasi biaya tambahan yang dikeluarkan dalam 

mengurangi satu-satuan konsentrasi parameter limbah cair dengan menggunakan 

pendekatan rata-rata, sehingga dapat digunakan dalam menentukan MAC 

(Marginal Abatemen Cost) PT. UNITEX. 

Selanjutnya skripsi dari Ahmad Nur Hidayat dengan judul “Pengaturan 

Pajak Lingkungan Sebagai Upaya Perlindungan Lingkungan Hidup di Kabupaten 

Mesuji.”36yang lebihmengkaji penerapan pajak lingkungan di Kabupaten Mesuji. 

Penelitian ini menjelaskan bahwa pajak lingkungan telah diatur secara eksplisit 

dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Mesuji No. 2 Tahun 2012 tentang 

Pajak Daerah. Peneliti dalam melakukan penelitian ini menggunakan pendekatan 

normatif empiris, yaitu dengan melihat implementasi Perda tersebut di Kabupaten 

Mesuji.   

                                                           
35Cita Septiviani, “Penetapan Nilai Pajak Lingkungan utuk Indusri Tekstil (Studi Kasus: 

PT. UNITEX, kota Bogor),” skripsi Fakultas Ekonomi Pertanian dan Sumberdaya Institut 

Pertanian Bogor, 2009. 

 
36Ahmad Nur Hidayat, “Pengaturan Pajak Lingkungan Sebagai Upaya Perlindungan 

Lingkungan Hidup di Kabupaten Mesuji,” skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2017. 
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Karya Ilmiah yang mengangkat tema pajak lingkungan juga ditulis Daniel 

Pandapotan dengan judul “Formulasi Penetapan Besaran Pajak Lingkungan 

Hidup Pada Perusahaan Pertambangan Dalam Pegendalian Kerusakan 

Lingkungan Hidup: Suatu Pendekatan Literatur,”37yang dimuat dalam Jurnal 

Akuntasi dan Investasi Vol. 14 No. 1. Penelitian ini lebih mengkaji terkait dengan 

perusahaan pertambangan yang tidak taat dalam laporan biaya lingkungan dan 

sosial yang dikeluarkan untuk mencegah kerusakan lingkungan akibat 

pertambangan. Simpulan dari penelitian ini adalah perusahaan pertambangan yang 

tidak taat dengan peraturan harus diberikan tindakan tegas yaitu pengenaan pajak 

lingkungan dengan memiliki mekanisme yang jelas dan berdasarkan asas 

keadilan. Penelitian ini menggunakan peneltian kualitatif yang menekankan pada 

pemahaman terhadap masalah sosial berdasarkan realitas. 

Skripsi dari Aldila Cesaria Rezkita Ayu, Universitas Indonesia yang 

berjudul “Formulasi Kebijakan Pajak Lingkungan (Environmental Taxation) 

Sebagai Instrumen Perlindungan Lingkungan Hidup Menurut Prinsip 

Regulerend,”38 yang lebih mengkaji kebijakan fiskal terkait pengelolaan dan 

perlindungan lingkungan hidup di DKI Jakarta. Simpulan dari penelitian ini di 

DKI Jakarta sudah terdapat beberapa kebijakan fiskal yang berpengaruh terhadap 

pengelolaan dan perlindungan lingkungan, akan tetapi belum dapat berfungsi 

                                                           
37Daniel Pandapotan, “Formulasi Penetapan Besaran Pajak Lingkungan Hidup Pada 

Perusahaan Pertambangan Dalam Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup: Suatu Pendekatan 

Literatur,”Jurnal Akuntansi dan Investasi Vol. 14 No. 1, Prodi Akuntansi Universitas Airlangga, 

2013. 

 
38Aldila Cesaria Rezkita Ayu, “Formulasi Kebijakan Pajak Lingkungan (Environmental 

Taxation) Sebagai Instrumen Perlindungan Lingkungan Hidup Menurut Prinsip 

Regulerend,”skripsi FISIP Universitas Indonesia, 2013. 
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dengan baik, oleh karenanya dibutuhkan konsep baru yaitu pajak lingkungan yang 

harus dirumuskan lebih matang lagi dengan melihat kajian di Cina, India dan 

negara-negara yang telah menggunakan pajak lingkungan.   

Kemudian skripsi yang ditulis Indana Khaira Naimah, Jurusan Akuntansi 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada yang berjudul “Studi 

Penerapan Pajak Lingkungan: Indonesia, Belanda, Amerika, dan Cina,”39 

Penelitian yang ditulis dalam skripsi ini lebih mengkaji terkait perbandingan 

penerapan pajak lingkungan dari beberapa negara yaitu Belanda, Amerika, dan 

Cina yang kemudian akan dibandingkan dengan rencana pajak lingkungan di 

Indonesia yang masih terjadi penolakan. Pada akhir penelitian ini memberikan 

kesimpulan bahwa Indonesia dapat menerapkan pajak lingkungan apabila didesain 

dalam kerangka dan sistem yang tepat.  

Berikutnya karya ilmiah dari Dahliana Hasan dan Dinarjati Eka Puspitasari 

yang dimuat dalam Jurnal Mimbar Hukum berjudul “Tinjauan Terhadap Rencana 

Penerapan Pajak Lingkunga Sebagai Instrumen Perlindungan Lingkungan Hidup 

di Indonesia.”40 Penelitian ini dilakukan pada tahun 2008 merupakan respon dari 

adanya rencana penerapan pajak lingkungan, dimana lebih mengkaji terkait 

konsep pajak lingkungan yang akan diterapkan di Indonesia. Simpulan dari 

penelitian ini menyatakan apabila Indonesia akan menerapkan pajak lingkungan 

maka harus ditinjau kembali agar konsep tersebut tidak terkesan karena adanya 

                                                           
39Indana Khaira Naimah, “Studi Penerapan Pajak Lingkungan: Indonesia, Belanda, 

Amerika, dan Cina,” skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, 2014. 

 
40Dahlia Hasan dan Dinarjati Eka Puspitasari, “Tinjauan Terhadap Rencana Penerapan 

Pajak Lingkungan Sebagai Instrumen Perlindungan Lingkungan Hidup di Indonesia,”Jurnal 

Mimbar Hukum Vol. 20, No. 3, 2008. 
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kepentingan fiskal semata, dan dengan memikirkan hal tersebut, saat ini dalam 

menjaga kelestarian lingkungan dapat menggunakan kebijakan yang telah ada 

meskipun masih terdapat kekurangan. 

B. Bawono Kristiaji juga menulis terkait pajak lingkungan yang dimuat 

dalam Taxonomics, Inside Tax Edisi: 24, 2014 dengan judul “Pembangunan 

Berkelanjutan dan Pajak Lingkungan.” Penelitian ini menjelaskan bahwa pajak 

berperan penting terhadap pembangunan, pajak juga merupakan instrumen fiskal 

yang digunakan dalam mengoreksi harga. Oleh karenanya mekanisme harga 

dianggap lebih berhasil dalam mengatasi persoalan lingkungan dibandingkan 

mekanisme hukum. Indonesia belum menggunakan mekanisme harga dalam 

mengatasi persoalan lingkungan. Simpulan penelitian inimenyatakan bahwa 

sebenarnya kelestarian lingkungan dan pertumbuhan ekonomi merupakan dua hal 

yang berkaitan akan tetapi sulit untuk disatukan, dan perspektif pembangunan 

berkelanjutan merupakan jalan tengah yang menempatkan keseimbangan dimensi 

ekonomi, sosial, dan lingkungan melalui upaya menginternalisasi eksternalitas 

negatif melalui kerangka pajak lingkungan. 

Selanjutnya penelitian dengan tema yang sama dilakukan oleh M. Fairdian 

Caesar, Universitas Indonesiamelalui skripsinya yang berjudul “Penerapan Pajak 

Lingkungan di Indonesia Sebagai Bentuk Penaatan Pelestarian Lingkungan di 

Indonesia,”41 dalam penelitiannya memaparkan bahwa lingkungan hidup 

merupakan elemen penting untuk mendukung kehidupan manusia. Simpulan 

dalam penelitian ini menyatakan bahwa dalam pelaksanaan kehidupan manusia 

                                                           
41M. Fairdian Caesar, “Penerapan Pajak Lingkungan di Indonesia Sebagai Bentuk 

Penataan Pelestarian Lingkungan di Indonesia,” skripsi, Universitas Indonesia. 
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dapat menimbulkan kerusakan lingkungan, oleh karenanya perlu ada perlindungan 

untuk menjaga kelestarian lingkungan, salah satunya dengan menggunakan 

kebijakan pemerintah melalui penerapan pajak lingkungan.  

Melalui Lomba Karya Tulis Ilmiah (LKTI) Liga Ekonomi Mahasiswa 

2013, Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Airlangga, juga menuliskan 

penelitiannya dengan judul “Implementasi Green Tax to Alleviate Negative 

Externality (G-Tax to Allnext); Upaya Strategis Untuk Mengurangi Eksternalitas 

Negatif dari Pencemaran Lingkungan di Indonesia.”42 Penelitian ini mengkaji 

kondisi pencemaran lingkungan di Indonesia yang disebabkan oleh kegiatan 

Industri serta membandingkan persoalan ini dengan Cina. Cina merupakan negara 

yang mempunyai tingkat pencemaran tertinggi di dunia yang pada akhirnya 

memilih menerapkan Pajak Lingkungan dalam mengatasi persoalan lingkungan 

hidup. Dari hal tersebut, maka dalam simpulan penelitian ini menjelaskan bahwa 

Indonesia dalam mengatasi persoalan pencemaran lingkungan bisa menggunakan 

pajak lingkungan, dimana konsep pajak lingkungan yang bisa diterapkan di 

Indonesia harus memenuhi unsur keadilan. 

Berikutnya Tesis dengan tema yang sama dilakukan oleh Martha 

Nurmalasari L. Toruan yang berjudul “Tinjauan Kebijakan Pajak Lingkungan 

Sebagai Strategi Penanggulangan Pemanasan Global di Berbagai Negara.”43 

Penelitian ini lebih mengkaji terkait kampanye pembangunan berkelanjutan di 

                                                           
42Fatih Sabilul Islam dkk, “Implementasi Green Tax to Alleviate Externality (G-Tax to 

Allnext); Upaya Strategis Untuk Mengurangi Eksternalitas Negatif dari Pencemaran Lingkungan di 

Indonesia.” LKTI LEM, 2013. 

 
43Martha Nurmalasari L. Toruan, “Tinjauan Kebijakan Pajak Lingkungan Sebagai 

Strategi Penanggulangan Pemanasan Global di Berbagai Negara,”tesis, Universitas Indonesia. 
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beberapa negara sebagai bentuk implementasi adanya konvensi-konvensi 

internasional tentang lingkungan hidup. Simpulan dalam penelitian ini bahwa 

salah satu kebijakan yang diterapkan untuk mengatasi pemanasan global adalah 

pajak lingkungan, dan Indonesia bisa menerapkan pajak lingkungan dengan 

adanya transparansi dari pemerintah terhadap masyarakat.  

Selebihnya penyusun belum menemukan pembahasan pajak lingkungan 

yang mengkaji kontruksi hukum serta urgensi penerapan pajak lingkungan di 

Indonesia yang didasarkan pada pendekatan yuridis-filosofis. Oleh karena itu 

penelitian yang penyusun lakukan bersifat baru dan dapat melanjutkan penelitian-

penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. 

E. Kerangka Teoretik 

Kerangka teoretik diibaratkan sebuah pisau yang digunakan dalam 

menganalisis pokok permasalahan dalam penelitian. Sejalan dengan hal tersebut 

maka untuk mengupas dan menjawab pokok permasalahan yang ada, penyusun 

menggunakan beberapa teori yang relevan dengan penelitian, yaitu: 

1. Teori Tujuan Hukum  

Indonesia merupakan negara hukum, seperti yang disebutkan dalam UUD 

1945, “Indonesia adalah negara hukum.”44 Oleh karenanya segala sesuatu yang 

dilakukan harus berlandaskan atas hukum. Hukum yang dimaksud adalah segala 

peraturan yang dituangkan dalam tata peraturan perundang-undangan yang 

berlaku di Indonesia.  

                                                           
44Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. 
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Dalam menjaga peraturan dapat berlangsung dan diterima, maka harus 

sesuai dengan keadaan masyarakat dan tidak bertentangandengan asas-asas 

keadilan. Oleh karenanya hukum mempunyai tujuan untuk menjamin adanya 

kepastian dan bersendikan pada keadilan.45 

Perlu diingat bahwa Indonesia menganut adanya hukum campuran yaitu 

hukum adat, hukum Islam, dan hukum barat.46 Oleh karenanya dalam 

menjalankan hukum harus mempertimbangkan tujuan dari ketiga hukum tersebut. 

C. S. T. Kansil menjelaskan terkait dengan tujuan hukum yang 

diungkapkan oleh beberapa tokoh, diantaranya:  

Subekti, yang menyatakan bahwa:47 “Hukum itu mengabdi pada tujuan 

negara yang pada pokoknya ialah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan 

pada rakyatnya.” 

Kemudian tujuan hukum menurut Geny:48“Hukum bertujuan semata-mata 

untuk mencapai keadilan, dan sebagai unsur dari keadilan dibutuhkannya 

kepentingan daya guna dan kemanfaatan”. 

Selanjutnya Jeremy Bentham meyatakan bahwa:49“Hukum bertujuan untuk 

mewujudkan semata-mata apa yang berfaedah bagi orang.” Namun yang 

berfaedah bagi orang yang satu, mungkin bisa dianggap merugikan bagi orang 

                                                           
45C. S. T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Balai 

Pustaka, 1989), hlm. 40-41. 

  
46“Hukum di Indonesia,” https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_di_Indonesia, diakses 21 

Maret 2017. 

 
47C. S. T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan..., hlm. 41. 

 
48Ibid., hlm. 43-44. 

 
49Ibid., hlm. 44. 
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lain. Maka dengan teori utilitas, tujuan hukum menjamin adanya kebahagiaan 

sebanyak-banyaknya pada orang sebanyak-banyaknya, sehingga kepastian melalui 

hukum merupakan tujuan utama daripada hukum. 

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa tujuan hukum adalah adanya 

sendi-sendi keadilan, dapat memberikan manfaat pada masyarakat dan 

memberikan jaminan atas kepastian hukum bagi masyarakat. Namun ketiga hal 

tersebut bukan hanya berlaku bagi manusia, lingkungan hidup merupakan tempat 

dimana manusia melangsungkan segala aktivitasnya juga membutuhkan keadilan, 

kemanfaatan, dan kepastian melalui hukum, sehingga sebagai negara dengan 

penduduk yang bermoral, harus memperhatikan hak alam melalui peraturan 

hukum yang akan diberlakukan. 

2. Maqasid asy-Syari’ah 

Maqasid asy-syari’ah atau tujuan hukum Islam secara umum dapat 

diartikan sebagai kemaslahatan bagi manusia dengan memelihara kebutuhan 

dharuriat (kebutuhan primer) dan menyempurnakan kebutuhan hajiyat (sekunder) 

dan tahsiniat (tersier).50Maqasid asy-Syari’ah yang merupakan kebutuhan 

dharuriat memiliki lima komponen dasar kehidupan yang harus dipelihara, dan 

apabila tidak dipelihara dengan baik maka akan merusak sistem kehidupan di 

dunia. Lima komponen dasar tersebut antara lain:51 

a. Perlindungan jiwa (hifdh al-nafs); 

b. Perlindungan akal (hifdh al-‘aql); 

                                                           
50Abdurrahman Misno Bambang Prawiro, “Maqashid asy-Syari’ah (Tujuan Hukum 

Islam)”, http://majelispenulis.blogspot.co.id/2013/09/maqashid-asy-syariah-tujuan-hukum-

islam.html. 

 
51Ibid.,  
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c. Perlindungan harta/ kekayaan (hifdh al-mal); 

d. Perlindungan keturunan (hifdh al-nasb); 

e. Perlindungan agama (hifdh al-din). 

Kelima komponen tersebut merupakan komponen yang memiliki pengaruh 

bersar terhadap kehidupan dunia. Hal tersebut didasarkan pada gagasan yang 

diungkapkan oleh Imam al-Syathiby, yang membagi tiga tingkatan kemaslahatan 

dan menempatkan lima komponen pokok yang disebut dengan maqasid asy-

syari’ah, sebagai kemaslahatan primer yang dijadikan acuan utama bagi 

implementasi syariat Islam.52 

Perkembangan kehidupan yang begitu pesat menjadikan banyak 

munculnya permasalahan. Telah disadari bahwa permasalahan kehidupan saat ini 

didominasi dan diakibatkan adanya kerusakan lingkungan hidup. Berangkat dari 

permasalahan tersebut, seperti yang telah dipaparkan pada latar belakang Ali 

Yafie membawa ide terhadap perubahan Maqasid asy-Syari’ah. Pada awalnya 

maqashid asy-syariah terdapat lima komponen kehidupan dasar manusia yaitu, 

perlindungan jiwa, perlindungan akal, perlindungan harta, perlindungan 

keturunan, dan perlindungan agama. Menurut Ali Yafie komponen dasar tersebut 

perlu ditambahkan tentang perlindungan lingkungan.53 Hal tersebut didasarkan 

pada perkembangan permasalahan lingkungan yang semakin memprihatinkan dan 

apabila telah terjadi kerusakan terhadap lingkungan hidup maka akan berdampak 

pada kelima komponen dasar tersebut. Melihat pentingnya lingkungan hidup ini, 

                                                           
52Yusuf Al-Qaradhawi, Terjemahan Abdullah Hakam Shah Dkk, Islam Agama Ramah 

Lingkungan, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2002), hlm. 177. 

 
53Ali Yafie, Merintis Fiqh Lingkungan Hidup, (Jakarta Selatan, Ufuk Press, 2006), hlm. 

223-225. 
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maka perlu dimasukkannya dalam kemaslahatan primer untuk menjaga dan 

memelihara komponen dasar dalam kehidupan manusia. 

Dengan merespon hal tersebut, maka pemerintah Indonesia berusaha 

memberikan hak-hak alam melalui berbagai peraturan.Berbagai undang-undang 

pun yang berkaitan dengan usaha pelestarian lingkungan hidup sudah dirumuskan 

pula.54 Akan tetapi persoalannya sampai saat ini belum terdapat solusi untuk 

mengatasipermasalahan lingkungan hidup. Akankah permasalahan tersebut 

diselesaikan dengan lebih mengoptimalkan peraturan yang ada, ataukan dengan 

mencari jalan baru. Hal ini telah menjadi tantangan bagi negara khususnya 

Indonesia dalam menghadapi permasalahan yang ada. 

Pada dasarnya hukum pelestarian lingkungan hidup merupakan fardlu 

kifayah yakni semua orang baik individu, pemerintah dan perusahaan memiliki 

kewajiban untuk menjaganya. Akan tetapi dalam urusan kenegaraan pemerintah 

memiliki kewajiban dominan dan harus menjadi pelopor dalam pelaksanaan 

pelestarian lingkungan hidup. Apababila hal ini tidak dilakukan maka dosalah 

yang akan diterima.55 Oleh karena itu salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh 

pemerintah yakni melalui kebijakan yang diberlakukan, dimana dengan adanya 

perkembangan kehidupan dan perkembangan pemikiran mengenai maqasid asy-

syari’ah, pemikiran tersebut dapat dijadikan suatu alat untuk membuat kebijakan 

publik yang disebut peraturan perundang-undangan, yang dalam kalangan ulama 

disebut dengan ijtihad. Oleh karenanya maqasid asy-syariah dijadikan suatu teori 

untuk mengupas pokok permasalahan yang ada dalam karya ilmiah ini, dimana 

                                                           
54Ibid., hlm. 216.  

 
55Ibid., hlm. 200. 



21 
 

sistem yang akan diterapkan dengan sebuah kebijakan perlu ditinjau melalui teori 

maqasid asy-syari’ah.  

3. Teori Pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development) 

Upaya pencegahan kerusakan terhadap lingkungan hidup sesungguhnya 

sudah lama dilakukan oleh bangsa Indonesia yaitu sejak adanya konferensi 

Stockholm tahun 1972 yang dikenal sebagai gerakan perlindungan dan perbaikan 

lingkungan hidup secara internasional. Konferensi tersebut mengangkat komitmen 

politik yaitu membangun tanpa menimbulkan kerusakan lingkungan hidup.56 

Sejak masalah lingkungan menjadi program PBB pada tahun 1968, dapat 

meningkatkan komitmen dari negara di dunia dalam membuat kebijakan yang 

mengatur pemanfaatan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta miningkatkan 

komitmen dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Kemudian dalam 

pelaksanaan Deklarasi Rio pada tahun 1992 fokus pada aspek lingkungan dan 

pembangunan ini merupakan refleksi dari komitmen terhadap berbagai prinsip 

yang menunjang konsep pembangunan berkelanjutan.57 

Berdasarkan konsep pembangunan berkelanjutan terdapat beberapa prinsip 

dalam pelaksanaannya, antara lain:58 

a. Prinsip keadilan antar generasi; 

b. Prinsip keadilan dalam satu generasi; 

c. Prinsip pencegahan dini; 

d. Prinsip perlindungan keragaman hayati; 

e. Prinsip internalisasi biaya lingkungan, dimana kerusakan lingkungan 

dapat dilihat sebagai akibat dari suatu kegiatan ekonomi yang dilakukan 

                                                           
56Syamsuharya Bethan, Penerapan Prinsi Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup 

dalam Aktivitas Industri Nasional, (Bandung: PT. Alumni, 2008), hlm. 30. 

 
57Ibid., hlm. 31. 

 
58Ibid., hlm. 33. 
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oleh pihak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi. Maka, biaya 

kerusakan lingkungan harus ditanggung oleh pelaku kegiatan ekonomi 

dan diintegrasikan ke dalam proses pengambilan keputusan yang 

berkaitan dengan penggunaan sumber-sumber alam tersebut. 

Kelima tersebut dijadikan landasan dalam hukum lingkungan. Berdasarkan 

prinsip tersebut, dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan lahirlah suatu 

konsep yang akan diterapkan dalam mengatasi permasalahan lingkungan yaitu 

penerapan pajak ligkungan. Pajak lingkungan sejalan dengan prinsip internalisasi 

biaya lingkungan, yaitu biaya kerusakan lingkungan ditanggung oleh pelaku 

kegiatan ekonomi yang mengambil manfaat dari sumber daya alam, dan  pada 

akhirnya menimbulkan dampak kerusakan. 

4. Teori Hukum Progresif 

Teori hukum progresif yang digagas oleh Satjipto Rahardjo merupakan 

respon terhadap keadaan hukum di Indonesia yang belum mampu mengimbangi 

perkembangan kehidupan dalam masyarakat. Salah satunya terkait perkembangan 

sistem ekonomi modern sangat membutuhkan kepastian dan ketepatan hukum.59 

Menurut Satjipto Rahardjo:60 “Hukum itu bukan hanya bangunan 

peraturan, melainkan juga bangunan ide, kultur, dan cita-cita.” Bahwa salah satu 

tujuan adanya hukum adalah untuk membahagiakan manusia. oleh karenanya 

hukum yang diberlakukan bukanlah hukum yang menimbulkan kerugian terhadap 

manusia ataupun kerusakan terhadap segala sesuatu yang manusia butuhkan.  

                                                           
59Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum Progresif, (Jakarta: PT. Kompas Media 

Nusantara, 2010), hlm. 8. 

 
60“Sejarah Hukum Progresif,”https://youkysurinda.wordpress.com/2016/01/18/teori-

tentang-hukum-progresif/, diakses 21 Maret 2017. 
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Reformasi serta kritik negatif terhadap hukum saat ini, memberi 

kesempatan untuk memikirkan suatu hal yang dapat dilakukan agar dapat 

memberikan solusi dari segala persoalan yang ada.61 Dengan demikian sebagai 

bangsa Indonesia, melihat persoalan lingkungan yang dialami tidak bisa hanya 

diam dengan mengandalkan peraturan yang berlaku saat ini, karena melihat bahwa 

perkembangan kehidupan masyarakat lebih dinamis dibandingkan dengan 

perkembangan hukum. Oleh karenanya perlu adanya reformasi hukum agar 

mampu dijadikan solusi dalam persoalan yang ada.  

Terkait dengan teori hukum progresif sejalan dengan usulan yang 

diberikan oleh pemerintah, yaitu pemberlakuan kebijakan pajak lingkungan untuk 

mengatasi problematika kerusakan lingkungan di Indonesia yang diakibatkan oleh 

tingkah laku manusia. Dengan diterapkannya pajak lingkungan dirasa mampu 

merespon perkembangan kehidupan dalam masyarakat serta persoalan yang 

semakin komplek, oleh karena itu tujuan dari adanya hukum dapat dipenuhi. 

5. Teori Pemungutan Pajak 

Negaradalam penyelenggaraan pemerintahan mempunyai kewajiban untuk 

menjaga kepentingan rakyat, baik dalam bidang kesejahteraan, keamanan, 

pertahanan, maupun kecerdasan kehidupannya.62 Hal ini sejalan dengan tujuan 

negara yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, yakni:63 

 

                                                           
61Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum..., hlm. 36. 

 
62Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, Hukum Pajak Edisi 5, (Jakarta: Salemba Empat, 

2010), hlm. 5. 

 
63Pembukaan UUD 1945 Alenia keempat. 
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“Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 

Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan 

kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang 

berdasarkan keadilan sosial.” 

Oleh karenanya negara memerlukan dana untuk mewujudkan 

tanggungjawab di atas. Dana yang dimaksud merupakan dana yang didapat dari 

masyarakat dan digunakan untuk kepentingan masyarakat. Hal inilah yang 

dimaksud dengan pajak. 

Pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan peraturan perundang-

undangan dan tidak mendapatkan kontraprestasi secara langsung yang digunakan 

untuk membiayai pengeluaran rutin negara.64Pemungutan pajak dilaksanakan 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta atas persetujuan 

masyarakat.65 

Pemungutan pajak dilakukan bukan tanpa dasar, akan tetapi selain 

berdasarkan aturan perundang-undangan juga didasarkan pada pemungutan pajak 

yang digunakan sebagai landasan. Teori ini digunakan untuk menjelaskan 

mengenai hak negara dalam memungut pajak. Pemunguta pajak di Indonesia 

didasarkan atas beberapa teori, yaitu:66 

f. Teori Asuransi 

Yakni mengibaratkan pembayaran pajak seperti pembayaran premi dalam 

perjanjian asuransi yang ditujukan untuk mengganti pengeluaran negara dalam 

                                                           
64Faisal Luqman Hakim, “Pajak dan Hukum Pajak” Materi Kuliah Hukum Pajak 

Semester 3, Pertemuan Pertama. 

 
65Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, Hukum Pajak..., hlm. 5. 

 
66Aristanti Widyaningsih, Hukum Pajak dan Perpajakan dengan Pendekatan Mind Map, 

(Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 11-12. 
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melaksanakan kewajibannya, melindungi keselamatan dan harta benda 

masyarakat. 

g. Teori Kepentingan 

Yakni didasarkan adanya kepentingan dari masing-masing warga negara, 

termasuk kepentingan jiwa dan harta, sehingga semakin tinggi tingkat 

kepentingan maka semakin tinggi pajak yang harus dibayarkan. 

h. Teori Daya Pikul 

Yakni pembayaran pajak disesuaikan dengan daya pikul masing-masing 

orang. Untuk mengukur daya pikul digunakan dua pendekatan: (1) unsur objektif, 

dilihat dari besarnya penghasilan dan kekayaan yang dimiliki, dan (2) unsur 

subjektif, melihat besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi. 

i. Teori Bakti 

Yakni didasarkan pada keadilan pemungutan pajak yang terletak pada 

hubungan rakyat dengan negara. Oleh karenanya sebagai warga negara yang 

berbakti maka menyadari bahwa pembayaran pajak merupakan suatu kewajiban. 

j. Teori Asas Daya Beli 

Yakni kepentingan masyarakat umum lebih diutamakan dengan cara 

menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk kepentingan rumah tangga 

negara, yang kemudian negara akan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam 

bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. 
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F. Metodologi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (library 

research), dimana data-data yang digunakan adalah hasil dari bacaan beberapa 

literatur seperti Peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal-jurnal ilmiah, 

skripsi serta berbagai tulisan dari website internet yang terkait dengan pajak 

lingkungan, untuk dijadikan landasan dasar dalam penelitian ini.Objek dari 

penelitian ini adalah konstruksi dari pemberlakuan pajak lingkungan di Indonesia. 

2. Metode Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis-sosio-

filosofis. Yuridis yaitu menganalisis objek permasalahan dengan menggunakan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan filosofis yaitu memahami 

perkembangan hukum dari waktu ke waktu dengan menelaah isu yang menjadi 

latar belakang lahirnya hukum tersebut. Sedangkan sosiologis yaitu memahami 

keadaan masyarakat dari perkembangan kehidupan yang dapat ditinjau dari teori 

hukum progresif. 

3. Sumber Data 

a. Sumber data primer  

Sumber utama yang akan digunakan penyusun dalam penelitian adalah 

UUD 1945, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan UU No. 3 Tahun 2014 Tentang 

Perindustrian, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 
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Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, dan 

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019. 

b. Sumber data sekunder  

Sumber data yang digunakan untuk mendukung sumber data primer dalam 

penelitian berupa buku, tulisan-tulisan ilmiah, jurnal, skripsi, artiket yang 

berhubungan dengan objek penelitian yaitu penerapan pajak lingkungan di 

Indonesia.  

4. Metode Pengumpulan Data 

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode analisis data 

secara diskriptif dan non statistik, dengan menguraikan suatu permasalahan tanpa 

menggunakan angka, tabel dan grafik. Adapun metode yang digunakan dalam 

menganalisis data adalah metode induktifyang memaparkan permasalahan dari 

umum ke khusus, serta metode deduktif yang memaparkan permasalahan dari 

khusus ke umum. 

G. Sistematika Pembahasan 

Sistematika dalam penyusunan skripsi biasanya terdiri dari pendahuluan, 

pembahasan dan penutup, dengan tujuan penelitian disajikan secara runtut dan 

sistematis. Oleh karenanya, penelitian berjudul “Kontruksi Pajak Lingkungan di 

Indonesia” menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut: 

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, 

kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab pertama ini 
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merupakan acuan dalam melakukan penelitian dengan memakai teori-teori dan 

metode penelitian yang digunakan. 

Bab kedua, dalam pembahasan bab kedua ini, penyusun akan menyajikan 

secara umum mengenai arti penting lingkungan hidup dan peran negara terhadap 

pelestarian lingkungan hidup melalui kebijakan dan peraturan perundang-

undnagan, serta konsep pajak lingkungan di beberapa negara. 

Bab ketiga, dalam pembahasan bab ketiga ini, penyusun akan menguraikan 

dimensi historis hukum lingkungan dan hukum pajak di Indonesia, yang nantinya 

akan dijadikan acuan dalam menentukan konsep yang tepat terhadap penerapan 

pajak lingkungan. Pembahasan tersebut didasarkan pada teori yang digunakan 

dalam penelitian. 

Bab keempat, dalam pembahasan bab keempat penyusun menyajikan 

analisis dari data yang telah diperoleh serta pembahasan yang akan dibahas lebih 

lanjut, terutama mengenai konstruksi pajak lingkungan yang akan diberlakukan di 

Indonesia. Analisis ini mengacu pada teori-teori yang digunakan dalam 

penyusunan penelitian. 

Bab kelima, merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dari hasil 

penelitian yang memberikan jawaban atas rumusan masalah dan saran atas 

penulisan skripsi kepada penyusun khususnya serta pada masyarakat luas 

umumnya. 



125 
 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan: 

Berdasarkan uraian yang dipaparkan oleh penyusun pada pembahasan di 

depan, maka dapat disimpulkan bahwa pajak lingkungan dapat diterapkan di 

Indonesia berdasarkan konstruksi hukum yang telah dibangun, yaitu 

melaksanakan perintah dari undang-undangan. Dimana dalam UUPPLH terdapat 

instrumen ekonomi lingkungan hidup yang digunakan untuk mengelola dan 

memelihara lingkungan hidup. Pajak lingkungan yang merupakan instrumen 

ekonomi lingkungan hidup merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh 

wajib pajak sebagai ketersediaan dana lingkungan hidup untuk pembangunan 

bekelanjutan. Proses penerapan pajak lingkungan ini dapat dimulai dari tahap 

rekonstruksi pajak lingkungan dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku. 

Proses pemungutan pajak dari pajak lingkungan ini tidak jauh berbeda 

dengan pemungutan pajak pada umumnya. Hanya saja terdapat pengecualian 

terhadap dana hasil pajak lingkungan tersebut, dimana dana tersebut dialokasikan 

khusus terhadap lingkungan hidup dengan dikelola oleh Menteri Keuangan yang 

selanjutnya dilimpahkan kepada Menteri LHK untuk ketersediaan dana bagi 

pembangunan berkelanjutan. Proses pembayaran pajak tersebut dilakukan dengan 

sistem self assessement yang menggunakan akun khusus yaitu akun Green Tax 

yang telah dimiliki oleh masing-masing industri. Industri yang merupakan pelaku 
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pajak ligkungan atau wajib pajak dibebankan sebesar 0,5 persen dari total 

pendapatan hasil produksi, dengan cara melaporkannya melalui akun Green Tax 

tersebut. 

Oleh karenanya pajak lingkungan bukanlah sebuah sanksi yang hanya 

diterapkan terhadap pelaku pencemaran lingkungan. Pajak lingkungan lingkungan 

merupakan kewajiban sebagai upaya untuk ketersediaan dana demi pembangunan 

berkelanjutan, sedangkan sanksi merupakan konsekuensi yang diberikan terhadap 

pelanggar. Penyusun melalui penelitian ini membuat peta konsep yang didasarkan 

pada konstruksi yang ada: 

 

Peta Konsep Alur Pendaftaran Pajak Lingkungan: 

 

       

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

Industri manufaktur 

yang sesuai kriteria, 

yaitu memiliki izin 

produksi dan dokumen 

AMDAL, serta 

dinyatakan layak 

beroperasi 

Mendaftar melalui akun 

Green Tax yang tertera 

pada web Kementrian 

Keuangan, Direktorat 

Jendral Pajak 

Industri yang telah 

terdaftar akan 

mendapatkan Green 

Nomor Pokok Wajib 

Pajak (NPWP) 

Secara otomatis industri 

yang telah mendapat 

Green NPWP akan 

terdaftar sebagai 

pelaksana Green Tax, dan 

akan tertera tagihan pajak 

yang harus ditanggung 
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Peta Konsep Alur Pelaksanaan Pajak Lingkungan: 

     

     

 

  

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelaksana Green Tax 

Melalui bank 

dengan 

menunjukkan Green 

NPWP 

Dalam akun 

Green Tax akan 

tertera tagihan, 

berdasarkan hasil 

laporan produksi 

yang telah 

dilaporkan 

Transfer ke Kementerian 

Keuangan, dan 

dimasukkan ke Direktorat 

Jendral Pajak, dalam akun 

Green Tax 

Seluruh pajak yang 

terkumpul di akun 

Green Tax 

diserahkan ke 

Kementrian 

Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan 

(KLH) 

Dikelola dan dialokasikan 

sebagai dana khusus 

lingkungan hidup, dan untuk 

insentif dan/atau disinsentif 

bagi industri 
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B. Saran  

1. Bagi Pemerintah 

Lingkungan hidup merupakan unsur vital bagi keberlangsungan kehidupan 

manusia. Dalam kehidupan bernegara pemerintah memiliki peran besar terhadap 

kelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai hak asasi manusia dan 

mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Telah disadari bahwa aspek ekonomi saat 

ini berperan penting dalam pengelolaan lingkungan hidup. Oleh karenanya suatu 

kebijakan yang berfungsi sebagai penyedia dana khusus pengelolaan lingkungan 

hidup sangat dibutuhkan oleh negara. Dengan demikian penerapan pajak 

lingkungan ini perlu dilakukan sebagai upaya ketersediaan dana dalam 

pembangunan berkelanjutan. Penerapan pajak lingkungan ini dapat diterapkan 

melalui reformsi pajak di Indonesia. Selain itu pemerintah harus benar-benar 

memperhatikan dalam pembentukan kebijakan publik, dan dengan adanya 

perkembangan pemikiran serta perkembangan kehidupan, maka maqasid asy-

syari’ah dapat dijadikan sebagai alat untuk menentukan suatu kebijakan publik 

yang bertujuan mencapai hakikat dari tujuan hukum. 

 

2. Bagi Akademisi (Perguruan Tinggi) 

Kajian terhadap hukum lingkungan belum begitu menarik di kalangan 

akademisi dibandingkan dengan ilmu hukum lain, terbukti dengan minimnya 

kajian-kajian serta program studi hukum lingkungan di Perguruan Tinggi. 

Sedangkan permasalahan lingkungan hidup semakin hari semakin 

mengkhawatirkan, serta perlu mendapatkan perhatian khusus dari seluruh elemen 

masyarakat, terutama dari akademisi untuk melakukan penelitian dan mengkaji 
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upaya penyelesaian permasalahan lingkungan hidup yang telah menjadi ancaman 

bagi dunia, demikian halnya Indonesia. 

 

3. Bagi Pelaku Industri 

Kesadaran terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat harus dimiliki 

oleh seluruh lapisan masyarakat tak terkecuali kepada pelaku industri. Industri 

memiliki konstribusi besar terhadap perekonomian nasional, akan tetapi saat ini 

industri juga memiliki kontribusi lebih besar terhadap permasalahan lingkungan 

hidup. Oleh karenanya agar tidak bertentangan dengan prinsip pembangunan di 

Indonesia, yakni pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan perlu 

adanya kesadaran dan upaya industri untuk mengatasi segala permasalahan 

lingkungan hidup. Melalui penerapan pajak lingkungan ini dapat membantu 

industri dalam mewujudkan prinsip pembangunan nasional dan mengurangi 

permasalahan lingkungan hidup yang ada. 

 

4. Bagi Masyarakat (Warga Negara Indonesia) 

Masyarakat pada hakikatnya merupakan khalifah yang memiliki tugas 

untuk menjaga dunia, salah satunya menjaga lingkungan hidup. Akan tetapi saat 

ini permasalahan lingkungan hidup banyak ditimbulkan dari aktivitas manusia 

yang tidak mengindahkan kelestarian alam dan keseimbangan alam yang ada. 

Oleh karenanya dengan kondisi alam yang semakin memprihatinkan, dan 

permasalahan lingkungan hidup menjadi isu yang begitu pelik untuk 

diperbincangkan, maka perlu adanya kesadaran dalam masyarakat betapa 

pentingnya lingkungan hidup dan adanya kesadaran bahwa menjaga kelestarian 
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lingkungan hidup merupakan tanggung jawab seluruh manusia, yakni masyarakat 

Indonesia. Dan perlu diingat bahwa selama permasalahan lingkungan hidup belum 

terselesaikan maka tugas dan tanggungjawapun belum berakhir, karena menjaga 

kelestarian lingkungan hidup merupakan fardlu kifayah yang harus dilaksanakan 

oleh seluruh elemen masyarakat. 
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Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, 
Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat 
kebijaksanaan dalam Permusyawatan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi 
seluruh rakyat Indonesia.  

 
 

UNDANG-UNDANG DASAR 
 

BAB  I 
 

BENTUK DAN KEDAULATAN 
 

Pasal  1  
(1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. 
(2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. ***) 
(3) Negara Indonesia adalah negara hukum.***)  

 
 

BAB  II 
 

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
 

Pasal  2  
(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat , dan anggota 

Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-
undang.****) 

(2) Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di Ibu Kota Negara.  
(3) Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak.  

 
Pasal  3 

(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-undang Dasar. ***) 
(2) Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden.***/ ****) 
(3) Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden 

dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.***/****)  
 

 
BAB  III 

 
KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA 

 
Pasal  4 

(1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.  
(2) Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.  
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Pasal  5 
(1) Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.*) 
(2) Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana 

mestinya.  
 

Pasal  6 
(1) Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya 

dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah 
mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan 
kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.***) 

(2) Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang.*** 
) 

 
Pasal  6A 

(1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. ***) 
(2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik 

peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.***)  
(3) Pasangan calon Presiden dan wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen 

dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara disetiap provinsi 
yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil 
Presiden.***) 

(4) Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang 
memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara 
langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil 
Presiden.****) 

(5) Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-
undang.***) 

 
 

Pasal 7 
     Presiden dan Wakil Presiden  memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih 
kembali  dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.*) 
 

Pasal 7A 
     Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis 
Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan 
pelanggaran hukum  berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat 
lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden 
dan/atau Wakil Presiden.***) 
 

Pasal 7B 
(1) Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat 

kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan 
kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Dewan Perwakilan Rakyat 
bahwa Presiden dan/atau  Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan 
terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau 
pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden 
dan/atau Wakil Presiden.***) 

(2) Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan 
pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil 
Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat.***) 

(3) Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan 
dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir 
dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat.***)  

(4) Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap Dewan 
Perwakilan Rakyat tersebut paling lama sembilan puluh hari setelah permintaan Dewan Perwakilan 
Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi.***)  

(5) Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti 
melakukan pelanggaran  hukum  berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak 
pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden 
tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat 
menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil 
Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.*** ) 

(6) Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul Dewan 
Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat tiga puluh hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat 
menerima usul tersebut. ***) 
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(7) Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil 
Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan yang dihadiri oleh sekurang-
kurangnya ¾ dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang 
hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam 
rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat.***) 

 
Pasal 7C 

     Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat.*** ) 
 

Pasal  8 
(1) Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa 

jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya.*** ) 
(2) Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, 

Majelis Permusyawaratan Rakyat  menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua 
calon yang diusulkan oleh Presiden.*** ) 

(3) Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan 
kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksanaan tugas Kepresidenan adalah 
Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selambat-
lambatnya tiga puluh hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan   Rakyat   menyelenggarakan   sidang   
untuk  memilih Presiden dan Wakil Presiden  dari dua pasangan calon Presiden dan wakil Presiden 
yang diusulkan oleh partai politik atau  gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan 
Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, 
sampai berakhir masa jabatannya.****) 

  
Pasal  9 

(1) Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji 
dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat 
sebagai berikut :  

     Sumpah Presiden (Wakil Presiden) :  
“Demi  Allah  saya  bersumpah  akan  memenuhi  kewajiban  Presiden Republik Indonesia (Wakil  

Presiden  Republik  Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-
Undang Dasar dan menjalankan segala  undang-undang  dan  peraturannya dengan selurus-lurusnya 
serta berbakti, kepada Nusa dan Bangsa.” 

 
Janji Presiden (Wakil Presiden) :  
     “Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia 
(Wakil Presiden Republik Indonesia)  dengan   sebaik – baiknya   dan    seadil – adilnya,      memegang    
teguh Undang-Undang  Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan 
selurus-lurusnya serta berbakti, kepada Nusa dan Bangsa”.*) 

     (2)  Jika Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat    mengadakan 
sidang, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-
sungguh di hadapan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan disaksikan oleh Pimpinan 
Mahkamah Agung.*) 

                                                         
Pasal 10 

       Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan 
Udara. 

 
Pasal 11 

 
(1)  Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian 

dan perjanjian dengan negara lain.****) 
(2) Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan 

mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan 
perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan 
Rakyat.***) 

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang  perjanjian internasional diatur dengan undang-undang.***) 
 

Pasal 12 
      Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan 
undang-undang. 

 
Pasal 13 

(1) Presiden mengangkat duta dan konsul. 
(2) Dalam  hal  mengangkat  duta,  Presiden memperhatikan  pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.* 
(3) Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan 

Perwakilan Rakyat.*) 
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Pasal 14 

 
(1) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah agung.*) 
(2) Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan 

Rakyat.*) 
 

Pasal 15 
      Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-
undang.*) 
 

Pasal l6 
      Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat  dan pertimbangan 
kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam undang-undang.****) 
 
 
 

BAB IV 
 

DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG  
Dihapus****) 

 
 

BAB  V 
 

KEMENTERIAN NEGARA 
 

Pasal 17 
 

(1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. 
(2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.*) 
(3) Setiap menteri  membidangi  urusan tertentu dalam pemerintahan.*) 
(4) Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang.***) 

 
 

BAB  VI 
 

PEMERINTAH DAERAH 
 

Pasal 18 
(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu 

dibagi atas kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai 
pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.**  )  

(2) Pemerintah daerah provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan 
pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.**) 

(3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.** ) 

(4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, 
kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.**) 

(5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh 
undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintahan Pusat.**) 

(6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk 
melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.** ) 

(7) Susunan  dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.** ) 
 

Pasal 18A 
(1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan 

kota, atau provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan 
kekhususan dan keragaman daerah.**) 

(2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya 
antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras 
berdasarkan undang-undang.** ) 

 
Pasal 18B 

(1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang    bersifat    khusus   
atau    bersifat   istimewa   yang   diatur dengan undang-undang.**) 
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(2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak 
tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip 
Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.** ) 

 
 

BAB VII 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
 

Pasal 19 
(1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui Pemilihan Umum.**) 
(2) Susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan undang-undang.**)  
(3) Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.** ) 

 
Pasal 20 

(1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.*) 
(2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk 

mendapat persetujuan bersama.* ) 
(3) Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang 

itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.* ) 
(4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi 

undang-undang.* ) 
(5) Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh 

Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, 
rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.**) 

 
Pasal 20A 

 
(1) Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.** ) 
(2) Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar 

ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interplasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.** 
) 

(3) Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta 
hak imunitas.** ) 

(4) Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat diatur dalam undang-undang.** ) 

 
Pasal 21 

     Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang.*) 
 

Pasal 22 
(1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah 

sebagai pengganti undang-undang. 
(2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan 

yang berikut. 
(3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.  

 
Pasal 22A 

     Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang.**) 
 

Pasal 22B 
     Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata 
caranya diatur dalam undang-undang.**) 
 
 

BAB VIIA***) 
 

DEWAN PERWAKILAN DAERAH  
 

Pasal 22C 
(1) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum.*** ) 
(2) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota 

Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.***)  
(3) Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.*** ) 
(4) Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan undang-undang.*** ) 
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Pasal 22D 
(1) Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-

undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan 
pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi 
lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta yang berkaitan dengan perimbangan 
keuangan pusat dan daerah.***) 

(2) Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi 
daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; 
pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat 
dan daerah; serta memberikan pertimbangan  kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan 
undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama.*** ) 

(3) Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai 
: otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, 
pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan 
dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu 
kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.*** ) 

(4) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata 
caranya diatur dalam undang-undang.***) 

 
 

BAB VIIB***) 
 

PEMILIHAN UMUM 
 

Pasal 22E 
(1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun 

sekali.*** ) 
(2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Daerah, Presiden dan wakil presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.*** ) 
(3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.*** ) 
(4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.*** ) 
(5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan 

mandiri.***) 
(6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.*** ) 

 
 

BAB VIII 
 

HAL KEUANGAN 
 

Pasal 23  
(1) Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara 

ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung 
jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.*** ) 

(2) Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk 
dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan 
Daerah. ***) 

(3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja 
negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara tahun yang lalu.***) 

 
Pasal 23A 

      Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-
undang.***) 

 
Pasal 23B 

     Macam dan harga mata uang  ditetapkan dengan undang-undang.***  
 

Pasal 23C 
     Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang.*** 

 
Pasal 23D 

     Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan 
independensinya diatur dengan undang-undang.***  
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BAB VIIIA ***) 
 

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN 
 

Pasal 23 E 
(1) Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan 

Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.*** ) 
(2) Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya.***  )                                       
(3) Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan 

undang-undang.*** ) 
 

Pasal 23F 
(1) Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan 

pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.***)  
(2)  Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota.*** ) 

 
Pasal 23G 

(1) Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara, dan memiliki perwakilan di setiap 
provinsi.*** ) 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan undang-undang.***) 
 
 

BAB IX 
 

KEKUASAAN KEHAKIMAN  
 

Pasal 24 
(1) Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna 

menegakkan hukum dan keadilan.*** ) 
(2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di 

bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, 
lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.***) 

(3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-
undang.** **) 

 
Pasal 24A 

 
(1) Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di 

bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan 
oleh undang-undang.*** ) 

(2) Hakim Agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan 
berpengalaman di bidang hukum.***) 

(3) Calon Hakim Agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan 
persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.*** ) 

(4) Ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung.***)  
(5) Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan di 

bawahnya diatur dengan undang-undang.***) 
 

 
Pasal 24 B 

(1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan 
mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, 
serta perilaku hakim.***) 

(2) Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta 
memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.*** ) 

(3) Anggota Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan 
Rakyat.*** ) 

(4) Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undang-undang.*** ) 
 

Pasal 24C*** 
(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat 

final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan 
lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran 
partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.*** ) 

(2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwaklian Rakyat mengenai 
dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.*** ) 
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(3) Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh 
Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan 
Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden. ***) 

(4) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi.***  
(5) Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang 

menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara.*** ) 
(6) Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang 

Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang.***) 
 

Pasal 25 
        Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang  

 
 

BAB IXA**) 
 

WILAYAH NEGARA 
 

Pasal 25****) 
     Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan 
wilayah dan batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.** ) 

 
 

BAB X 
 

WARGA NEGARA DAN PENDUDUK 
 

Pasal 26 
(1) Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang 

disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. 
(2) Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.** ) 
(3) Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang.** ) 

 
Pasal 27 

(1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib 
menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.  

(2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 
(3) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.***)  

Pasal 28 
     Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya 
ditetapkan dengan undang-undang.  
 

BAB XA**) 
 

HAK ASASI MANUSIA 
 

Pasal 28A 
     Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.** ) 

 
Pasal 28 B 

(1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.** ) 
(2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan 

dari kekerasan dan diskriminasi.** ) 
 

Pasal 28C 
(1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat 

pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi 
meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.** ) 

(2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk 
membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.**)  

 
Pasal 28D 

(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta 
perlakuan yang sama dihadapan hukum.**) 

(2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam 
hubungan kerja.**) 

(3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.**) 
(1) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.** ) 
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Pasal 28E 

(1) Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan 
pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara 
dan meninggalkannya, serta berhak kembali.** ) 

(2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai 
dengan hati nuraninya.**)  

(3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.**)  
 

Pasal 28F 
     Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan 
lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan 
menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.** ) 

 
Pasal 28G 

(1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri  pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda 
yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan 
untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.**) 

(2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat 
manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.** ) 

 
Pasal 28H 

(1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan 
hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.**)  

(2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan 
manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.** ) 

(1) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh 
sebagai manusia yang bermartabat.**) 

(4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara 
sewenang-wenang oleh siapapun.** ) 

 
Pasal 28I 

(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak 
beragama, hak  untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak 
untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat 
dikurangi dalam keadaan apapun.** ) 

(2) Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak 
mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.**) 

(3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan 
peradaban.**) 

(4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab 
negara, terutama pemerintah.** ) 

(5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang 
demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan 
perundang-undangan.**) 

 
Pasal 28J 

(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa, dan bernegara.** ) 

(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang 
ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta 
penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai 
dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu 
masyarakat demokratis.** ) 

 
 

BAB XI 
 

A G A M A  
 

Pasal 29  
(1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.  
(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan 

untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.  
 
 

BAB XII 
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PERTAHANAN NEGARA DAN KEAMANAN NEGARA**) 

 
Pasal 30 

(1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.** ) 
(2) Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan 

rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai 
kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.** ) 

(3) Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan laut dan Angkatan Udara sebagai alat 
negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.** ) 

(4) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban 
masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.**) 

(5) Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan 
dan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam 
menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan 
keamanan  diatur dengan undang-undang.** ) 

 
 

BAB XIII 
 

PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
 

Pasal 31 
(1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan****) 
(2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.****) 
(3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang 

meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan 
bangsa, yang diatur dengan undang-undang.****) 

(4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran 
pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi 
kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.****)  

(5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan 
persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.****)  

 
Pasal 32 

(1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin 
kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.**** ) 

(2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.**** ) 
 
 

BAB XIV 
 

PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL****) 
 

Pasal 33 
(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. 
(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak 

dikuasai oleh negara. 
(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan 

untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. 
(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip 

kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan 
menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.****) 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.****) 
 

Pasal 34 
(1) Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.**** ) 
(2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat 

yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.**** ) 
(3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan 

umum yang layak.****) 
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.****) 

 
 

BAB XV 
 

BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU KEBANGSAAN **) 



 11

 
Pasal 35 

     Bendera Negara Indonesia ialah sang merah Putih. 
 

Pasal 36 
     Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia. 

 
Pasal 36A 

     Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika.** 
Pasal 36B 

     Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya.**) 
Pasal 36C 

     Ketentuan lebih lanjut mengenai Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan diatur 
dengan undang-undang.**) 

 
 

BAB XVI 
 

PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR 
 

Pasal 37 
(1) Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis 
Permusyawaratan Rakyat.****) 

(2) Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan 
dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.****)  

(3) Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri 
oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.**** ) 

(4) Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-
kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan 
Rakyat.****) 

(5) Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.**** )   
 

ATURAN PERALIHAN 
 

Pasal I 
     Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru 
menurut Undang-Undang Dasar ini.****)  

 
Pasal II 

     Semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan 
Undang-Undang Dasar dan belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.**** ) 

 
Pasal III 

     Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala 
kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.**** ) 

 
ATURAN TAMBAHAN 

 
Pasal I 

     Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum 
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 
untuk diambil putusan pada sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2003.**** ) 

 
Pasal II 

     Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal****) 

 
     Perubahan tersebut diputuskan dalam Rapat Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik 
Indonesia ke-6 (lanjutan) tanggal 10 Agustus 2002 Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat 
Republik Indonesia, dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.**** ) 
 
 
 

Ditetapkan di Jakarta 
Pada tangal 10 Agustus 2002. 
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KETERANGAN : 
 
Perubahan UUD 45 dengan diberi tanda bintang :  *  pada BAB, Pasal dan Ayat seperti; 
 
- Perubahan Pertama     : * 
- Perubahan Kedua        : ** 
- Perubahan Ketiga        : *** 
- Perubahan Keempat    : **** 
 



1

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 32  TAHUN 2009

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG  MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan 
hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana 
diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa pembangunan ekonomi nasional sebagaimana 
diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 diselenggarakan 
berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan 
berwawasan lingkungan; 

c. bahwa semangat otonomi daerah dalam penyelenggaraan 
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah 
membawa perubahan hubungan dan kewenangan antara 
Pemerintah dan pemerintah daerah, termasuk di bidang 
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

d. bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin 
menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan 
manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu 
dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan 
hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua 
pemangku kepentingan;

e. bahwa pemanasan global yang semakin meningkat 
mengakibatkan perubahan iklim sehingga memperparah 
penurunan kualitas lingkungan hidup karena itu perlu 
dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan 
hidup;

f. bahwa agar lebih menjamin kepastian hukum dan 
memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang 
untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan 
sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap 
keseluruhan  ekosistem, perlu dilakukan pembaruan 
terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 
tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; 

g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, 
huruf e, dan huruf f, perlu membentuk Undang-
Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup;



2

Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H ayat (1), serta Pasal 33 ayat 
(3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN DAN 
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, 

keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang 
mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan 
kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. 

2. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis 
dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup 
dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan 
hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, 
pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. 

3. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang 
memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam 
strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta 
keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa 
kini dan generasi masa depan.

4. Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang 
selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat 
potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan 
pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu. 

5. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan 
kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk 
keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup. 

6. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk 
memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan 
hidup. 

7. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup 
untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan
keseimbangan antarkeduanya. 

8. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup 
untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau 
dimasukkan ke dalamnya. 
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9. Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas 
sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk 
kesatuan ekosistem. 

10. Kajian lingkungan hidup strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS, 
adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif 
untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah 
menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah 
dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. 

11. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut 
Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau 
kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi 
proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau 
kegiatan.

12. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan 
hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan 
pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak 
penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses 
pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau 
kegiatan. 

13. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk 
hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau 
unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber 
daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. 

14. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya 
makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan 
hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan 
hidup yang telah ditetapkan. 

15. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas 
perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat 
ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan 
fungsinya. 

16. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan 
perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, 
dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku 
kerusakan lingkungan hidup. 

17. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak 
langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup 
yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. 

18. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam 
untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan 
ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas 
nilai serta keanekaragamannya. 

19. Perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau 
tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan 
komposisi atmosfir secara global dan selain itu juga berupa perubahan 
variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat 
dibandingkan.

20. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
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21. Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, 
energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, 
dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat 
mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau 
membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup 
manusia dan makhluk hidup lain.

22. Limbah bahan berbahaya dan beracun, yang selanjutnya disebut Limbah 
B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3. 

23. Pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, 
penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, 
dan/atau penimbunan.

24. Dumping (pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, 
dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, 
konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke 
media lingkungan hidup tertentu.

25. Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau 
lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak 
pada lingkungan hidup. 

26. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan 
hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.

27. Organisasi lingkungan hidup adalah kelompok orang yang terorganisasi 
dan terbentuk atas kehendak sendiri yang tujuan dan kegiatannya 
berkaitan dengan lingkungan hidup. 

28. Audit lingkungan hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai 
ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap 
persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. 

29. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, 
tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam 
yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.

30. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan 
masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup 
secara lestari.

31. Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun 
temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan 
pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan 
hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, 
politik, sosial, dan hukum.

32. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang 
berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

33. Instrumen ekonomi lingkungan hidup adalah seperangkat kebijakan 
ekonomi untuk mendorong Pemerintah, pemerintah daerah, atau setiap 
orang ke arah pelestarian fungsi lingkungan hidup.

34. Ancaman serius adalah ancaman yang berdampak luas terhadap 
lingkungan hidup dan menimbulkan keresahan masyarakat.

35. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang 
melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL 
dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai 
prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

36. Izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi 
teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.
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37. Pemerintah pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden 
Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara 
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

38. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat 
daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. 

39. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 

BAB II
ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP 

Bagian Kesatu 
Asas

Pasal 2
Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan 
asas:
a. tanggung jawab negara; 
b. kelestarian dan keberlanjutan;
c. keserasian dan keseimbangan; 
d. keterpaduan;
e. manfaat;
f. kehati-hatian; 
g. keadilan;
h. ekoregion; 
i. keanekaragaman hayati; 
j. pencemar membayar; 
k. partisipatif;
l. kearifan lokal; 
m. tata kelola pemerintahan yang baik; dan
n. otonomi daerah.

Bagian Kedua 
Tujuan

Pasal 3
Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan:
a. melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran 

dan/atau kerusakan lingkungan hidup; 
b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan  manusia;
c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian 

ekosistem; 
d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup; 
e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa 

depan;
g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup 

sebagai bagian dari hak asasi manusia;
h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
j. mengantisipasi isu lingkungan global. 
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Bagian Ketiga 
Ruang Lingkup 

Pasal 4
Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi:
a. perencanaan;
b. pemanfaatan;
c. pengendalian;
d. pemeliharaan;
e. pengawasan; dan 
f. penegakan hukum.

BAB III
PERENCANAAN  

Pasal 5
Perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan 
melalui tahapan: 
a. inventarisasi lingkungan hidup; 
b. penetapan wilayah ekoregion; dan
c. penyusunan RPPLH.

Bagian Kesatu
Inventarisasi Lingkungan Hidup 

Pasal 6
(1) Inventarisasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

huruf a terdiri atas inventarisasi lingkungan hidup:
a. tingkat nasional; 
b. tingkat pulau/kepulauan; dan
c. tingkat wilayah ekoregion.

(2) Inventarisasi lingkungan hidup dilaksanakan untuk memperoleh data dan 
informasi mengenai sumber daya alam yang meliputi: 
a. potensi dan ketersediaan;
b. jenis yang dimanfaatkan; 
c. bentuk penguasaan; 
d. pengetahuan pengelolaan;
e. bentuk kerusakan; dan
f. konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan. 

Bagian Kedua
Penetapan Wilayah Ekoregion

Pasal 7
(1) Inventarisasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 

(1) huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam penetapan wilayah ekoregion 
dan dilaksanakan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan instansi 
terkait.
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(2) Penetapan wilayah ekoregion sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesamaan:
a. karakteristik bentang alam; 
b. daerah aliran sungai; 
c. iklim; 
d. flora dan fauna; 
e. sosial budaya;
f. ekonomi;
g. kelembagaan masyarakat; dan 
h. hasil inventarisasi lingkungan hidup. 

Pasal 8
Inventarisasi lingkungan hidup di tingkat wilayah ekoregion sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dilakukan untuk menentukan daya 
dukung dan daya tampung serta cadangan sumber daya alam.

Bagian Ketiga
Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 9
(1) RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri atas:

a. RPPLH nasional;
b. RPPLH provinsi; dan
c. RPPLH kabupaten/kota.

(2) RPPLH nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun 
berdasarkan inventarisasi nasional.

(3) RPPLH provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun 
berdasarkan: 
a. RPPLH nasional; 
b. inventarisasi tingkat pulau/kepulauan; dan 
c. inventarisasi tingkat ekoregion.

(4) RPPLH kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 
disusun berdasarkan: 
a. RPPLH provinsi; 
b. inventarisasi tingkat pulau/kepulauan; dan 
c. inventarisasi tingkat ekoregion.

Pasal 10
(1) RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disusun oleh Menteri, 

gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. 
(2) Penyusunan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

memperhatikan:
a. keragaman karakter dan fungsi ekologis; 
b. sebaran penduduk;
c. sebaran potensi sumber daya alam; 
d. kearifan lokal; 
e. aspirasi masyarakat; dan
f. perubahan iklim.
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(3) RPPLH diatur dengan:
a. peraturan pemerintah untuk RPPLH nasional;
b. peraturan daerah provinsi untuk RPPLH provinsi; dan
c. peraturan daerah kabupaten/kota untuk RPPLH kabupaten/kota.

(4) RPPLH memuat rencana tentang:
a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan 

hidup;
c. pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian 

sumber daya alam; dan
d. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

(5) RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam rencana 
pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka 
menengah. 

Pasal 11
Ketentuan lebih lanjut mengenai inventarisasi lingkungan hidup sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 6, penetapan ekoregion sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 7 dan Pasal 8, serta RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan 
Pasal 10 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB IV
PEMANFAATAN 

Pasal 12
(1) Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan RPPLH.
(2) Dalam hal RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersusun, 

pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung 
dan daya tampung lingkungan hidup dengan memperhatikan:
a. keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup; 
b. keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup; dan
c. keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat. 

(3) Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh:
a. Menteri untuk daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup

nasional dan pulau/kepulauan;
b. gubernur untuk daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup 

provinsi dan ekoregion lintas kabupaten/kota; atau 
c. bupati/walikota untuk daya dukung dan daya tampung lingkungan 

hidup kabupaten/kota dan ekoregion di wilayah kabupaten/kota.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan daya dukung 

dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) diatur dalam peraturan pemerintah.
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BAB V
PENGENDALIAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 13
(1) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup 

dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. 
(2) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pencegahan;
b. penanggulangan; dan
c. pemulihan.

(3) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah, 
pemerintah daerah, dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan 
sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing. 

Bagian Kedua
Pencegahan

Pasal 14
Instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup 
terdiri atas:
a. KLHS; 
b. tata ruang;
c. baku mutu lingkungan hidup;  
d. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
e. amdal;
f. UKL-UPL; 
g. perizinan;
h. instrumen ekonomi lingkungan hidup;   
i. peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup;
j. anggaran berbasis lingkungan hidup;
k. analisis risiko lingkungan hidup; 
l. audit lingkungan hidup; dan
m. instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu 

pengetahuan.

Paragraf  1
Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pasal 15
(1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk 

memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi 
dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau 
kebijakan, rencana, dan/atau program. 
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(2) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melaksanakan KLHS  
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam penyusunan atau evaluasi:
a. rencana tata ruang wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, rencana 

pembangunan jangka panjang (RPJP), dan rencana pembangunan 
jangka menengah (RPJM) nasional, provinsi, dan kabupaten/kota; dan 

b. kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan 
dampak dan/atau risiko lingkungan hidup. 

(3) KLHS dilaksanakan dengan mekanisme:
a. pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap 

kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah; 
b. perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau 

program;  dan 
c. rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, 

rencana, dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip 
pembangunan berkelanjutan.

Pasal 16
KLHS memuat kajian antara lain:
a. kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk 

pembangunan; 
b. perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
c. kinerja layanan/jasa ekosistem;
d. efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
e. tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
f. tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati. 

Pasal 17
(1) Hasil KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) menjadi dasar 

bagi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu 
wilayah. 

(2) Apabila hasil KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan 
bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, 
a. kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib 

diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS; dan
b. segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung 

dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi. 

Pasal 18
(1) KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dilaksanakan 

dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan. 
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan KLHS diatur 

dalam Peraturan Pemerintah.

Paragraf 2
Tata Ruang

Pasal 19
(1) Untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan 

masyarakat, setiap perencanaan tata ruang wilayah wajib didasarkan 
pada KLHS. 
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(2) Perencanaan tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung 
lingkungan hidup. 

Paragraf 3
Baku Mutu Lingkungan Hidup

Pasal 20
(1) Penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui 

baku mutu lingkungan hidup.
(2) Baku mutu lingkungan hidup meliputi:

a. baku mutu air; 
b. baku mutu air limbah;
c. baku mutu air laut;
d. baku mutu udara ambien;
e. baku mutu emisi; 
f. baku mutu gangguan; dan
g.  baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi.
(3) Setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan 

hidup dengan persyaratan:
a. memenuhi baku mutu lingkungan hidup; dan 
b. mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai 

dengan kewenangannya.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai baku mutu lingkungan hidup 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf c, huruf d, dan 
huruf g diatur dalam Peraturan Pemerintah.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai baku mutu lingkungan hidup 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf e, dan huruf f 
diatur dalam peraturan menteri.

Paragraf 4
Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup 

Pasal 21
(1) Untuk menentukan terjadinya kerusakan lingkungan hidup, ditetapkan 

kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. 
(2) Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup meliputi kriteria baku 

kerusakan ekosistem dan kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim.
(3) Kriteria baku kerusakan ekosistem meliputi: 

a. kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa; 
b. kriteria baku kerusakan terumbu karang;
c. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan 

kebakaran hutan dan/atau lahan; 
d. kriteria baku kerusakan mangrove; 
e. kriteria baku kerusakan padang lamun;
f. kriteria baku kerusakan gambut;
g. kriteria baku kerusakan karst; dan/atau
h. kriteria baku kerusakan ekosistem lainnya sesuai dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
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(4) Kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim didasarkan pada 
paramater antara lain: 
a. kenaikan temperatur; 
b. kenaikan muka air laut; 
c. badai; dan/atau 
d. kekeringan. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria baku kerusakan lingkungan 
hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan 
atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. 

Paragraf 5
Amdal 

Pasal 22
(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap 

lingkungan hidup wajib memiliki amdal. 
(2) Dampak penting ditentukan berdasarkan kriteria: 

a. besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana 
usaha dan/atau kegiatan; 

b. luas wilayah penyebaran dampak; 
c. intensitas dan lamanya dampak berlangsung; 
d. banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena 

dampak; 
e. sifat kumulatif dampak; 
f. berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/atau  
g. kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. 

Pasal 23
(1) Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib 

dilengkapi dengan amdal terdiri atas: 
a. pengubahan bentuk lahan dan bentang alam;
b. eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang 

tidak terbarukan;
c. proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan 

pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta 
pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam 
pemanfaatannya;

d. proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi 
lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan 
budaya;

e. proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian 
kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan 
cagar budaya;  

f. introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik; 
g. pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati; 
h. kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi 

pertahanan negara; dan/atau 
i. penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar 

untuk mempengaruhi lingkungan hidup. 
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(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis usaha dan/atau kegiatan yang 
wajib dilengkapi dengan amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 24
Dokumen amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 merupakan 
dasar penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup. 

Pasal 25
Dokumen amdal memuat: 
a. pengkajian mengenai dampak rencana usaha dan/atau kegiatan; 
b. evaluasi kegiatan di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan; 
c. saran masukan serta tanggapan masyarakat terhadap rencana usaha 

dan/atau kegiatan;
d. prakiraan terhadap besaran dampak serta sifat penting dampak yang 

terjadi jika rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut dilaksanakan;
e. evaluasi secara holistik terhadap dampak yang terjadi untuk 

menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup; dan
f. rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. 

Pasal 26
(1) Dokumen amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disusun oleh 

pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat. 
(2) Pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian 

informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum 
kegiatan dilaksanakan. 

(3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. yang terkena dampak;
b. pemerhati lingkungan hidup; dan/atau 
c. yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses amdal.

(4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan 
keberatan terhadap dokumen amdal.

Pasal 27
Dalam menyusun dokumen amdal, pemrakarsa sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 26 ayat (1) dapat meminta bantuan kepada pihak lain.

Pasal 28
(1) Penyusun amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan 

Pasal 27 wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal.
(2) Kriteria untuk memperoleh sertifikat kompetensi penyusun amdal 

sebagaimana dimasud pada ayat (1) meliputi:
a. penguasaan metodologi penyusunan amdal;
b. kemampuan melakukan pelingkupan, prakiraan, dan evaluasi 

dampak serta pengambilan keputusan; dan
c. kemampuan menyusun rencana pengelolaan dan pemantauan 

lingkungan hidup.
(3) Sertifikat kompetensi penyusun amdal sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) diterbitkan oleh lembaga sertifikasi kompetensi penyusun 
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amdal yang ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi dan kriteria kompetensi 
penyusun amdal diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 29
(1) Dokumen amdal dinilai oleh Komisi Penilai Amdal yang dibentuk oleh 

Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan 
kewenangannya.  

(2) Komisi Penilai Amdal wajib memiliki lisensi dari Menteri, gubernur, atau 
bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.  

(3) Persyaratan dan tatacara lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diatur dengan Peraturan Menteri. 

Pasal 30
(1) Keanggotaan Komisi Penilai Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

29 terdiri atas wakil dari unsur: 
a. instansi lingkungan hidup; 
b. instansi teknis terkait; 
c. pakar di bidang pengetahuan yang terkait dengan jenis usaha 

dan/atau kegiatan yang sedang dikaji;
d. pakar di bidang pengetahuan yang terkait dengan dampak yang

timbul dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang sedang dikaji;
e. wakil dari masyarakat yang berpotensi terkena dampak; dan 
f. organisasi lingkungan hidup.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Penilai Amdal dibantu oleh 
tim teknis yang terdiri atas pakar independen yang melakukan kajian 
teknis dan sekretariat yang dibentuk untuk itu.

(3) Pakar independen dan sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan 
kewenangannya.

Pasal 31
Berdasarkan hasil penilaian Komisi Penilai Amdal, Menteri, gubernur, 
atau bupati/walikota menetapkan keputusan kelayakan atau 
ketidaklayakan lingkungan hidup sesuai dengan kewenangannya. 

Pasal 32
(1) Pemerintah dan pemerintah daerah membantu penyusunan amdal bagi 

usaha dan/atau kegiatan golongan ekonomi lemah yang berdampak 
penting terhadap lingkungan hidup. 

(2) Bantuan penyusunan amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa 
fasilitasi, biaya, dan/atau penyusunan amdal.

(3) Kriteria mengenai usaha dan/atau kegiatan golongan ekonomi lemah 
diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33
Ketentuan lebih lanjut mengenai amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
22 sampai dengan Pasal 32 diatur dalam Peraturan Pemerintah.
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Paragraf 6
UKL-UPL 

Pasal 34
(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria 

wajib amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1)  wajib 
memiliki UKL-UPL.

(2) Gubernur atau bupati/walikota menetapkan jenis usaha dan/atau 
kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL. 

Pasal 35
(1) Usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) wajib membuat surat 
pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan
hidup. 

(2) Penetapan jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria:
a. tidak termasuk dalam ketegori berdampak penting sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1); dan
b. kegiatan usaha mikro dan kecil.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai UKL-UPL dan surat pernyataan 
kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup diatur 
dengan peraturan Menteri. 

Paragraf 7
Perizinan

Pasal 36
(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-

UPL wajib memiliki izin lingkungan.
(2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan 

berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 31 atau rekomendasi UKL-UPL.

(3) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib 
mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan 
lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL.

(4) Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau 
bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 37
(1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya 

wajib menolak permohonan izin lingkungan apabila permohonan izin tidak 
dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL.

(2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) dapat 
dibatalkan apabila: 
a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung 

cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran 
dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi; 

b. penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum 
dalam keputusan komisi tentang kelayakan lingkungan hidup atau 
rekomendasi UKL-UPL; atau



16

c. kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen amdal atau UKL-UPL 
tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau 
kegiatan. 

Pasal 38
Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), izin 
lingkungan dapat dibatalkan melalui keputusan pengadilan tata usaha 
negara. 

Pasal 39
(1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan 

kewenangannya wajib mengumumkan setiap permohonan dan 
keputusan izin lingkungan. 

(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 
cara yang mudah diketahui oleh masyarakat.

Pasal 40
(1) Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin 

usaha dan/atau kegiatan. 
(2) Dalam hal izin lingkungan dicabut, izin usaha dan/atau kegiatan 

dibatalkan.
(3) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan mengalami perubahan, 

penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib memperbarui izin 
lingkungan. 

Pasal 41
Ketentuan lebih lanjut mengenai izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
36 sampai dengan Pasal 40 diatur dalam Peraturan Pemerintah. 

Paragraf 8
Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup

Pasal 42
(1) Dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup, Pemerintah dan 

pemerintah daerah wajib mengembangkan dan menerapkan instrumen 
ekonomi lingkungan hidup. 

(2) Instrumen ekonomi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi:
a. perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi;
b. pendanaan lingkungan hidup; dan
c. insentif dan/atau disinsentif. 

Pasal 43
(1) Instrumen perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a meliputi: 
a. neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup; 
b. penyusunan produk domestik bruto dan produk domestik regional bruto  

yang mencakup penyusutan sumber daya alam dan kerusakan 
lingkungan hidup; 

c. mekanisme kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup antardaerah; dan
d. internalisasi biaya lingkungan hidup. 



17

(2) Instrumen pendanaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 42 ayat (2) huruf b meliputi: 
a. dana jaminan pemulihan lingkungan hidup;
b. dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan 

lingkungan hidup; dan 
c. dana amanah/bantuan untuk konservasi.

(3) Insentif dan/atau disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat 
(2) huruf c antara lain diterapkan dalam bentuk:
a. pengadaan barang dan jasa yang ramah lingkungan hidup;
b. penerapan pajak, retribusi, dan subsidi lingkungan hidup; 
c. pengembangan sistem lembaga keuangan dan pasar modal yang ramah 

lingkungan hidup;
d. pengembangan sistem perdagangan izin pembuangan limbah dan/atau 

emisi; 
e. pengembangan sistem pembayaran jasa lingkungan hidup;
f. pengembangan asuransi lingkungan hidup;
g. pengembangan sistem label ramah lingkungan hidup; dan
h. sistem penghargaan kinerja di bidang perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai instrumen ekonomi lingkungan hidup 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 43 ayat (1) sampai 
dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Paragraf 9
Peraturan Perundang-undangan Berbasis Lingkungan Hidup

Pasal 44
Setiap penyusunan peraturan perundang-undangan pada tingkat nasional dan 
daerah wajib memperhatikan perlindungan fungsi lingkungan hidup dan 
prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan 
ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini. 

Paragraf 10
Anggaran Berbasis Lingkungan Hidup 

Pasal 45
(1) Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia serta 

pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah wajib 
mengalokasikan anggaran yang memadai untuk membiayai:
a. kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
b. program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup. 

(2) Pemerintah wajib mengalokasikan anggaran dana alokasi khusus 
lingkungan hidup yang memadai untuk diberikan kepada daerah yang 
memiliki kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang 
baik. 

Pasal 46
Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, dalam rangka 
pemulihan kondisi lingkungan hidup yang kualitasnya telah mengalami 
pencemaran dan/atau kerusakan pada saat undang-undang ini ditetapkan, 
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Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran untuk 
pemulihan lingkungan hidup. 

Paragraf 11
Analisis Risiko Lingkungan Hidup

Pasal 47
(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak 

penting terhadap lingkungan hidup, ancaman terhadap ekosistem dan 
kehidupan, dan/atau kesehatan dan keselamatan manusia wajib 
melakukan analisis risiko lingkungan hidup. 

(2) Analisis risiko lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi:
a. pengkajian risiko;
b. pengelolaan risiko; dan/atau  
c. komunikasi risiko.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai analisis risiko lingkungan hidup diatur 
dalam Peraturan Pemerintah.

Paragraf 12
Audit Lingkungan Hidup 

Pasal 48
Pemerintah mendorong penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk 
melakukan audit lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan kinerja 
lingkungan hidup. 

Pasal 49
(1)Menteri mewajibkan audit lingkungan hidup kepada:

a. usaha dan/atau kegiatan tertentu yang berisiko tinggi terhadap 
lingkungan hidup; dan/atau

b. penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menunjukkan 
ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

(2)Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melaksanakan audit 
lingkungan hidup. 

(3) Pelaksanaan audit lingkungan hidup terhadap kegiatan tertentu yang 
berisiko tinggi dilakukan secara berkala.

Pasal 50
(1) Apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan 

kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), Menteri dapat 
melaksanakan atau menugasi pihak ketiga yang independen untuk 
melaksanakan audit lingkungan hidup atas beban biaya penanggung jawab 
usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.

(2) Menteri mengumumkan hasil audit lingkungan hidup.

Pasal 51
(1) Audit lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 

49 dilaksanakan oleh auditor lingkungan hidup.
(2) Auditor lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib 

memiliki sertifikat kompetensi auditor lingkungan hidup.
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(3) Kriteria untuk memperoleh sertifikat kompetensi auditor lingkungan 
hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kemampuan:
a. memahami prinsip, metodologi, dan tata laksana audit lingkungan 

hidup;
b. melakukan audit lingkungan hidup yang meliputi tahapan 

perencanaan, pelaksanaan, pengambilan kesimpulan, dan 
pelaporan; dan

c. merumuskan rekomendasi langkah perbaikan sebagai tindak lanjut 
audit lingkungan hidup.

(4) Sertifikat kompetensi auditor lingkungan hidup sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh lembaga sertifikasi kompetensi 
auditor lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.

Pasal 52
Ketentuan lebih lanjut mengenai audit lingkungan hidup sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 51 diatur dengan Peraturan 
Menteri.

Bagian Ketiga
Penanggulangan

Pasal 53
(1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan 

hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan 
lingkungan hidup.

(2) Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
a. pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan

lingkungan hidup kepada masyarakat;
b. pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
c. penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan 

hidup; dan/atau
d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penanggulangan pencemaran 

dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat
Pemulihan

Pasal 54
(1)Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan 

lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan 
hidup.

(2)Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilakukan dengan tahapan:
a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
b. remediasi;
c. rehabilitasi;
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d. restorasi; dan/atau
e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemulihan fungsi 

lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam 
Peraturan Pemerintah.

Pasal 55
(1) Pemegang izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) 

wajib menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan 
hidup. 

(2) Dana penjaminan disimpan di bank pemerintah yang ditunjuk oleh 
Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

(3) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya 
dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi 
lingkungan hidup dengan menggunakan dana penjaminan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai dana penjaminan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah. 

Pasal 56
Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian pencemaran dan/atau 
kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai 
dengan Pasal 55 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VI
PEMELIHARAAN

Pasal 57
(1) Pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan melalui upaya: 

a. konservasi sumber daya alam; 
b. pencadangan sumber daya alam; dan/atau 
c. pelestarian fungsi atmosfer. 

(2) Konservasi sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
a meliputi kegiatan:
a. perlindungan sumber daya alam;
b. pengawetan sumber daya alam; dan
c. pemanfaatan secara lestari sumber daya alam. 

(3) Pencadangan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b merupakan sumber daya alam yang tidak dapat dikelola dalam 
jangka waktu tertentu. 

(4) Pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 
meliputi: 
a. upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim; 
b. upaya perlindungan lapisan ozon; dan
c. upaya perlindungan terhadap hujan asam. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai konservasi dan pencadangan sumber 
daya alam serta pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
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BAB VII
PENGELOLAAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN 
SERTA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Bagian Kesatu
Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 58
(1) Setiap orang yang memasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia, menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, 
menyimpan, memanfaatkan, membuang, mengolah, dan/atau menimbun 
B3 wajib melakukan pengelolaan B3.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan B3 sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 59
(1) Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan 

limbah B3 yang dihasilkannya.
(2) Dalam hal B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) telah 

kedaluwarsa, pengelolaannya mengikuti ketentuan pengelolaan limbah B3.
(3) Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan 

limbah B3, pengelolaannya diserahkan  kepada pihak lain.
(4) Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau 

bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. 
(5) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota wajib mencantumkan 

persyaratan lingkungan hidup yang harus dipenuhi dan kewajiban yang 
harus dipatuhi pengelola limbah B3 dalam izin. 

(6) Keputusan pemberian izin wajib diumumkan.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan limbah B3 diatur dalam 

Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga 
Dumping 

Pasal 60
Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke 
media lingkungan hidup tanpa izin. 

Pasal 61
(1) Dumping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 hanya dapat 

dilakukan dengan izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota 
sesuai dengan kewenangannya. 

(2) Dumping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan 
di lokasi yang telah ditentukan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan dumping 
limbah atau bahan diatur dalam Peraturan Pemerintah. 
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BAB VIII
SISTEM INFORMASI

Pasal 62
(1) Pemerintah dan pemerintah daerah mengembangkan sistem informasi 

lingkungan hidup untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan 
kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

(2) Sistem informasi lingkungan hidup dilakukan secara terpadu dan 
terkoordinasi dan wajib dipublikasikan kepada masyarakat.

(3) Sistem informasi lingkungan hidup paling sedikit memuat informasi 
mengenai status lingkungan hidup, peta rawan lingkungan hidup, dan 
informasi lingkungan hidup lain.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi lingkungan hidup 
diatur dengan peraturan Menteri.

BAB IX
TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 63
(1) Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah 

bertugas dan berwenang:
a. menetapkan kebijakan nasional;
b. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH 

nasional;
d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai KLHS; 
e. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-

UPL; 
f. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam nasional dan 

emisi gas rumah kaca;
g. mengembangkan standar kerja sama;
h. mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran 

dan/atau kerusakan lingkungan hidup; 
i. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai sumber daya 

alam hayati dan nonhayati, keanekaragaman hayati, sumber daya 
genetik, dan keamanan hayati produk rekayasa genetik;

j. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai pengendalian 
dampak perubahan iklim dan perlindungan lapisan ozon;

k. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai B3, limbah, 
serta limbah B3;

l. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai perlindungan 
lingkungan laut;

m. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai pencemaran 
dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas batas negara;

n. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan 
kebijakan nasional, peraturan daerah, dan peraturan kepala 
daerah;

o. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung 
jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan 
lingkungan dan peraturan perundang-undangan; 

p. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup; 
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q. mengoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama dan 
penyelesaian perselisihan antardaerah serta penyelesaian 
sengketa; 

r. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan 
pengaduan masyarakat; 

s. menetapkan standar pelayanan minimal;
t. menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan 

keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak 
masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup; 

u. mengelola informasi lingkungan hidup nasional;
v. mengoordinasikan, mengembangkan, dan menyosialisasikan 

pemanfaatan teknologi ramah lingkungan hidup;
w. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan 

penghargaan; 
x. mengembangkan sarana dan standar laboratorium lingkungan

hidup;
y. menerbitkan izin lingkungan; 
z. menetapkan wilayah ekoregion; dan 
aa. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup.

(2) Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah 
provinsi bertugas dan berwenang:
a. menetapkan kebijakan tingkat provinsi;
b. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat provinsi; 
c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH 

provinsi;
d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-

UPL; 
e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas 

rumah kaca pada tingkat provinsi; 
f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
g. mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran 

dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas kabupaten/kota; 
h. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan 

kebijakan, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah 
kabupaten/kota;

i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab 
usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan 
dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup; 

j.    mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup; 
k. mengoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama dan penyelesaian 

perselisihan antarkabupaten/antarkota serta penyelesaian 
sengketa;

l. melakukan pembinaan, bantuan teknis, dan pengawasan kepada 
kabupaten/kota di bidang program dan kegiatan;

m. melaksanakan standar pelayanan minimal;
n. menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan 

masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat 
hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup pada tingkat provinsi; 
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o. mengelola informasi lingkungan hidup tingkat provinsi;
p. mengembangkan dan menyosialisasikan pemanfaatan teknologi 

ramah lingkungan hidup;
q. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan; 
r. menerbitkan izin lingkungan pada tingkat provinsi; dan
s. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat 

provinsi.
(3) Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah 

kabupaten/kota bertugas dan berwenang:
a. menetapkan kebijakan tingkat kabupaten/kota;
b. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat kabupaten/kota;
c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH 

kabupaten/kota;
d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-

UPL; 
e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas 

rumah kaca pada tingkat kabupaten/kota; 
f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan; 
g. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup; 
h. memfasilitasi penyelesaian sengketa; 
i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung 

jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan 
lingkungan dan peraturan perundang-undangan;

j. melaksanakan standar pelayanan minimal;
k. melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan 

keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak 
masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota; 

l. mengelola informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;
m. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi 

lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota; 
n. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan; 
o. menerbitkan izin lingkungan pada tingkat kabupaten/kota; dan
p. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat 

kabupaten/kota. 

Pasal 64
Tugas dan wewenang Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat 
(1) dilaksanakan dan/atau dikoordinasikan oleh Menteri. 

BAB X
HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 65
(1) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai 

bagian dari hak asasi manusia.
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(2) Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses 
informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak 
atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

(3) Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap 
rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat 
menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.

(4) Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(5) Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran 
dan/atau perusakan lingkungan hidup.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 66
Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan 
sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata. 

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 67
Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup 
serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Pasal 68
Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban:
a. memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu; 
b. menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan
c. menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria 

baku kerusakan lingkungan hidup.

Bagian Ketiga
Larangan

Pasal 69
(1) Setiap orang dilarang:

a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau 
perusakan lingkungan hidup;

b. memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-
undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

c. memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan 
Republik Indonesia;

d. memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia;

e. membuang limbah ke media lingkungan hidup;
f. membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup;
g. melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup

yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau 
izin lingkungan; 
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h. melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar; 
i. menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal; 

dan/atau
j. memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi,

merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memperhatikan 

dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing.

BAB XI
PERAN MASYARAKAT

Pasal 70
(1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya 

untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan 
hidup.

(2) Peran masyarakat dapat berupa: 
a. pengawasan sosial; 
b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau
c. penyampaian informasi dan/atau laporan.

(3) Peran masyarakat dilakukan untuk:
a. meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup;
b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan; 
c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
d. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk 

melakukan pengawasan sosial; dan
e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam 

rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

BAB XII
PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu 
Pengawasan

Pasal 71
(1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya 

wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab 
usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam 
peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup. 

(2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dapat mendelegasikan 
kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada 
pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang 
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 

(3) Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri, gubernur, atau 
bupati/walikota menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang 
merupakan pejabat fungsional. 
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Pasal 72
Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib 
melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan 
terhadap izin lingkungan.  

Pasal 73
Menteri dapat melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab 
usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh pemerintah 
daerah jika Pemerintah menganggap terjadi pelanggaran yang serius di bidang 
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 

Pasal 74
(1) Pejabat pengawas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal

71 ayat (3) berwenang:
a. melakukan pemantauan;
b. meminta keterangan;
c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang 

diperlukan;
d. memasuki tempat tertentu;
e. memotret; 
f. membuat rekaman audio visual;
g. mengambil sampel;
h. memeriksa peralatan;
i. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau
j. menghentikan pelanggaran tertentu.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat pengawas lingkungan hidup dapat 
melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik pegawai negeri sipil. 

(3) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang menghalangi 
pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup.

Pasal 75
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan pejabat pengawas 
lingkungan hidup dan tata cara pelaksanaan pengawasan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3), Pasal 73, dan Pasal 74 diatur dalam 
Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua
Sanksi Administratif 

Pasal 76
(1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerapkan sanksi administratif 

kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam 
pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan.

(2) Sanksi administratif terdiri atas: 
a. teguran tertulis;
b. paksaan pemerintah;
c. pembekuan izin lingkungan; atau
d. pencabutan izin lingkungan.
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Pasal 77
Menteri dapat menerapkan sanksi administratif terhadap penanggung jawab 
usaha dan/atau kegiatan jika Pemerintah menganggap pemerintah daerah 
secara sengaja tidak menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran 
yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 78
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 tidak 
membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung
jawab pemulihan dan pidana.

Pasal 79
Pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin 
lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf c dan 
huruf d dilakukan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak 
melaksanakan paksaan pemerintah.

Pasal 80
(1) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) 

huruf b berupa:
a. penghentian sementara kegiatan produksi;
b. pemindahan sarana produksi;
c. penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi;
d. pembongkaran;
e. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi 

menimbulkan pelanggaran; 
f. penghentian sementara seluruh kegiatan; atau 
g. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran 

dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.
(2) Pengenaan paksaan pemerintah dapat dijatuhkan tanpa didahului 

teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:
a. ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup; 
b. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera 

dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atau
c. kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera 

dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.

Pasal 81
Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak 
melaksanakan paksaan pemerintah dapat dikenai denda atas setiap 
keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah.

Pasal 82
(1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota berwenang  untuk memaksa 

penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan 
pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau 
perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya.  

(2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota berwenang atau dapat  
menunjuk pihak ketiga untuk  melakukan pemulihan lingkungan 
hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup 
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yang dilakukannya atas beban biaya penanggung jawab usaha 
dan/atau kegiatan.

Pasal 83
Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif diatur dalam 
Peraturan Pemerintah.

BAB XIII
PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN 

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 84
(1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui 

pengadilan atau di luar pengadilan.
(2) Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara suka 

rela oleh para pihak yang bersengketa.
(3) Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya 

penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak 
berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

Bagian Kedua
Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan

Pasal 85
(1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan 

untuk mencapai kesepakatan mengenai:
a. bentuk dan besarnya ganti rugi;
b. tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan; 
c. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya 

pencemaran dan/atau perusakan; dan/atau
d. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap 

lingkungan hidup.
(2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak 

pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
(3) Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat 

digunakan jasa mediator dan/atau arbiter untuk membantu 
menyelesaikan sengketa lingkungan hidup.

Pasal 86
(1) Masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa penyelesaian 

sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak.
(2) Pemerintah dan pemerintah daerah dapat memfasilitasi pembentukan 

lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang 
bersifat bebas dan tidak berpihak.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga penyedia jasa penyelesaian 
sengketa lingkungan hidup diatur dengan Peraturan Pemerintah.
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Bagian Ketiga
Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan

Paragraf 1
Ganti Kerugian dan Pemulihan Lingkungan

Pasal 87
(1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan 

perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau 
perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang 
lain atau lingkungan hidup wajib  membayar ganti rugi dan/atau 
melakukan tindakan tertentu. 

(2) Setiap orang yang melakukan pemindahtanganan, pengubahan sifat 
dan bentuk usaha, dan/atau kegiatan dari suatu badan usaha yang  
melanggar hukum tidak melepaskan tanggung jawab hukum dan/atau 
kewajiban badan usaha tersebut. 

(3) Pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa terhadap 
setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan.

(4) Besarnya uang paksa diputuskan berdasarkan peraturan perundang-
undangan.

Paragraf 2
Tanggung Jawab Mutlak

Pasal 88
Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya 
menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau 
yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung 
jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur 
kesalahan.

Paragraf 3
Tenggat Kedaluwarsa untuk Pengajuan Gugatan

Pasal 89
(1) Tenggat kedaluwarsa untuk mengajukan gugatan ke pengadilan 

mengikuti tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata dan dihitung sejak diketahui adanya 
pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. 

(2) Ketentuan mengenai tenggat kedaluwarsa tidak berlaku terhadap 
pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan 
oleh usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan dan/atau mengelola 
B3 serta menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3.

Paragraf 4
Hak Gugat Pemerintah dan Pemerintah Daerah 

Pasal 90
(1) Instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab 

di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti 
rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang 
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menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup 
yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerugian lingkungan hidup sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan Menteri. 

Paragraf 5
Hak Gugat Masyarakat 

Pasal 91
(1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk 

kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat 
apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan 
lingkungan hidup. 

(2) Gugatan dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, 
dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota 
kelompoknya. 

(3) Ketentuan mengenai hak gugat masyarakat dilaksanakan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6
Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup 

Pasal 92
(1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan 
untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

(2) Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan 
tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau 
pengeluaran riil. 

(3) Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi 
persyaratan:
a. berbentuk badan hukum;
b. menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut 

didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
c. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya 

paling singkat 2 (dua) tahun.

Paragraf  7
Gugatan Administratif

Pasal 93
(1) Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan tata 

usaha negara apabila:
a. badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan 

kepada usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal tetapi tidak 
dilengkapi dengan dokumen amdal;

b. badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan 
kepada kegiatan yang wajib UKL-UPL, tetapi tidak dilengkapi dengan 
dokumen UKL-UPL; dan/atau

c. badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan izin usaha 
dan/atau kegiatan yang tidak dilengkapi dengan izin lingkungan.
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(2) Tata cara pengajuan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara 
mengacu pada Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara.

BAB XIV
PENYIDIKAN DAN PEMBUKTIAN

Bagian Kesatu 
Penyidikan 

Pasal 94
(1) Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai 

negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas 
dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup diberi wewenang sebagai penyidik sebagaimana 
dimaksud dalam Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan 
tindak pidana lingkungan hidup.

(2) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil berwenang:
a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan 

berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup;

b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga 
melakukan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang berkenaan 
dengan peristiwa tindak pidana di bidang perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup;

d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain 
berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup;

e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat 
bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain; 

f. melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran 
yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang 
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan 
tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan 
hidup;

h. menghentikan penyidikan;
i. memasuki tempat tertentu, memotret, dan/atau membuat rekaman 

audio visual;
j. melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan, 

dan/atau tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukannya 
tindak pidana; dan/atau

k. menangkap dan menahan pelaku tindak pidana.
(3) Dalam melakukan penangkapan dan penahanan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) huruf k, penyidik pejabat pegawai negeri sipil berkoordinasi 
dengan penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia.
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(4) Dalam hal penyidik pejabat pegawai negeri sipil melakukan penyidikan, 
penyidik pejabat pegawai negeri sipil memberitahukan kepada penyidik 
pejabat polisi Negara Republik Indonesia dan penyidik pejabat polisi 
Negara Republik Indonesia memberikan bantuan guna kelancaran 
penyidikan. 

(5) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil memberitahukan dimulainya 
penyidikan kepada penuntut umum dengan tembusan kepada penyidik 
pejabat polisi Negara Republik Indonesia.

(6) Hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil 
disampaikan kepada penuntut umum.

Pasal 95
(1) Dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana 

lingkungan hidup, dapat dilakukan penegakan hukum terpadu antara 
penyidik pegawai negeri sipil, kepolisian, dan kejaksaan di bawah 
koordinasi Menteri. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penegakan hukum terpadu 
diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pembuktian

Pasal 96
Alat bukti yang sah dalam tuntutan tindak pidana lingkungan hidup 
terdiri atas:
a. keterangan saksi;
b. keterangan ahli;
c. surat;
d. petunjuk; 
e. keterangan terdakwa; dan/atau
f. alat bukti lain, termasuk alat bukti yang diatur dalam peraturan 

perundang-undangan. 

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 97
Tindak pidana dalam undang-undang ini merupakan kejahatan.

Pasal 98
(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang 

mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu 
air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan
hidup dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun 
dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit 
Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak 
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
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(2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, 
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan 
paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit 
Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak 
Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

(3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana
penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) 
tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar
rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar
rupiah).

Pasal 99
(1) Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya 

baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau 
kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana 
penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun 
dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan 
paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

(2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, 
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan
paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 
Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak 
Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

(3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana 
penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) 
tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) 
dan paling banyak Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah).

Pasal 100
(1) Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu 

emisi, atau baku mutu gangguan dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak 
Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat 
dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak 
dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.

Pasal 101
Setiap orang yang  melepaskan dan/atau mengedarkan produk rekayasa 
genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan 
perundang-undangan atau izin lingkungan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 69 ayat (1) huruf g dipidana dengan pidana penjara paling 
singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling 
sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak 
Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
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Pasal 102
Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling 
singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit 
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak 
Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 103
Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan 
pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dipidana dengan pidana 
penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda 
paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak 
Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 104
Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media 
lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60
dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda
paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 105
Setiap orang yang memasukkan limbah ke dalam wilayah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling 
lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 
(empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas 
miliar rupiah).

Pasal 106
Setiap orang yang memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf d
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling 
lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 
(lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas 
miliar rupiah).

Pasal 107
Setiap orang yang memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan 
perundang–undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b   dipidana dengan 
pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima 
belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar
rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar
rupiah).

Pasal 108
Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h dipidana dengan pidana penjara paling 
singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling 
sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak 
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
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Pasal 109
Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin 
lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dipidana dengan 
pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun 
dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling 
banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 110
Setiap orang yang menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi 
penyusun amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf i
dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling 
banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 111
(1) Pejabat pemberi izin lingkungan yang menerbitkan izin lingkungan 

tanpa dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 37 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3
(tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar
rupiah).

(2) Pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang menerbitkan izin 
usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak 
Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 112
Setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan 
pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau 
kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72, yang 
mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan 
yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak 
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 113
Setiap orang yang memberikan informasi palsu, menyesatkan,
menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan 
keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan 
pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan 
dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
69 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) 
tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 114
Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan 
paksaan pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) 
tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
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Pasal 115
Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau 
menggagalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup 
dan/atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak 
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 116
(1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas 

nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan 
kepada:
a. badan usaha; dan/atau 
b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana 

tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam 
tindak pidana tersebut.

(2) Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau
berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan 
usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau 
pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak 
pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama. 

Pasal 117
Jika tuntutan pidana diajukan kepada pemberi perintah atau pemimpin 
tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf b, 
ancaman pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda diperberat 
dengan sepertiga. 

Pasal 118
Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) 
huruf a, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh 
pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional. 

Pasal  119
Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap 
badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib 
berupa:
a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; 
b. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan; 
c. perbaikan akibat tindak pidana; 
d. pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
e. penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun. 

Pasal 120
(1) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

119 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, jaksa berkoordinasi 
dengan instansi yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup untuk melaksanakan eksekusi. 

(2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119
huruf e, Pemerintah berwenang untuk mengelola badan usaha yang 
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dijatuhi sanksi penempatan di bawah pengampuan untuk 
melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum 
tetap. 

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 121
(1) Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, dalam waktu paling lama 2 

(dua) tahun, setiap usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin 
usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen amdal wajib 
menyelesaikan audit lingkungan hidup. 

(2) Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, dalam waktu paling lama 2 
(dua) tahun, setiap usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin 
usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki UKL-UPL wajib membuat 
dokumen pengelolaan lingkungan hidup. 

Pasal 122
(1) Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, dalam waktu paling lama 1 

(satu) tahun, setiap penyusun amdal wajib memiliki sertifikat kompetensi 
penyusun amdal. 

(2) Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, dalam waktu paling lama 1 
(satu) tahun, setiap auditor lingkungan hidup wajib memiliki sertifikat 
kompetensi auditor lingkungan hidup.

Pasal 123
Segala izin di bidang pengelolaan lingkungan hidup yang telah dikeluarkan 
oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya 
wajib diintegrasikan ke dalam izin lingkungan paling lama 1 (satu) tahun sejak 
Undang-Undang ini ditetapkan. 

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 124
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-
undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3699) dinyatakan masih tetap berlaku 
sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan yang baru 
berdasarkan Undang-Undang ini.

Pasal 125
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3699) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
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Pasal 126
Peraturan pelaksanaan yang diamanatkan dalam Undang-Undang ini 
ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini 
diberlakukan.

Pasal 127
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara 
Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 3 Oktober 2009

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Oktober 2009
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 140.
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PENJELASAN
ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 2009

TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

I. UMUM 

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan 
hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. 
Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku 
kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan 
berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi 
sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk 
hidup lain. 

2. Negara Kesatuan Republik Indonesia terletak pada posisi silang antara 
dua benua dan dua samudera dengan iklim tropis dan cuaca serta 
musim yang menghasilkan kondisi alam yang tinggi nilainya. Di samping 
itu Indonesia mempunyai garis pantai terpanjang kedua di dunia dengan 
jumlah penduduk yang besar. Indonesia mempunyai kekayaan 
keanekaragaman hayati dan sumber daya alam yang melimpah. 
Kekayaan itu perlu dilindungi dan dikelola dalam suatu sistem 
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terpadu dan 
terintegrasi antara lingkungan laut, darat, dan udara berdasarkan 
wawasan Nusantara.
Indonesia juga berada pada posisi yang sangat rentan terhadap dampak 
perubahan iklim. Dampak tersebut meliputi turunnya produksi pangan, 
terganggunya ketersediaan air, tersebarnya hama dan penyakit tanaman 
serta penyakit manusia, naiknya permukaan laut, tenggelamnya pulau-
pulau kecil, dan punahnya keanekaragaman hayati. 
Ketersediaan sumber daya alam secara kuantitas ataupun kualitas tidak 
merata, sedangkan kegiatan pembangunan membutuhkan sumber daya 
alam yang semakin meningkat. Kegiatan pembangunan juga 
mengandung risiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. 
Kondisi ini dapat mengakibatkan daya dukung, daya tampung, dan 
produktivitas lingkungan hidup menurun yang pada akhirnya menjadi 
beban sosial.
Oleh karena itu, lingkungan hidup Indonesia harus dilindungi dan 
dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas 
keberlanjutan, dan asas keadilan. Selain itu, pengelolaan lingkungan 
hidup harus dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan 
budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi 
lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap 
kearifan lokal dan kearifan lingkungan.
Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menuntut 
dikembangkannya suatu sistem yang terpadu berupa suatu kebijakan 
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nasional perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus 
dilaksanakan secara taat asas dan konsekuen dari pusat sampai ke 
daerah.

3. Penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang 
dengan fungsi Iingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, 
rencana, dan/atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban 
melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan 
pembangunan berkelanjutan.  
Undang-Undang ini mewajibkan Pemerintah dan pemerintah daerah 
untuk membuat kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) untuk 
memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi 
dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau 
kebijakan, rencana, dan/atau program. Dengan perkataan lain, hasil 
KLHS harus dijadikan dasar bagi kebijakan, rencana dan/atau program 
pembangunan dalam suatu wilayah. Apabila hasil KLHS menyatakan 
bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, kebijakan, 
rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki 
sesuai dengan rekomendasi KLHS dan segala usaha dan/atau kegiatan 
yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan 
hidup tidak diperbolehkan lagi.  

4. Ilmu pengetahuan dan teknologi telah meningkatkan kualitas hidup dan 
mengubah gaya hidup manusia. Pemakaian produk berbasis kimia telah 
meningkatkan produksi limbah bahan berbahaya dan beracun. Hal itu 
menuntut dikembangkannya sistem pembuangan yang aman dengan 
risiko yang kecil bagi lingkungan hidup, kesehatan, dan kelangsungan 
hidup manusia serta makhluk hidup lain.
Di samping menghasilkan produk yang bermanfaat bagi masyarakat, 
industrialisasi juga menimbulkan dampak, antara lain, dihasilkannya 
limbah bahan berbahaya dan beracun, yang apabila dibuang ke dalam 
media lingkungan hidup dapat mengancam lingkungan hidup, 
kesehatan, dan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.
Dengan menyadari hal tersebut, bahan berbahaya dan beracun beserta 
limbahnya perlu dilindungi dan dikelola dengan baik. Wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia harus bebas dari buangan limbah bahan 
berbahaya dan beracun dari luar wilayah Indonesia.
Menyadari potensi dampak negatif yang ditimbulkan sebagai 
konsekuensi dari pembangunan, terus dikembangkan upaya 
pengendalian dampak secara dini. Analisis mengenai dampak 
lingkungan (amdal) adalah salah satu perangkat preemtif pengelolaan 
lingkungan hidup yang terus diperkuat melalui peningkatkan 
akuntabilitas dalam pelaksanaan penyusunan amdal dengan 
mempersyaratkan lisensi bagi penilai amdal dan diterapkannya 
sertifikasi bagi penyusun dokumen amdal, serta dengan memperjelas 
sanksi hukum bagi pelanggar di bidang amdal.
Amdal juga menjadi salah satu persyaratan utama dalam memperoleh 
izin lingkungan yang mutlak dimiliki sebelum diperoleh izin usaha.

5. Upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup 
perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal 
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instrumen pengawasan dan perizinan. Dalam hal pencemaran dan 
kerusakan lingkungan hidup sudah terjadi, perlu dilakukan upaya 
represif berupa penegakan hukum yang efektif, konsekuen, dan 
konsisten terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang 
sudah terjadi. 
Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dikembangkan satu sistem 
hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang jelas, 
tegas, dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum sebagai 
landasan bagi perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam serta 
kegiatan pembangunan lain.
Undang-Undang ini juga mendayagunakan berbagai ketentuan hukum, 
baik hukum administrasi, hukum perdata, maupun hukum pidana. 
Ketentuan hukum perdata meliputi penyelesaian sengketa lingkungan 
hidup di luar pengadilan  dan di dalam pengadilan.  Penyelesaian 
sengketa lingkungan hidup di dalam pengadilan meliputi gugatan 
perwakilan kelompok, hak gugat organisasi lingkungan, ataupun hak 
gugat pemerintah. Melalui cara tersebut diharapkan selain akan 
menimbulkan efek jera juga akan meningkatkan kesadaran seluruh 
pemangku kepentingan tentang betapa pentingnya perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup demi kehidupan generasi masa kini dan 
masa depan. 

6. Penegakan hukum pidana dalam Undang-Undang ini memperkenalkan 
ancaman hukuman minimum di samping maksimum, perluasan alat 
bukti, pemidanaan bagi pelanggaran baku mutu, keterpaduan 
penegakan hukum pidana, dan pengaturan tindak pidana korporasi. 
Penegakan hukum pidana lingkungan  tetap memperhatikan asas 
ultimum remedium yang mewajibkan penerapan penegakan hukum 
pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum 
administrasi dianggap tidak berhasil. Penerapan asas ultimum 
remedium ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu 
pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan 
gangguan. 

7. Perbedaan mendasar antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 
tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Undang-Undang ini 
adalah adanya penguatan yang terdapat dalam Undang-Undang ini 
tentang prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 
yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik karena dalam 
setiap proses perumusan dan penerapan instrumen pencegahan 
pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta 
penanggulangan dan penegakan hukum mewajibkan pengintegrasian 
aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan. 

8. Selain itu, Undang-Undang ini juga mengatur:
a. keutuhan unsur-unsur pengelolaan lingkungan hidup;
b. kejelasan kewenangan antara pusat dan daerah;
c. penguatan pada upaya pengendalian lingkungan hidup;
d. penguatan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan 

lingkungan hidup, yang meliputi instrumen kajian lingkungan hidup 
strategis, tata ruang, baku mutu lingkungan hidup, kriteria baku 
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kerusakan lingkungan hidup, amdal, upaya pengelolaan lingkungan 
hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, perizinan, 
instrumen ekonomi lingkungan hidup, peraturan perundang-
undangan berbasis lingkungan hidup, anggaran berbasis lingkungan 
hidup, analisis risiko lingkungan hidup, dan instrumen lain yang 
sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

e. pendayagunaan perizinan sebagai instrumen pengendalian;
f. pendayagunaan pendekatan ekosistem;
g. kepastian dalam merespons dan mengantisipasi perkembangan 

lingkungan global;
h. penguatan demokrasi lingkungan melalui akses informasi, akses 

partisipasi,  dan akses keadilan serta penguatan hak-hak 
masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

i. penegakan hukum perdata, administrasi, dan pidana secara lebih 
jelas;

j. penguatan kelembagaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan 
hidup yang lebih efektif dan responsif; dan

k. penguatan kewenangan pejabat pengawas lingkungan hidup dan 
penyidik pegawai negeri sipil  lingkungan hidup.

9. Undang-Undang ini memberikan kewenangan yang luas kepada Menteri 
untuk melaksanakan seluruh kewenangan pemerintahan di bidang 
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta melakukan 
koordinasi dengan instansi lain. Melalui Undang-Undang ini juga, 
Pemerintah memberi kewenangan yang sangat luas kepada pemerintah 
daerah dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan 
hidup di daerah masing-masing yang tidak diatur dalam Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. 
Oleh karena itu, lembaga yang mempunyai beban kerja berdasarkan 
Undang-Undang ini tidak cukup hanya suatu organisasi yang 
menetapkan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan, tetapi 
dibutuhkan suatu organisasi dengan portofolio menetapkan, 
melaksanakan, dan mengawasi kebijakan perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup. Selain itu, lembaga ini diharapkan juga mempunyai 
ruang lingkup wewenang untuk mengawasi sumber daya alam untuk 
kepentingan konservasi. Untuk menjamin terlaksananya tugas pokok 
dan fungsi lembaga tersebut dibutuhkan dukungan pendanaan dari 
anggaran pendapatan dan belanja negara yang memadai untuk 
Pemerintah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang 
memadai untuk pemerintah daerah. 

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
  Cukup jelas. 

Pasal 2
Huruf a
  Yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab negara” adalah:

a. negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan 
memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan 
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dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun 
generasi masa depan. 

b. negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang 
baik dan sehat.

c. negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber 
daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan 
lingkungan hidup. 

Huruf b
Yang dimaksud dengan “asas kelestarian dan keberlanjutan” 
adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung 
jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya 
dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya 
dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup. 

Huruf c
Yang dimaksud dengan “asas keserasian dan keseimbangan” 
adalah bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus 
memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, 
sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.  

Huruf d
Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa 
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan 
dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai 
komponen terkait. 

Huruf e
Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa segala 
usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan 
disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan 
hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat 
manusia selaras dengan lingkungannya. 

Huruf f
Yang dimaksud dengan “asas kehati-hatian” adalah bahwa 
ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan 
karena keterbatasan penguasaan  ilmu pengetahuan dan teknologi 
bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah 
meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran 
dan/atau kerusakan lingkungan hidup.  

Huruf g
Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa 
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus 
mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga 
negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender. 

Huruf h
Yang dimaksud dengan “asas ekoregion” adalah bahwa  
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus 
memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, 
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kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan 
lokal.

Huruf i
Yang dimaksud dengan “asas keanekaragaman hayati” adalah 
bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus 
memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan 
keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam 
hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber 
daya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di 
sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem. 

Huruf j
Yang dimaksud dengan “asas pencemar membayar” adalah bahwa 
setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya 
menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup 
wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan. 

Huruf k
Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa setiap 
anggota masyarakat didorong untuk  berperan aktif dalam proses 
pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan 
pengelolaan  lingkungan hidup, baik secara langsung maupun 
tidak langsung.

Huruf l
Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah bahwa dalam 
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus 
memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata 
kehidupan masyarakat.

Huruf m
Yang dimaksud dengan “asas tata kelola pemerintahan yang baik” 
adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 
dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, 
efisiensi, dan keadilan. 

Huruf n
Yang dimaksud dengan “asas otonomi daerah” adalah bahwa 
Pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus 
sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan 
kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. 

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.
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Pasal 5 
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a

Cukup jelas. 

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Kearifan lokal dalam ayat ini termasuk hak ulayat yang 
diakui oleh DPRD.

Huruf e 
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.
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Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Ayat (1)

Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup 
yang dimaksud dalam ketentuan ini, antara lain pengendalian:
a. pencemaran air, udara, dan laut; dan
b. kerusakan ekosistem dan kerusakan akibat perubahan iklim.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “wilayah” adalah ruang yang merupakan 
kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan 
sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi dan/atau 
aspek fungsional.

Ayat (2) 
Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b 
Dampak dan/atau risiko lingkungan hidup yang dimaksud 
meliputi:
a.perubahan iklim; 
b.kerusakan, kemerosotan, dan/atau kepunahan 

keanekaragaman hayati;
c. peningkatan intensitas dan cakupan wilayah bencana banjir, 

longsor, kekeringan, dan/atau kebakaran hutan dan lahan;
d.penurunan mutu dan kelimpahan sumber daya alam; 
e. peningkatan alih fungsi kawasan hutan dan/atau lahan; 
f. peningkatan jumlah penduduk miskin atau terancamnya 

keberlanjutan penghidupan sekelompok masyarakat; 
dan/atau

g. peningkatan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan 
manusia.

Ayat (3) 
Cukup jelas. 
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Pasal 16
      Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas. 

Pasal 18
Ayat (1)

Pelibatan masyarakat dilakukan melalui dialog, diskusi, dan 
konsultasi publik.

Ayat (2) 
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a 

Yang dimaksud dengan “baku mutu air” adalah ukuran 
batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau 
komponen yang ada atau harus ada, dan/atau unsur 
pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air. 

Huruf b
Yang dimaksud dengan “baku mutu air limbah” adalah 
ukuran batas atau kadar polutan yang ditenggang untuk 
dimasukkan ke media air .

Huruf c
Yang dimaksud dengan “baku mutu air laut” adalah ukuran 
batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau 
komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur 
pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air laut. 

Huruf d
Yang dimaksud dengan “baku mutu udara ambien” 
adalah ukuran batas atau kadar zat, energi, dan/atau 
komponen yang seharusnya ada, dan/atau unsur 
pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam udara 
ambien.

Huruf e
Yang dimaksud dengan “baku mutu emisi” adalah ukuran 
batas atau kadar polutan yang ditenggang untuk 
dimasukkan ke media udara.
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Huruf f
Yang dimaksud dengan “baku mutu gangguan” adalah 
ukuran batas unsur pencemar yang ditenggang 
keberadaannya yang meliputi unsur getaran, kebisingan, 
dan kebauan. 

Huruf g
Cukup jelas. 

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 21
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a

Yang dimaksud dengan “produksi biomassa” adalah bentuk-
bentuk pemanfaatan sumber daya tanah untuk 
menghasilkan biomassa. 

Yang dimaksud dengan “kriteria baku kerusakan tanah 
untuk produksi biomassa” adalah ukuran batas perubahan 
sifat dasar tanah yang dapat ditenggang berkaitan dengan 
kegiatan produksi biomassa. 

Kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa 
mencakup lahan pertanian atau lahan budi daya dan 
hutan. 

Huruf b
Yang dimaksud dengan “kriteria baku kerusakan terumbu 
karang” adalah ukuran batas perubahan fisik dan/atau 
hayati terumbu karang yang dapat ditenggang. 

Huruf c
Yang dimaksud dengan “kerusakan lingkungan hidup yang 
berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan” adalah 
pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang berupa 
kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang 
berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan yang 
diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
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Huruf d
Cukup jelas. 

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Ayat (1) 

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Jasad renik dalam huruf ini termasuk produk rekayasa 
genetik.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.
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Huruf i
Cukup jelas.

Ayat (2) 
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup 
dimaksudkan untuk menghindari, meminimalkan, memitigasi, 
dan/atau mengompensasikan dampak suatu usaha dan/atau 
kegiatan.

Pasal 26
Ayat (1)

Pelibatan masyarakat dilaksanakan dalam proses 
pengumuman dan konsultasi publik dalam rangka menjaring 
saran dan tanggapan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Pasal 27
Yang dimaksud dengan “pihak lain” antara lain lembaga penyusun 
amdal atau konsultan.  
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Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas. 

Pasal 33
Cukup jelas. 

Pasal 34
Cukup jelas. 

Pasal 35
Cukup jelas. 

Pasal 36
Ayat (1) 

Cukup jelas.
Ayat (2) 

Rekomendasi UKL-UPL dinilai oleh tim teknis instansi lingkungan 
hidup. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Ayat (1) 

Pengumuman dalam Pasal ini merupakan pelaksanaan atas 
keterbukaan informasi. Pengumuman tersebut memungkinkan 
peran serta masyarakat, khususnya yang belum menggunakan 
kesempatan dalam prosedur keberatan, dengar pendapat, dan 
lain-lain dalam proses pengambilan keputusan izin.
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Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 40
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan izin usaha dan/atau kegiatan dalam ayat 
ini termasuk izin yang disebut dengan nama lain seperti izin 
operasi dan izin konstruksi. 

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Perubahan yang dimaksud dalam ayat ini, antara lain, karena 
kepemilikan beralih, perubahan teknologi, penambahan atau 
pengurangan kapasitas produksi, dan/atau lokasi usaha 
dan/atau kegiatan yang berpindah tempat. 

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Ayat (1) 

Cukup jelas.

           Ayat (2) 
Huruf a

Yang dimaksud dengan “instrumen ekonomi dalam 
perencanaan pembangunan” adalah upaya internalisasi 
aspek lingkungan hidup ke dalam perencanaan dan 
penyelenggaraan pembangunan dan kegiatan ekonomi. 

Huruf b 
Yang dimaksud dengan “pendanaan lingkungan” adalah 
suatu sistem dan mekanisme penghimpunan dan 
pengelolaan dana yang digunakan bagi pembiayaan upaya 
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 
Pendanaan lingkungan berasal dari berbagai sumber, 
misalnya pungutan, hibah, dan lainnya.  

Huruf c
Insentif merupakan upaya memberikan dorongan atau daya 
tarik secara moneter dan/atau nonmoneter kepada setiap 
orang ataupun Pemerintah dan pemerintah daerah agar 
melakukan kegiatan yang berdampak positif pada cadangan 
sumber daya alam dan kualitas fungsi lingkungan hidup. 

Disinsentif merupakan pengenaan beban atau ancaman  
secara moneter dan/atau nonmoneter kepada setiap orang 
ataupun Pemerintah dan pemerintah daerah agar 
mengurangi kegiatan yang berdampak negatif pada 
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cadangan sumber daya alam dan kualitas fungsi lingkungan 
hidup. 

Pasal 43
Ayat (1)

Huruf a
Yang dimaksud dengan “neraca sumber daya alam” adalah 
gambaran mengenai cadangan sumber daya alam dan 
perubahannya, baik dalam satuan fisik maupun dalam nilai 
moneter. 

Huruf b
Yang dimaksud dengan “produk domestik bruto” adalah 
nilai semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu 
negara pada periode tertentu. 

Yang dimaksud dengan “produk domestik regional bruto”
adalah nilai semua barang dan jasa yang diproduksi oleh 
suatu daerah pada periode tertentu.

Huruf c
Yang dimaksud dengan “mekanisme kompensasi/imbal jasa 
lingkungan hidup antardaerah” adalah cara-cara 
kompensasi/imbal yang dilakukan oleh orang, masyarakat, 
dan/atau pemerintah daerah sebagai pemanfaat jasa 
lingkungan hidup kepada penyedia jasa lingkungan hidup. 

Huruf d
Yang dimaksud dengan “internalisasi biaya lingkungan 
hidup” adalah memasukkan biaya pencemaran dan/atau 
kerusakan lingkungan hidup dalam perhitungan biaya 
produksi atau biaya suatu usaha dan/atau kegiatan. 

Ayat (2)
Huruf a

Yang dimaksud dengan “dana jaminan pemulihan 
lingkungan hidup” adalah dana yang disiapkan oleh suatu 
usaha dan/atau kegiatan untuk pemulihan kualitas 
lingkungan hidup yang rusak karena kegiatannya. 

Huruf b
Yang dimaksud dengan “dana penanggulangan” adalah dana 
yang  digunakan untuk menanggulangi pencemaran 
dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang timbul akibat 
suatu usaha dan/atau kegiatan. 

Huruf c
Yang dimaksud dengan “dana amanah/bantuan” adalah 
dana yang berasal dari sumber hibah dan donasi untuk 
kepentingan konservasi lingkungan hidup.
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Ayat (3)
Huruf a

Yang dimaksud dengan “pengadaan barang dan jasa ramah 
lingkungan hidup” adalah pengadaaan yang 
memprioritaskan barang dan jasa yang berlabel ramah 
lingkungan hidup.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “pajak lingkungan hidup” adalah 
pungutan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah terhadap 
setiap orang yang memanfaatkan sumber daya alam, seperti 
pajak pengambilan air bawah tanah, pajak bahan bakar 
minyak, dan pajak sarang burung walet. 

Yang dimaksud dengan “retribusi lingkungan hidup” adalah 
pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap 
setiap orang yang memanfaatkan sarana yang disiapkan 
pemerintah daerah seperti retribusi pengolahan air limbah.  

Yang dimaksud dengan “subsidi lingkungan hidup” adalah  
kemudahan atau pengurangan beban yang diberikan 
kepada setiap orang yang kegiatannya berdampak 
memperbaiki fungsi lingkungan hidup.
  

Huruf c
Yang dimaksud dengan “sistem  lembaga keuangan ramah 
lingkungan hidup” adalah sistem lembaga keuangan yang 
menerapkan persyaratan perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup dalam kebijakan pembiayaan dan praktik 
sistem lembaga keuangan bank dan  lembaga keuangan 
nonbank. 

Yang dimaksud dengan “pasar modal ramah lingkungan 
hidup”  adalah pasar modal yang menerapkan persyaratan 
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bagi 
perusahaan yang masuk pasar modal atau perusahaan 
terbuka, seperti penerapan persyaratan audit lingkungan 
hidup bagi perusahaan yang akan menjual saham di pasar 
modal.

Huruf d
Yang dimaksud dengan “perdagangan izin pembuangan 
limbah dan/atau emisi” adalah jual beli kuota limbah 
dan/atau emisi  yang diizinkan untuk dibuang ke media 
lingkungan hidup antarpenanggung jawab usaha dan/atau 
kegiatan.  

Huruf e
Yang dimaksud dengan “pembayaran jasa lingkungan 
hidup” adalah pembayaran/imbal yang diberikan oleh 
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pemanfaat jasa lingkungan hidup kepada penyedia jasa 
lingkungan hidup.

Huruf f
Yang dimaksud dengan “asuransi lingkungan hidup” adalah 
asuransi yang memberikan perlindungan pada saat terjadi 
pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. 

Huruf g
Yang dimaksud dengan “sistem label ramah lingkungan 
hidup” adalah pemberian tanda atau label kepada produk-
produk yang ramah lingkungan hidup. 

Huruf h
        Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 44 
 Cukup jelas.

Pasal 45
Ayat (1) 

Cukup jelas.

 Ayat (2) 
Kriteria kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 
meliputi, antara lain, kinerja mempertahankan kawasan 
koservasi dan penurunan tingkat pencemaran dan/atau 
kerusakan lingkungan hidup. 

Pasal 46 
Cukup jelas.

Pasal 47
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “analisis risiko lingkungan” adalah 
prosedur yang antara lain digunakan untuk mengkaji pelepasan 
dan peredaran produk rekayasa genetik dan pembersihan (clean 
up) limbah B3. 

Ayat (2)
Huruf a

Dalam ketentuan ini “pengkajian risiko” meliputi seluruh 
proses mulai dari identifikasi bahaya, penaksiran besarnya 
konsekuensi atau akibat, dan penaksiran kemungkinan 
munculnya dampak yang tidak diinginkan, baik terhadap 
keamanan dan kesehatan manusia maupun lingkungan 
hidup.
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Huruf b
Dalam ketentuan ini “pengelolaan risiko” meliputi evaluasi 
risiko atau seleksi risiko yang memerlukan pengelolaan, 
identifikasi pilihan pengelolaan risiko, pemilihan tindakan 
untuk pengelolaan, dan pengimplementasian tindakan yang 
dipilih.

Huruf c
Yang dimaksud dengan “komunikasi risiko” adalah proses 
interaktif dari pertukaran informasi dan pendapat di antara 
individu, kelompok, dan institusi yang berkenaan dengan 
risiko.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Ayat (1) 

Huruf a
Yang dimaksud dengan “usaha dan/atau kegiatan tertentu 
yang berisiko tinggi” adalah usaha dan/atau kegiatan yang 
jika terjadi kecelakaan dan/atau keadaan darurat 
menimbulkan dampak yang besar dan luas terhadap 
kesehatan manusia dan lingkungan hidup seperti 
petrokimia, kilang minyak dan gas bumi, serta pembangkit 
listrik tenaga nuklir. 

Dokumen audit lingkungan hidup memuat: 
a. informasi yang meliputi tujuan dan proses pelaksanaan 

audit; 
b. temuan audit;
c. kesimpulan audit; dan
d. data dan informasi pendukung.

Huruf b
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas. 

Pasal 51
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Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Ayat (1) 

Cukup jelas.

Ayat (2) 
Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b
Yang dimaksud dengan ”remediasi” adalah upaya pemulihan 
pencemaran lingkungan hidup untuk memperbaiki mutu 
lingkungan hidup. 

Huruf c 
Yang dimaksud dengan ”rehabilitasi” adalah upaya 
pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat 
lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan 
lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki 
ekosistem. 

Huruf d
Yang dimaksud dengan ”restorasi” adalah upaya pemulihan 
untuk menjadikan lingkungan hidup atau bagian-bagiannya 
berfungsi kembali sebagaimana semula. 

Huruf e 
Cukup jelas

Ayat (3) 
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57 
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemeliharaan lingkungan hidup” adalah 
upaya yang dilakukan untuk menjaga pelestarian fungsi 
lingkungan hidup dan mencegah terjadinya penurunan atau 
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kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh perbuatan 
manusia. 

Huruf a
Konservasi sumber daya alam meliputi, antara lain, 
konservasi sumber daya air, ekosistem hutan, ekosistem 
pesisir dan laut, energi, ekosistem lahan gambut, dan 
ekosistem karst.

Huruf b
Pencadangan sumber daya alam meliputi sumber daya alam 
yang dapat dikelola dalam jangka panjang dan waktu 
tertentu sesuai dengan kebutuhan. 

Untuk melaksanakan pencadangan sumber daya alam, 
Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah 
kabupaten/kota dan perseorangan dapat membangun:
a. taman keanekaragaman hayati di luar kawasan hutan;
b. ruang terbuka hijau (RTH) paling sedikit 30% dari luasan 

pulau/kepulauan; dan/atau
c. menanam dan memelihara pohon di luar kawasan hutan, 

khususnya tanaman langka.

Huruf c
Cukup jelas. 

Ayat (2)
Huruf a

Cukup jelas. 

Huruf b
Yang dimaksud dengan ”pengawetan sumber daya alam” 
adalah upaya untuk menjaga keutuhan dan keaslian 
sumber daya alam beserta ekosistemnya. 

Huruf c 
Cukup jelas. 

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Huruf a

Yang dimaksud dengan ”mitigasi perubahan iklim” adalah 
serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam upaya 
menurunkan tingkat emisi gas rumah kaca sebagai bentuk 
upaya penanggulangan dampak perubahan iklim. 

Yang dimaksud dengan ”adaptasi perubahan iklim” adalah 
upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan 
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dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan iklim, 
termasuk keragaman iklim dan kejadian iklim ekstrim 
sehingga potensi kerusakan akibat perubahan iklim 
berkurang, peluang yang ditimbulkan oleh perubahan iklim 
dapat dimanfaatkan, dan konsekuensi yang timbul akibat 
perubahan iklim dapat diatasi.

Huruf b 
Cukup jelas. 

Huruf c
Cukup jelas. 

Ayat (5)
Cukup jelas. 

Pasal 58
Ayat (1) 

Kewajiban untuk melakukan pengelolaan B3 merupakan upaya 
untuk mengurangi terjadinya kemungkinan risiko terhadap 
lingkungan hidup yang berupa terjadinya pencemaran dan/atau 
kerusakan lingkungan hidup, mengingat B3 mempunyai potensi 
yang cukup besar untuk menimbulkan dampak negatif.

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Pasal 59
Ayat (1) 

Pengelolaan limbah B3 merupakan rangkaian kegiatan yang 
mencakup pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, 
pengangkutan, pemanfaatan, dan/atau pengolahan, termasuk 
penimbunan limbah B3. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Yang dimaksud dengan pihak lain adalah badan usaha yang 
melakukan pengelolaan limbah B3 dan telah mendapatkan izin.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas. 

Ayat (6)
Cukup jelas. 

Ayat (7)
Cukup jelas. 
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Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas. 

Pasal 62
Ayat (1)

Sistem informasi lingkungan hidup memuat, antara lain, 
keragaman karakter ekologis, sebaran penduduk, sebaran 
potensi sumber daya alam, dan kearifan lokal.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas. 

Pasal 64
Cukup jelas. 

Pasal 65
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Hak atas informasi lingkungan hidup merupakan suatu 
konsekuensi logis dari hak berperan dalam pengelolaan 
lingkungan hidup yang berlandaskan pada asas keterbukaan. Hak 
atas informasi lingkungan hidup akan meningkatkan nilai dan 
efektivitas peran serta dalam pengelolaan lingkungan hidup, di 
samping akan membuka peluang bagi masyarakat untuk 
mengaktualisasikan haknya atas lingkungan hidup yang baik dan 
sehat. Informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada 
ayat ini dapat berupa data, keterangan, atau informasi lain yang 
berkenaan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan 
hidup yang menurut sifat dan tujuannya memang terbuka untuk 
diketahui masyarakat, seperti dokumen analisis mengenai 
dampak lingkungan hidup, laporan, dan evaluasi hasil 
pemantauan lingkungan hidup, baik pemantauan penaatan 
maupun pemantauan perubahan kualitas lingkungan hidup dan 
rencana tata ruang.
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Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5) 
Cukup jelas. 

Ayat (6) 
Cukup jelas. 

Pasal 66
Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi korban dan/atau 
pelapor yang menempuh cara hukum akibat pencemaran dan/atau 
perusakan lingkungan hidup. 

Perlindungan ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan pembalasan 
dari terlapor melalui pemidanaan dan/atau gugatan perdata dengan 
tetap memperhatikan kemandirian peradilan. 

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
B3 yang dilarang dalam ketentuan ini, antara lain, DDT, 
PCBs, dan dieldrin. 

Huruf c
Larangan dalam ketentuan ini dikecualikan bagi yang diatur 
dalam peraturan perundang-undangan.

Huruf d
Yang dilarang dalam huruf ini termasuk impor. 

Huruf e
Cukup jelas. 

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas. 
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Huruf h
Cukup jelas. 

Huruf i
Cukup jelas. 

Huruf j
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Kearifan lokal yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah 
melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 
hektare per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis 
varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah 
penjalaran api ke wilayah sekelilingnya.

Pasal 70
Ayat (1) 

Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b
Pemberian saran dan pendapat dalam ketentuan ini 
termasuk dalam penyusunan KLHS dan amdal. 

Huruf c
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas. 

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Yang dimaksud dengan “pelanggaran yang serius” adalah tindakan 
melanggar hukum yang mengakibatkan pencemaran dan/atau 
kerusakan lingkungan hidup yang relatif besar dan menimbulkan 
keresahan masyarakat.

Pasal 74
Cukup jelas.
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Pasal 75
 Cukup jelas.

Pasal 76
 Cukup jelas.

Pasal 77
 Cukup jelas.

Pasal 78
 Cukup jelas.

Pasal 79
 Cukup jelas.

Pasal 80
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a

Yang dimaksud dengan “ancaman yang sangat serius” 
adalah suatu keadaan yang berpotensi sangat 
membahayakan keselamatan dan kesehatan banyak orang  
sehingga penanganannya tidak dapat ditunda.

Huruf b 
Cukup jelas.

Huruf c 
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup Jelas.

Pasal 84
Ayat (1)

Ketentuan pada ayat ini dimaksudkan untuk melindungi hak
keperdataan para pihak yang bersengketa.

Ayat (2)
Cukup jelas.
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Ayat (3)
Ketentuan pada ayat ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya 
putusan yang berbeda mengenai satu sengketa lingkungan hidup 
untuk menjamin kepastian hukum.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Ayat (1)

Ketentuan dalam ayat ini merupakan realisasi asas yang ada 
dalam hukum lingkungan hidup yang disebut asas pencemar 
membayar. Selain diharuskan membayar ganti rugi, pencemar 
dan/atau perusak lingkungan hidup dapat pula dibebani oleh 
hakim untuk melakukan tindakan hukum tertentu, misalnya 
perintah untuk:
a. memasang atau memperbaiki unit pengolahan limbah sehingga 

limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang 
ditentukan;

b. memulihkan fungsi lingkungan hidup; dan/atau
c. menghilangkan atau memusnahkan penyebab timbulnya 

pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Pembebanan pembayaran uang paksa atas setiap hari 
keterlambatan pelaksanaan perintah pengadilan untuk 
melaksanakan tindakan tertentu adalah demi pelestarian fungsi 
lingkungan hidup.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 88
Yang dimaksud dengan “bertanggung jawab mutlak” atau strict 
liability  adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak 
penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Ketentuan ayat ini 
merupakan lex specialis dalam gugatan tentang perbuatan 
melanggar hukum pada umumnya. Besarnya nilai ganti rugi yang 
dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan 
hidup menurut Pasal ini dapat ditetapkan sampai batas tertentu.

Yang dimaksud dengan “sampai batas waktu tertentu” adalah jika 
menurut penetapan peraturan perundang-undangan ditentukan 
keharusan asuransi bagi usaha dan/atau kegiatan yang 
bersangkutan atau telah tersedia dana lingkungan hidup.
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Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kerugian lingkungan hidup” adalah 
kerugian yang timbul akibat pencemaran dan/atau kerusakan 
lingkungan hidup yang bukan merupakan hak milik privat. 
Tindakan tertentu merupakan tindakan pencegahan dan 
penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan serta 
pemulihan fungsi lingkungan hidup guna menjamin tidak akan 
terjadi atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan 
hidup. 

Ayat (2)
Cukup jelas. 

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan koordinasi adalah tindakan berkonsultasi 
guna mendapatkan bantuan personil, sarana, dan prasarana yang 
dibutuhkan dalam penyidikan. 

Ayat (4)
Pemberitahuan dalam Pasal ini bukan merupakan pemberitahuan 
dimulainya penyidikan, melainkan untuk mempertegas wujud 
koordinasi antara pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan
penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia. 

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.
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Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Yang dimaksud dengan  alat bukti lain, meliputi, informasi 
yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara 
elektronik, magnetik, optik, dan/atau yang serupa dengan itu; 
dan/atau alat bukti data, rekaman, atau informasi yang dapat 
dibaca, dilihat, dan didengar yang dapat dikeluarkan dengan 
dan/atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di 
atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas, atau yang 
terekam secara elektronik, tidak terbatas pada tulisan, suara 
atau gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, 
tanda, angka, simbol, atau perporasi yang memiliki makna 
atau yang dapat dipahami atau dibaca. 

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101
Yang dimaksud dengan “melepaskan produk rekayasa genetik” adalah 
pernyataan diakuinya suatu hasil pemuliaan produk rekayasa genetik 
menjadi varietas unggul dan dapat disebarluaskan setelah memenuhi 
persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
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Yang dimaksud dengan “mengedarkan produk rekayasa genetik”  adalah 
setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran 
komoditas produk rekayasa genetik kepada masyarakat, baik untuk 
diperdagangkan maupun tidak. 

Pasal 102
 Cukup jelas.

Pasal 103
Cukup jelas.

Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal 105
Cukup jelas.

Pasal 106
Cukup jelas.

Pasal 107
Cukup jelas.

Pasal 108 
Cukup jelas.

Pasal 109
Cukup jelas.  

Pasal 110
Cukup jelas.

Pasal 111
Cukup jelas.

Pasal 112
Cukup jelas.

Pasal 113
Informasi palsu yang dimaksud dalam Pasal ini dapat berbentuk 
dokumen atau keterangan lisan yang tidak sesuai dengan fakta-fakta 
yang senyatanya atau informasi yang tidak benar. 

Pasal 114
Cukup jelas.

Pasal 115
Cukup jelas.

Pasal 116
Cukup jelas.
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Pasal 117
Cukup jelas.

Pasal 118
Yang dimaksud dengan pelaku fungsional dalam Pasal ini adalah badan 
usaha dan badan hukum.

Tuntutan pidana dikenakan terhadap pemimpin badan usaha dan 
badan hukum karena tindak pidana badan usaha dan badan hukum 
adalah tindak pidana fungsional sehingga pidana dikenakan dan 
sanksi dijatuhkan kepada mereka yang memiliki kewenangan 
terhadap pelaku fisik dan menerima tindakan pelaku fisik tersebut.  

Yang dimaksud dengan menerima tindakan dalam Pasal ini 
termasuk menyetujui, membiarkan, atau tidak cukup melakukan 
pengawasan terhadap tindakan pelaku fisik, dan/atau memiliki 
kebijakan yang memungkinkan terjadinya tindak pidana tersebut.

Pasal 119
Cukup jelas. 

Pasal 120
Cukup jelas.

Pasal 121
Cukup jelas. 

Pasal 122
Cukup jelas.

Pasal 123
Izin dalam ketentuan ini, misalnya, izin pengelolaan limbah B3, izin 
pembuangan air limbah ke laut, dan izin pembuangan air limbah ke 
sumber air.

Pasal 124
Cukup jelas.

Pasal 125
Cukup jelas.

Pasal 126
Cukup jelas.

Pasal 127
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5059.













































































































































































 

 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 18 TAHUN 2013 

TENTANG 

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 

Menimbang  :
   

a. bahwa hutan, sebagai karunia dan anugerah Tuhan 
Yang Maha Esa yang diamanatkan kepada bangsa 
Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai oleh 

negara dan memberikan manfaat bagi umat manusia 
yang wajib disyukuri, dikelola, dan dimanfaatkan secara 

optimal serta dijaga kelestariannya untuk 
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana 
dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

b. bahwa pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan 
harus dilaksanakan secara tepat dan berkelanjutan 

dengan mempertimbangkan fungsi ekologis, sosial, dan 
ekonomis serta untuk menjaga keberlanjutan bagi 
kehidupan sekarang dan kehidupan generasi yang akan 

datang; 

c. bahwa telah terjadi perusakan hutan yang disebabkan 
oleh pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan 

hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan; 

d. bahwa perusakan hutan, terutama berupa pembalakan 
liar, penambangan tanpa izin, dan perkebunan tanpa 

izin telah menimbulkan kerugian negara, kerusakan 
kehidupan sosial budaya dan lingkungan hidup, serta 

meningkatkan pemanasan global yang telah menjadi isu 
nasional, regional, dan internasional; 

e. bahwa perusakan hutan sudah menjadi kejahatan yang 
berdampak luar biasa, terorganisasi, dan lintas negara 

yang dilakukan dengan modus operandi yang canggih, 
telah mengancam kelangsungan kehidupan masyarakat 
sehingga dalam rangka pencegahan dan pemberantasan 

perusakan hutan yang efektif dan pemberian efek jera 
diperlukan landasan hukum yang kuat dan yang mampu 

menjamin efektivitas penegakan hukum; 

f. bahwa .  . . 
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f. bahwa peraturan perundang-undangan yang ada sampai 
saat ini tidak memadai dan belum mampu menangani 

pemberantasan secara efektif terhadap perusakan hutan 
yang terorganisasi; dan 

g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, 
huruf e, dan huruf f perlu membentuk Undang-Undang 

tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan 
Hutan. 

 

Mengingat : 1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 33 ayat 
(3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945; dan 

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas 
Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 

Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412). 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

dan 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

 
MEMUTUSKAN: 

   

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENCEGAHAN DAN   
PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN.  

BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 
 

1. Hutan . . . 
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1. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa 
hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang 

didominasi pepohonan dalam komunitas alam 
lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang 
satu dan yang lainnya. 

2. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan 
oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya 

sebagai hutan tetap. 

3. Perusakan hutan adalah proses, cara, atau perbuatan 
merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, 
penggunaan kawasan hutan tanpa izin  atau penggunaan 

izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan 
pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah 
ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang 

diproses penetapannya oleh Pemerintah. 

4. Pembalakan liar adalah semua kegiatan pemanfaatan 
hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi. 

5. Penggunaan kawasan hutan secara tidak sah adalah 
kegiatan terorganisasi yang dilakukan di dalam kawasan 
hutan untuk perkebunan dan/atau  pertambangan tanpa 

izin Menteri. 

6. Terorganisasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh suatu 
kelompok yang terstruktur, yang terdiri atas 2 (dua) 
orang atau lebih, dan yang  bertindak secara bersama-

sama pada waktu tertentu dengan tujuan melakukan 
perusakan hutan, tidak termasuk kelompok masyarakat 
yang tinggal di dalam atau di sekitar kawasan hutan yang 

melakukan perladangan tradisional dan/atau melakukan 
penebangan kayu untuk keperluan sendiri dan tidak 

untuk tujuan komersial. 

7. Pencegahan perusakan hutan adalah segala upaya yang 

dilakukan untuk menghilangkan kesempatan terjadinya 
perusakan hutan. 

8. Pemberantasan perusakan hutan adalah segala upaya 
yang dilakukan untuk menindak secara hukum terhadap 

pelaku perusakan hutan baik langsung, tidak langsung, 
maupun yang terkait lainnya. 

9. Pemanfaatan hutan adalah kegiatan untuk 
memanfaatkan kawasan hutan, jasa lingkungan, hasil 
hutan kayu dan bukan kayu, serta memungut hasil 

hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil 
untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga 

kelestariannya. 

10. Pemanfaatan . . . 
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10. Pemanfaatan hasil hutan kayu adalah kegiatan untuk 
memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa 
kayu melalui kegiatan penebangan, permudaan, 

pengangkutan, pengolahan dan pemasaran dengan tidak 
merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi 
pokoknya. 

11. Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu adalah izin usaha 

yang diberikan oleh Menteri untuk memanfaatkan hasil 
hutan berupa kayu pada hutan produksi melalui 
kegiatan pemanenan atau penebangan, pengayaan, 

pemeliharaan, dan pemasaran. 

12. Surat keterangan sahnya hasil hutan adalah dokumen-

dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan 
pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil 

hutan. 

13. Hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, 

kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang 
berasal dari  kawasan hutan. 

14. Pohon adalah tumbuhan yang batangnya berkayu dan 
dapat mencapai ukuran diameter 10 (sepuluh) sentimeter 

atau lebih yang diukur pada ketinggian 1,50 (satu koma 
lima puluh) meter di atas permukaan tanah. 

15. Polisi Kehutanan adalah pejabat tertentu dalam lingkup 
instansi kehutanan pusat dan/atau daerah yang sesuai 
dengan sifat pekerjaannya menyelenggarakan dan/atau 

melaksanakan usaha pelindungan hutan yang oleh kuasa 
undang-undang diberikan wewenang kepolisian khusus 

di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam 
hayati dan ekosistemnya yang berada dalam satu 
kesatuan komando. 

16. Pejabat adalah orang yang diperintahkan atau orang yang 
karena jabatannya memiliki kewenangan dengan suatu 

tugas dan tanggung jawab tertentu. 

17. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya 
disingkat PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil 
tertentu dalam lingkup instansi kehutanan pusat dan 

daerah yang oleh undang-undang diberi wewenang 
khusus dalam penyidikan di bidang kehutanan dan 
konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. 

 

18. Sanksi . . . 
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18. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan 
guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, 
dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang 

didengar, dilihat, dan dialami sendiri. 

19. Pelapor adalah orang yang memberitahukan adanya 

dugaan, sedang, atau telah terjadinya perusakan hutan 
kepada pejabat yang berwenang. 

20. Informan adalah orang yang menginformasikan secara 
rahasia adanya dugaan, sedang, atau telah terjadinya 

perusakan hutan kepada pejabat yang berwenang. 

21. Setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau 

korporasi yang  melakukan perbuatan perusakan hutan 
secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia 

dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia. 

22. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan 

yang teroganisasi, baik berupa badan hukum maupun 
bukan badan hukum. 

23. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah 
adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang 
kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

24. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati atau 
walikota dan perangkat  daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah. 

25. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang kehutanan. 

 
BAB II 

ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP 

 
Pasal 2 

Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan 

berasaskan:  

a. keadilan dan kepastian hukum; 

b. keberlanjutan;  

c. tanggung jawab negara; 

d. partisipasi masyarakat; 

e. tanggung . . . 
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e. tanggung gugat; 

f. prioritas; dan 

g. keterpaduan dan koordinasi. 

 

Pasal 3 

Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan bertujuan: 

a. menjamin  kepastian hukum dan memberikan efek jera 

bagi pelaku perusakan hutan; 

b. menjamin keberadaan hutan secara berkelanjutan 
dengan tetap menjaga kelestarian dan tidak merusak 

lingkungan serta ekosistem sekitarnya; 

c. mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan hasil 
hutan dengan memperhatikan keseimbangan fungsi 

hutan guna terwujudnya masyarakat sejahtera; dan 

d. meningkatnya kemampuan dan koordinasi aparat 

penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam 
menangani pencegahan dan pemberantasan perusakan 
hutan. 

 

Pasal  4 

Ruang lingkup pencegahan dan pemberantasan perusakan 
hutan meliputi: 

a. pencegahan perusakan hutan; 

b. pemberantasan perusakan hutan; 

c. kelembagaan; 

d. peran serta masyarakat; 

e. kerja sama internasional; 

f. pelindungan saksi, pelapor, dan informan;  

g. pembiayaan; dan 

h. sanksi. 

 

BAB III 
PENCEGAHAN PERUSAKAN HUTAN 

 

Pasal 5 

Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah berkewajiban 
melakukan pencegahan perusakan hutan. 

Pasal 6 . . . 
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Pasal 6 
(1) Dalam rangka pencegahan perusakan hutan, Pemerintah 

membuat kebijakan berupa: 
a. koordinasi lintas sektor dalam pencegahan dan 

pemberantasan perusakan hutan; 

b. pemenuhan kebutuhan sumber daya aparatur 
pengamanan hutan; 

c. insentif bagi para pihak yang berjasa dalam menjaga 

kelestarian hutan; 

d. peta penunjukan kawasan hutan dan/atau koordinat 

geografis sebagai dasar yuridis batas kawasan hutan; 
dan 

e. pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana 
pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. 

(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan 
kewenangannya menetapkan sumber kayu alternatif 

dengan mendorong pengembangan hutan tanaman yang 
produktif dan teknologi pengolahan. 

(3) Selain membuat kebijakan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), upaya pencegahan perusakan hutan dilakukan 
melalui penghilangan kesempatan dengan meningkatkan 

peran serta masyarakat. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan sumber kayu 
alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur 

dalam Peraturan Menteri. 
 

Pasal 7 

Pencegahan perusakan hutan dilakukan oleh masyarakat, 
badan hukum, dan/atau korporasi yang memperoleh izin 

pemanfaatan hutan. 
 

BAB IV 

PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN 
 

Bagian Kesatu 

Umum 
 

Pasal 8 

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban 
melakukan pemberantasan perusakan hutan. 

(2) Pemberantasan . . . 
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(2) Pemberantasan perusakan hutan dilakukan dengan cara 
menindak secara  hukum pelaku perusakan hutan, baik 

langsung, tidak langsung, maupun yang terkait lainnya. 

(3) Tindakan secara hukum sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) meliputi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, 

dan pemeriksaan di sidang pengadilan. 

 
Pasal 9 

Penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di 
sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana perusakan 

hutan dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang 
berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. 

 
Pasal 10 

Perkara perusakan hutan harus didahulukan dari perkara 

lain untuk diajukan ke sidang pengadilan guna 
penyelesaian secepatnya. 

 
Bagian Kedua 

Ketentuan Perbuatan Perusakan Hutan 

Pasal 11 

(1) Perbuatan perusakan hutan sebagaimana dimaksud 

dalam Undang-Undang ini meliputi kegiatan 
pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan 
secara tidak sah yang dilakukan secara terorganisasi. 

(2) Perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi 
merupakan kegiatan yang dilakukan oleh suatu 
kelompok yang terstruktur, yang terdiri atas 2 (dua) 

orang atau lebih, dan yang  bertindak secara bersama-
sama pada waktu tertentu dengan tujuan melakukan 

perusakan hutan. 

(3) Kelompok terstruktur sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) tidak termasuk kelompok masyarakat yang 

bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan 
hutan yang melakukan perladangan tradisional 
dan/atau melakukan penebangan kayu di luar kawasan 

hutan konservasi dan hutan lindung untuk keperluan 
sendiri dan tidak untuk tujuan komersial. 

 

(4) Masyarakat . . . 
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(4) Masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau 
di sekitar kawasan hutan yang melakukan penebangan 

kayu di luar kawasan hutan konservasi dan hutan 
lindung untuk keperluan sendiri dan tidak untuk 
tujuan komersial harus mendapat izin dari pejabat yang 

berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(5) Ketentuan mengenai penebangan kayu di luar kawasan 
hutan konservasi dan hutan lindung untuk keperluan 
sendiri dan tidak untuk tujuan komersial diatur lebih 

lanjut dengan Peraturan Pemerintah.  

 
Pasal 12 

Setiap orang dilarang: 

a. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan 

yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan; 

b. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan 
tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang 

berwenang;  

c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan 
secara tidak sah; 

d. memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, 
menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di 

kawasan hutan tanpa izin; 

e. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan 
kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat 

keterangan sahnya hasil hutan; 

f. membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk 

menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam 
kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang; 

g. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya 

yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk 
mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa 
izin pejabat yang berwenang; 

h. memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal 
dari hasil pembalakan liar; 

 

i. mengedarkan . . . 
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i. mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, 

perairan, atau udara; 

j. menyelundupkan kayu yang berasal dari atau masuk ke 
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui 

sungai, darat, laut, atau udara; 

k. menerima, membeli, menjual, menerima tukar, 

menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang 
diketahui berasal dari pembalakan liar; 

l. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan 

kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil 
atau dipungut secara tidak sah; dan/atau 

m. menerima,  menjual, menerima tukar, menerima titipan, 

menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang 
berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut 

secara tidak sah. 

 

Pasal 13 

(1) Penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak 
sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12  huruf c 

merupakan penebangan pohon yang dilakukan dalam 
kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai 

dengan: 

a. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau; 

b. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri 

kanan sungai di daerah rawa; 

c. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai; 

d. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak 

sungai; 

e. 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang; 

dan/atau 

f. 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi 
dan pasang terendah dari tepi pantai. 

(2) Penebangan pohon yang dilakukan dalam kawasan 
hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

dikecualikan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan 
strategis yang tidak dapat dihindari dengan mendapat 
izin khusus dari Menteri. 

Pasal 14 . . . 
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Pasal 14 

Setiap orang dilarang: 

a. memalsukan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu; 
dan/atau 

b. menggunakan surat keterangan sahnya hasil hutan 

kayu yang palsu. 

 

Pasal 15  

Setiap orang dilarang melakukan penyalahgunaan dokumen 
angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan oleh pejabat 

yang berwenang. 
 

Pasal 16  

Setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil 
hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat 

keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan  
peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 17 

(1) Setiap orang dilarang: 

a. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lain 

yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk 
melakukan kegiatan penambangan dan/atau 

mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan 
tanpa izin Menteri; 

b. melakukan kegiatan penambangan di dalam 

kawasan hutan tanpa izin Menteri; 

c. mengangkut dan/atau menerima titipan hasil 

tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di 
dalam kawasan hutan tanpa izin; 

d. menjual, menguasai, memiliki, dan/atau 

menyimpan hasil tambang yang berasal dari 
kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan 
tanpa izin; dan/atau 

e. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil 
tambang dari kegiatan penambangan di dalam 

kawasan hutan tanpa izin. 

 

(2) Setiap . . . 
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(2) Setiap orang dilarang: 

a. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya 
yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk 
melakukan kegiatan perkebunan dan/atau 

mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan 
tanpa izin Menteri; 

b. melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri 
di dalam kawasan hutan; 

c. mengangkut dan/atau menerima titipan hasil 

perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan 
di dalam kawasan hutan tanpa izin;  

d. menjual, menguasai, memiliki, dan/atau 

menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari 
kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa 

izin; dan/atau 

e. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil 
kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan 

perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin. 

 
Pasal 18 

(1) Selain dikenai sanksi pidana, pelanggaran terhadap 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 

huruf a, huruf b, huruf c, Pasal 17 ayat (1) huruf b, 
huruf c,  huruf e, dan Pasal 17 ayat (2) huruf b, 
huruf c, dan huruf e yang dilakukan oleh badan 

hukum atau korporasi dikenai sanksi administratif 
berupa: 

a. paksaan pemerintah; 

b. uang paksa; dan/atau 

c. pencabutan izin. 

(2) Ketentuan mengenai mekanisme dan tata cara 
penerapan sanksi administratif sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan 

Pemerintah. 

 

 
Pasal 19 . . . 
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Pasal 19 

Setiap orang yang berada di dalam atau di luar wilayah 

Indonesia dilarang: 

a. menyuruh, mengorganisasi, atau menggerakkan 
pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan 

hutan secara tidak sah; 

b. ikut serta melakukan atau membantu terjadinya 

pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan 
hutan secara tidak sah; 

c. melakukan permufakatan jahat untuk melakukan 

pembalakan liar dan/ atau penggunaan kawasan 
hutan secara tidak sah; 

d. mendanai pembalakan liar dan/atau penggunaan 

kawasan hutan secara tidak sah secara langsung 
atau tidak langsung; 

e. menggunakan dana yang diduga berasal dari hasil 
pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan 
hutan secara tidak sah; 

f. mengubah status kayu hasil pembalakan liar dan/ 
atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak 
sah, seolah-olah menjadi kayu yang sah, atau hasil 

penggunaan kawasan hutan yang sah untuk dijual 
kepada pihak ketiga, baik di dalam maupun di luar 

negeri; 

g. memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar dengan 
mengubah bentuk, ukuran, termasuk pemanfaatan 

limbahnya; 

h. menempatkan, mentransfer, membayarkan, 

membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, 
menitipkan, membawa ke luar negeri, dan/atau 
menukarkan uang  atau surat berharga lainnya 

serta harta kekayaan lainnya yang diketahuinya 
atau patut diduga merupakan hasil pembalakan liar 
dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara 

tidak sah; dan/atau 

i. menyembunyikan atau menyamarkan asal usul 

harta yang diketahui atau patut diduga berasal dari 
hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan 
kawasan hutan secara tidak sah sehingga seolah-

olah menjadi harta kekayaan yang sah. 

Pasal 20 . . . 
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Pasal 20 

Setiap orang dilarang mencegah, merintangi, dan/atau 

menggagalkan secara langsung maupun tidak langsung 
upaya pemberantasan pembalakan liar dan penggunaan 
kawasan hutan secara tidak sah. 

 
Pasal 21 

Setiap orang dilarang memanfaatkan kayu hasil 
pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan 
secara tidak sah yang berasal dari hutan konservasi. 

 
Pasal 22 

Setiap orang dilarang menghalang-halangi dan/atau 

menggagalkan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, 
atau pemeriksaan di sidang pengadilan tindak pidana 

pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara 
tidak sah. 

 

Pasal 23 

Setiap orang dilarang melakukan intimidasi dan/atau 
ancaman terhadap keselamatan petugas yang 

melakukan pencegahan dan pemberantasan 
pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara 

tidak sah. 
 

Pasal 24 

Setiap orang dilarang:  

a. memalsukan surat izin pemanfaatan hasil hutan 

kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan;  
b. menggunakan surat izin palsu pemanfaatan hasil 

hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan; 

dan/atau 
c. memindahtangankan atau menjual izin yang 

dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang kecuali 

dengan persetujuan Menteri. 

 

Pasal 25 

Setiap orang dilarang merusak sarana dan prasarana 
pelindungan hutan. 

 
Pasal 26 . . . 
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Pasal 26 

Setiap orang dilarang merusak, memindahkan, atau 
menghilangkan pal batas luar kawasan hutan, batas 
fungsi kawasan hutan, atau batas kawasan hutan yang 

berimpit dengan batas negara yang mengakibatkan 
perubahan bentuk dan/atau luasan kawasan hutan. 

 
Pasal 27 

Setiap pejabat yang mengetahui terjadinya perbuatan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, 13, 14, 15, 16, 
17, dan 19 wajib melakukan tindakan sesuai dengan 
kewenangannya. 

 
Pasal 28 

Setiap pejabat dilarang: 
a. menerbitkan izin pemanfaatan hasil hutan kayu 

dan/atau penggunaan kawasan hutan di dalam 

kawasan hutan yang tidak sesuai dengan 
kewenangannya; 

b. menerbitkan izin pemanfaatan di dalam kawasan 

hutan dan/atau izin penggunaan kawasan hutan 
yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

c. melindungi pelaku pembalakan liar dan/atau 
penggunaan kawasan hutan secara tidak sah; 

d. ikut serta atau membantu kegiatan pembalakan liar 
dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak 

sah; 

e. melakukan permufakatan untuk terjadinya 
pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan 

hutan secara tidak sah; 

f. menerbitkan surat keterangan sahnya hasil hutan 
tanpa hak;  

g. dengan sengaja melakukan pembiaran dalam 
melaksanakan tugas; dan/atau 

h. lalai dalam melaksanakan tugas. 

 
Bagian Ketiga . . . 
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Bagian Ketiga 
Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan 

 
Paragraf 1 

Penyidikan dan Penuntutan 

 
Pasal 29 

Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik 
Indonesia, PPNS diberi wewenang khusus sebagai 
penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana.  
 

Pasal 30 

PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 
berwenang: 

a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan 
atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana 
perusakan hutan; 

b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan 
hukum yang diduga melakukan tindak pidana 
perusakan hutan; 

c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang 
atau badan hukum sehubungan dengan peristiwa 

tindak perusakan hutan; 

d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, 
dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana 

perusakan hutan; 

e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang 

diduga terdapat barang bukti, pembukuan, 
pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan 
penyitaan terhadap bahan dan barang hasil 

kejahatan  yang dapat dijadikan bukti dalam 
perkara tindak pidana perusakan hutan; 

f. melakukan penangkapan, penahanan, 

penggeledahan, dan penyitaan;  

g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan 

tugas penyidikan tindak pidana perusakan hutan; 

h. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat 
bukti tentang adanya tindakan perusakan hutan; 

i. memanggil . . . 
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i. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa 

sebagai tersangka atau saksi; 

j. membuat dan menandatangani berita acara dan 
surat-surat lain yang menyangkut penyidikan 

perkara perusakan hutan; dan 

k. memotret dan/atau merekam melalui alat potret 

dan/atau alat perekam terhadap orang, barang, 
sarana pengangkut, atau apa saja yang dapat 
dijadikan bukti tindak pidana yang menyangkut 

hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan. 

 

Pasal 31 

Wilayah hukum atau wilayah kerja PPNS sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 29 meliputi seluruh wilayah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk wilayah 
kepabeanan. 

 

Pasal 32 

PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 
memberitahukan dimulainya  penyidikan dan 
menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut 

umum setelah berkoordinasi dengan Penyidik Pejabat 
Polisi Negara Republik Indonesia. 

 

Pasal 33 

Untuk memperoleh bukti permulaan yang cukup, 

penyidik dapat menggunakan laporan yang berasal dari 
masyarakat dan/atau instansi terkait. 

 

Pasal  34 

(1) Berdasarkan bukti permulaan yang cukup 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, penyidik 
berwenang meminta kepada lembaga penyelenggara 

komunikasi untuk: 

a. membuka, memeriksa, dan menyita surat atau 
kiriman melalui pos serta jasa pengiriman 

lainnya yang mempunyai hubungan dengan 
pembalakan liar yang sedang diperiksa; 

dan/atau 

b. meminta . . . 
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b. meminta informasi pembicaraan melalui telepon 
atau alat komunikasi lain yang diduga 

digunakan untuk mempersiapkan, 
merencanakan, dan melakukan perusakan 
hutan. 

(2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b, hanya dapat dilakukan atas izin ketua 

pengadilan negeri setempat atas permintaan 
penyidik untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) 
tahun. 

(3) Ketua pengadilan negeri setempat wajib memberikan 
izin untuk meminta informasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dalam waktu paling  lama 7 

(tujuh) hari kerja setelah diterimanya permintaan 
dari penyidik. 

(4) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
ayat (2) dilaporkan serta dipertanggungjawabkan 
kepada atasan penyidik. 

 

Pasal  35 

(1) Untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau 
pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik, 

penuntut umum, atau hakim berwenang meminta 
keterangan kepada bank tentang keadaan keuangan 
tersangka atau terdakwa. 

(2) Permintaan keterangan kepada bank sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pimpinan 

Otoritas Jasa Keuangan. 

(3) Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan wajib memenuhi 
permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung 
sejak surat permintaan diterima. 

(4) Penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang 

meminta kepada bank untuk memblokir rekening 
simpanan milik tersangka atau terdakwa yang 

diduga sebagai hasil pembalakan liar selama proses 
penyidikan, penuntunan, dan/atau pemeriksaan 
berlangsung. 

 

(5) Dalam . . . 



 

 

 

 

 

 

- 19 - 

(5) Dalam hal hasil pemeriksaan terhadap tersangka 
atau terdakwa tidak diperoleh bukti yang cukup, 

atas permintaan penyidik, penuntut umum, atau 
hakim, pimpinan bank harus mencabut 
pemblokiran. 

 
Pasal 36 

Untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau 
pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik, penuntut 
umum, atau hakim berwenang: 

a. meminta data kekayaan dan data perpajakan 

tersangka atau terdakwa kepada unit kerja terkait; 

b. meminta bantuan kepada Pusat Pelaporan dan 
Analisis Transaksi Keuangan untuk melakukan 

penyelidikan atas data keuangan tersangka; 

c. meminta kepada instansi yang terkait untuk 
melarang seseorang berpergian ke luar negeri; 

d. menetapkan seseorang sebagai tersangka dan 
dimasukkan dalam daftar pencarian orang; 

dan/atau 

e. meminta kepada pimpinan atau atasan tersangka 
untuk memberhentikan sementara tersangka dari 

jabatannya.    
 

Pasal 37 

Alat bukti pemeriksaan perbuatan perusakan hutan 
meliputi: 

a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Kitab 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana; dan/atau 

b. alat bukti lain berupa: 

1. informasi elektronik;  

2. dokumen elektronik; dan/atau 

3. peta. 
 

Pasal 38 

(1) Penyidik melakukan penangkapan terhadap orang 

yang diduga keras melakukan tindak pidana 
perusakan hutan berdasarkan bukti permulaan 
yang cukup untuk paling lama 2 x 24 (dua kali dua 

puluh empat) jam. 
(2) Dalam . . . 
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(2) Dalam hal waktu untuk pemeriksaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) belum mencukupi, atasan 

langsung penyidik dapat memberi izin untuk 
memperpanjang penangkapan tersebut untuk paling 
lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam. 

 
Pasal 39 

Untuk mempercepat penyelesaian perkara perusakan 
hutan: 

a. penyidik wajib menyelesaikan dan menyampaikan 

berkas perkara kepada penuntut umum paling lama 
60 (enam puluh) hari sejak dimulainya penyidikan 
dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) 

hari; 

b. dalam hal hasil penyidikan belum lengkap, penuntut 

umum wajib melakukan penyidikan paling lama 20 
(dua puluh) hari dan dapat diperpanjang paling lama 
30 (tiga puluh) hari; 

c. penuntut umum wajib melimpahkan perkara ke 
pengadilan paling lama 25 (dua puluh lima) hari 
terhitung sejak selesai penyidikan; 

d. untuk daerah yang sulit terjangkau karena faktor 
alam dan geografis atau transportasi dan tingginya 

biaya dalam rangka penjagaan dan pengamanan 
barang bukti, terhadap barang bukti kayu cukup 
dilakukan penyisihan barang bukti yang disertai 

dengan berita acara penyisihan barang bukti; dan 

e. instansi teknis kehutanan wajib menunjuk ahli 

penguji dan pengukur kayu yang diminta penyidik 
dengan mempertimbangkan kecepatan untuk 
penyidikan. 

 
Pasal 40 

(1) Penyidik yang melakukan penyitaan barang bukti 

hasil tindak pidana perusakan hutan, baik berupa 
barang bukti temuan maupun barang bukti sitaan, 

wajib melakukan penyegelan dan membuat berita 
acara penyitaan pada hari penyitaan dilakukan yang 
sekurang-kurangnya memuat: 

a. nama, kelompok jenis, sifat, dan jumlah; 

b. keterangan . . . 
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b. keterangan tempat, jam, hari, tanggal, bulan, 
dan tahun dilakukan penyitaan; 

c. keterangan mengenai pemilik atau yang 
menguasai kayu hasil pembalakan liar; dan/atau 

d. tanda tangan dan identitas  lengkap pejabat 

penyidik yang melakukan penyitaan. 

(2) Penyidik bertanggung jawab atas penyimpanan 

barang bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
yang berada di bawah penguasaannya. 

(3) Penyidik yang melakukan penyitaan barang bukti 

temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib: 

a. melaporkan dan meminta izin sita; 

b. meminta izin peruntukan kepada ketua 

pengadilan negeri setempat dalam waktu paling 
lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam 

sejak dilakukan penyitaan; dan 

c. menyampaikan tembusan kepada kepala 
kejaksaan negeri setempat. 

(4) Penyidik yang melakukan penyitaan barang bukti 
sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib: 

a. melaporkan dan meminta izin sita;  

b. meminta izin lelang bagi barang yang mudah 
rusak kepada ketua pengadilan negeri setempat 

dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua 
puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan; 
dan  

c. menyampaikan tembusan kepada kepala 
kejaksaan negeri setempat. 

(5) Batas waktu pelaporan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4), untuk daerah yang sulit terjangkau karena 
faktor alam, geografis, atau transportasi, dapat 

diperpanjang menjadi paling lama 14 (empat belas) 
hari. 

(6) Ketua pengadilan negeri wajib menerbitkan atau 

menolak izin/persetujuan sita yang diajukan oleh 
penyidik paling lambat 2 x 24 (dua kali dua puluh 

empat) jam sejak permintaan diterima. 

 

Pasal 41 . . . 
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Pasal 41 

Ketua pengadilan negeri setempat, dalam waktu paling 

lama 7 (tujuh) hari setelah menerima permintaan 
penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat 
(3), wajib menetapkan peruntukan pemanfaatan barang 

bukti. 

Pasal 42 

Setiap pejabat yang tidak melaksanakan kewajiban 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Pasal 40, dan 
Pasal 41 dikenai sanksi administratif sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 

Pasal 43 

Peruntukan pemanfaatan barang bukti sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 41 ditujukan: 

a. untuk kepentingan pembuktian perkara; 

b. untuk pemanfaatan bagi kepentingan 

pengembangan ilmu pengetahuan;  

c. untuk dimusnahkan; dan/atau 

d. untuk kepentingan publik atau kepentingan sosial. 

 
Pasal 44 

(1) Barang bukti kayu hasil pembalakan liar dan/atau 

hasil dari penggunaan kawasan hutan secara tidak 
sah yang berasal dari hutan konservasi 

dimusnahkan, kecuali untuk kepentingan 
pembuktian perkara dan penelitian. 

(2) Barang bukti kayu temuan hasil pembalakan liar 

yang berasal dari luar hutan konservasi 
dimanfaatkan untuk kepentingan publik atau 
kepentingan sosial. 

(3) Barang bukti kayu sitaan hasil pembalakan liar yang 
berasal dari luar hutan konservasi dapat dilelang 

karena dapat cepat rusak atau biaya 
penyimpanannya terlalu tinggi yang pelaksanaannya 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

 

(4) Hasil . . . 
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(4) Hasil lelang kayu sitaan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) disimpan di bank pemerintah sebagai 

barang bukti perkara di pengadilan.  

(5) Peruntukan barang bukti perkara sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan 

putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan 
hukum tetap. 

 

Pasal 45 

(1) Barang bukti temuan hasil kebun dan/atau hasil 
tambang beserta sarana prasarana pendukungnya 
dari hasil tindak pidana penggunaan kawasan hutan 

secara tidak sah dapat dilelang dan hasilnya 
dimanfaatkan untuk kepentingan publik atau 

kepentingan sosial. 

(2) Barang bukti sitaan hasil kebun dan/atau hasil 
tambang beserta sarana prasarana pendukungnya 

dari hasil tindak pidana penggunaan kawasan hutan 
secara tidak sah dapat dilelang karena dapat cepat 

rusak atau biaya penyimpanannya terlalu tinggi. 

(3) Hasil lelang barang bukti sitaan hasil kebun 
dan/atau hasil tambang beserta sarana prasarana 

pendukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
disimpan di bank Pemerintah sebagai barang bukti 
perkara di pengadilan. 

(4) Peruntukan barang bukti perkara sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan 

putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan 
hukum tetap. 

 

Pasal 46 

(1) Barang bukti berupa kebun dan/atau tambang dari 

penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang 
telah mendapat putusan pengadilan berkekuatan 
hukum tetap dikembalikan kepada Pemerintah 

untuk dihutankan kembali sesuai dengan fungsinya. 

(2) Barang bukti berupa kebun sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dimanfaatkan paling lama 1 (satu) daur 
sampai selesainya proses pemulihan kawasan 
hutan. 

(3) Dalam . . . 
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(3) Dalam hal barang bukti kebun dimanfaatkan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah 

dapat memberikan penugasan kepada badan usaha 
milik negara yang bergerak di bidang perkebunan.   

(4) Barang bukti berupa tambang sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan izin sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

 
Pasal 47 

(1) Untuk kepentingan penyidikan yang terkait dengan 

kuantitas barang bukti yang berada dalam kapal 
atau alat angkut air lainnya dapat digunakan 
metode survei daya muat, metode pemeriksaan 

pembacaan skala angka kapal, atau metode lain 
yang lazim digunakan dalam bidang pelayaran. 

(2) Metode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan oleh lembaga yang telah mempunyai 
kualifikasi di bidangnya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 
Pasal 48 

Ketentuan mengenai tata cara penyimpanan barang 

bukti hasil perusakan hutan yang disita sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dan tata cara 

peruntukan barang bukti sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 44, Pasal 45, dan Pasal 46 diatur dengan 
Peraturan Menteri. 

 
Pasal 49 

(1) Penyidik mengajukan permohonan lelang kepada 
ketua pengadilan negeri setempat terhadap barang 

bukti sitaan berupa kayu hasil pembalakan liar 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) dan 

barang bukti temuan serta barang bukti sitaan berupa 
hasil kebun dan/atau hasil tambang beserta sarana 
prasarana pendukungnya dari hasil tindak pidana 

penggunaan kawasan hutan secara tidak sah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dan 

ayat (2). 

 

(2) Pelaksanaan . . . 
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(2) Pelaksanaan lelang terhadap barang bukti 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh 

Badan Lelang Negara dalam jangka waktu paling lama 
14 (empat belas) hari kerja. 

(3) Pelaksanaan lelang oleh Badan Lelang Negara 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara 
terbuka setelah selesainya pengujian, penghitungan, 

dan penetapan nilai barang bukti oleh lembaga. 

(5) Terhadap pihak terafiliasi, tersangka kasus perusakan 
hutan dilarang mengikuti lelang sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3).  

(6) Pengujian, penghitungan, atau penetapan nilai barang 
bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus 

dilakukan oleh orang yang memiliki keahlian dan 
bersertifikat dari lembaga yang terakreditasi. 

 
Pasal 50 

Pengembalian kerugian akibat perusakan hutan tidak menghapus pidana 

pelaku perusakan hutan. 

 

Paragraf 2 

Pemeriksaan di Sidang Pengadilan 
 

Pasal 51 

(1) Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah tetapi 
tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang 

sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa 
hadirnya terdakwa. 

(2) Putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa 

diumumkan oleh penuntut umum pada papan 
pengumuman pengadilan, kantor pemerintah daerah, 
dan/atau diberitahukan kepada terdakwa atau 

kuasanya. 

(3) Terdakwa atau kuasanya dapat mengajukan upaya 

hukum atas putusan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat 
belas) hari sejak putusan dijatuhkan, diumumkan, 

atau diberitahukan kepada terdakwa yang tidak 
hadir. 

 
Pasal 52 . . . 
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Pasal 52 

(1) Perkara perusakan hutan wajib diperiksa dan diputus 

oleh pengadilan negeri dalam jangka waktu paling 
lama 45 (empat puluh lima) hari kerja terhitung sejak 
tanggal penerimaan pelimpahan perkara dari 

penuntut umum. 

(2) Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dimohonkan banding, perkara 
perusakan hutan wajib diperiksa dan diputus dalam 
jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja 

terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh 
Pengadilan Tinggi. 

(3) Dalam hal putusan Pengadilan Tinggi dimohonkan 

kasasi, perkara pembalakan liar wajib diperiksa dan 
diputus dalam jangka waktu paling lama 50 (lima 

puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal berkas 
perkara diterima oleh Mahkamah Agung. 

 

Pasal 53 

(1) Pemeriksaan perkara perusakan hutan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1), pada pengadilan 

negeri, dilakukan oleh majelis hakim yang berjumlah 
3 (tiga) orang yang terdiri dari satu orang hakim 

karier di pengadilan negeri setempat dan dua orang 
hakim ad hoc. 

(2) Pengangkatan hakim ad hoc sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilakukan oleh Presiden atas usulan 
Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. 

(3) Setelah berlakunya Undang-Undang ini ketua 
Mahkamah Agung Republik Indonesia harus 
mengusulkan calon hakim ad hoc yang diangkat 

melalui Keputusan Presiden untuk memeriksa 
perkara perusakan hutan. 

(4) Dalam mengusulkan calon hakim ad hoc 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Ketua 
Mahkamah Agung wajib mengumumkan kepada 

masyarakat. 

(5) Untuk dapat diangkat menjadi hakim ad hoc, harus 
terpenuhi syarat sebagai berikut: 

a. warga negara Indonesia; 

b. bertakwa . . . 
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b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 

c. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun 

pada saat pengangkatan; 

d. berijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang 
memiliki keahlian dan pengalaman sekurang-

kurangnya 10 (sepuluh) tahun dalam bidang 
kehutanan; 

e. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara 
berdasarkan putusan pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap karena 

melakukan tindak pidana yang diancam pidana 5 
(lima) tahun atau lebih; 

f. tidak pernah melakukan perbuatan tercela; 

g. cakap, jujur, serta memiliki integritas moral yang 
tinggi dan memiliki reputasi yang baik; 

h. tidak menjadi pengurus salah satu partai politik; 
dan 

i. melepaskan jabatan struktural dan jabatan 

lainnya selama menjadi hakim ad hoc. 

  
BAB V 

LEMBAGA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN 
 

Pasal  54 

(1) Dalam rangka pelaksanaan pencegahan dan 
pemberantasan perusakan hutan, Presiden 

membentuk lembaga yang menangani pencegahan 
dan pemberantasan perusakan hutan. 

(2) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Presiden.  

(3) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
terdiri atas: 

a. unsur Kementerian Kehutanan; 

b. unsur Kepolisian Republik Indonesia; 

c. unsur Kejaksaan Republik Indonesia; dan 

d. unsur lain yang terkait. 

(4) Pelaksanaan . . . 
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(4) Pelaksanaan tugas lembaga sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan 

ketentuan dalam Undang-Undang ini. 
 

Pasal 55 

(1) Lembaga dipimpin seorang kepala dan dibantu 

oleh seorang sekretaris dan beberapa orang 
deputi.  

(2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berasal dari unsur Pemerintah dan bertugas 
menyelenggarakan dukungan administratif 

terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab 
lembaga. 

(3) Deputi sebagaimana pada ayat (1) membidangi: 

a. bidang pencegahan; 

b. bidang penindakan; 

c. bidang hukum dan kerja sama; dan 

d. bidang pengawasan internal dan pengaduan 
masyarakat. 

 

(4) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, 

lembaga dapat membentuk satuan tugas sebagai 
unsur pelaksana. 

(5) Satuan tugas melaksanakan pemberantasan 
perusakan hutan yang bersifat strategis sejak 
penyelidikan sampai dengan penuntutan di 

seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia, termasuk wilayah kepabeanan atas 

perintah kepala lembaga dan/atau deputi. 

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, 
susunan organisasi, dan tata kerja lembaga diatur 

dalam Peraturan Presiden. 

 

Pasal 56 
 

(1) Lembaga yang menangani pencegahan dan 
pemberantasan perusakan hutan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal  54 ayat (1) bertugas: 

a. melakukan penyelidikan dan penyidikan 
tindak pidana perusakan hutan; 

b. melaksanakan . . . 
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b. melaksanakan administrasi penyelidikan dan 
penyidikan terhadap perkara perusakan 

hutan; 

c. melaksanakan kampanye antiperusakan 
hutan;  

d. membangun dan mengembangkan sistem 
informasi pencegahan dan pemberantasan 

perusakan hutan yang terintegrasi; 

e. memberdayakan masyarakat dalam upaya 
pencegahan dan pemberantasan perusakan 

hutan; 

f. melakukan kerja sama dan koordinasi 
antarlembaga penegak hukum dalam 

pemberantasan perusakan hutan;  

g. mengumumkan hasil pelaksanaan tugas dan 

kewenangannya secara berkala kepada 
masyarakat sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan; dan 

h. memberi izin penggunaan terhadap barang 
bukti kayu temuan hasil operasi 
pemberantasan perusakan hutan yang berasal 

dari luar kawasan hutan konservasi untuk 
kepentingan sosial. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan 
tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur 
dalam Peraturan Presiden. 

 
Pasal  57 

Dalam melaksanakan pencegahan dan 
pemberantasan perusakan hutan, lembaga 
melaporkan hasil kerjanya kepada Dewan Perwakilan 

Rakyat Republik Indonesia paling sedikit 6 (enam) 
bulan sekali. 

 

BAB VI 

PERAN SERTA MASYARAKAT 

Pasal 58 

(1) Masyarakat berhak atas: 

a. lingkungan . . . 
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a. lingkungan hidup yang baik dan sehat, 
termasuk kualitas lingkungan hidup yang 

dihasilkan oleh hutan;   

b. pemanfaatan hutan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan; 

c. upaya pemberdayaan masyarakat; dan 

e. penyuluhan tentang pentingnya kelestarian 

hutan dan dampak negatif perusakan hutan. 

(2) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dalam rangka pencegahan dan pemberantasan 

perusakan hutan, masyarakat berhak: 

a. mencari dan memperoleh informasi adanya 
dugaan telah terjadinya perusakan hutan; 

b. mendapat pelayanan dalam mencari, 
memperoleh, dan memberikan informasi 

adanya dugaan telah terjadi perusakan hutan 
dan penyalahgunaan izin kepada penegak 
hukum; 

c. mencari dan memperoleh informasi terhadap 
izin pengelolaan hutan yang telah dikeluarkan 
oleh pemerintah daerah setempat; 

d. menyampaikan saran dan pendapat secara 
bertanggung jawab kepada penegak hukum; 

dan 

e. memperoleh pelindungan hukum dalam: 

1. melaksanakan haknya sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan 
huruf c; dan 

2. proses penyelidikan, penyidikan, dan 
persidangan sebagai saksi pelapor, saksi, 
atau saksi ahli sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 
Pasal  59 

Masyarakat berkewajiban: 

a. menjaga dan memelihara kelestarian hutan; dan 

b. mengelola hutan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Pasal 60 . . . 
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Pasal 60 

Masyarakat berkewajiban memberikan informasi, baik 
lisan maupun tulisan kepada pihak yang berwenang 
apabila mengetahui atau adanya indikasi perusakan 

hutan. 

Pasal 61 

Masyarakat berperan serta dalam pencegahan dan 
pemberantasan perusakan hutan dengan cara: 

a. membentuk dan membangun jejaring sosial 

gerakan anti perusakan hutan; 

b. melibatkan dan menjadi mitra lembaga 
pemberantasan perusakan hutan dalam kegiatan 

pencegahan dan pemberantasan perusakan 
hutan; 

c. meningkatkan kesadaran tentang pentingnya 
kelestarian hutan dan dampak negatif perusakan 
hutan; 

d. memberikan informasi, baik lisan maupun tulisan 
kepada pihak yang berwenang berkaitan dengan 
pencegahan dan pemberantasan perusakan 

hutan; 

e. ikut serta melakukan pengawasan dalam 

penegakan hukum pemberantasan perusakan 
hutan; dan/atau 

f. melakukan kegiatan lain yang bertujuan untuk  

pencegahan dan pemberantasan perusakan 
hutan. 

 

Pasal 62 

Lembaga yang menangani pemberantasan perusakan 
hutan melakukan kemitraan dengan organisasi atau 

lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di 
bidang kehutanan atau di bidang lingkungan hidup 
serta organisasi sosial kemasyarakatan dalam 

melakukan pendampingan, pelayanan, dan dukungan 
kepada masyarakat. 

 
Pasal 63 . . . 
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Pasal 63 

Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 58 sampai dengan Pasal 60 dilaksanakan 
dengan berpegang teguh pada asas atau ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 
BAB VII 

KERJA SAMA INTERNASIONAL 
 

Pasal 64 

(1) Pemerintah dapat melakukan kerja sama 

internasional dengan negara lain dalam rangka 
pencegahan dan pemberantasan  perusakan 
hutan dengan mempertimbangkan dan menjaga 

kepentingan nasional. 

(2) Kerja sama internasional dalam rangka 

pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan 
dapat dilakukan dalam bentuk: 

a. kerja sama bilateral; 

b. kerja sama regional; atau 

c. kerja sama multilateral. 

 

Pasal 65 

(1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

64 dapat dilakukan berdasarkan suatu perjanjian. 

(2) Dalam hal belum ada perjanjian sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), kerja sama dapat 

dilakukan atas dasar hubungan baik berdasarkan 
prinsip timbal balik (resiprositas). 

 

Pasal 66 

(1) Pemerintah melakukan kerja sama internasional 

dalam rangka mencegah perdagangan dan/atau  
pencucian kayu tidak sah. 

(2) Pemerintah berkewajiban melakukan upaya 
pengembalian kerugian atas hasil tindak pidana 
perusakan hutan. 

(3) Upaya . . . 
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(3) Upaya pengembalian kerugian sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) berupa: 

a. pemblokiran atau pembekuan sementara harta 
kekayaan dengan tujuan untuk mencegah 
dialihkan atau dipindahtangankan agar orang 

tertentu atau semua orang tidak berurusan 
dengan harta yang telah diperoleh atau 

mungkin telah diperoleh dari kegiatan 
perusakan hutan; dan/atau 

b. perampasan hak atas kekayaan atau 

keuntungan yang telah diperoleh atau 
mungkin telah diperoleh dari hasil kegiatan 
perusakan hutan berdasarkan putusan 

pengadilan di Indonesia atau di negara asing. 

 

Pasal 67 

(2) Kerja sama internasional dalam rangka 
pencegahan perusakan hutan dapat  dilakukan 

dalam hal: 

a. manajemen pengelolaan hutan yang 
berkelanjutan; 

b. kerja sama konservasi dan restorasi kawasan 
hutan; 

c. pemberdayaan masyarakat; dan 

d. permerkuatan sistem verifikasi dan sertifikasi 
legalitas kayu yang diakui secara 

internasional. 

(3) Kerja sama internasional sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) ditujukan untuk mengurangi 
kerusakan hutan akibat perusakan hutan dan 
kelestarian hutan. 

 
Pasal 68 

Pemerintah mendorong kerja sama internasional 

dalam hal pendanaan dari masyarakat internasional 
dan investasi swasta internasional dalam rangka 

pencegahan perusakan hutan. 
 

 

Pasal 69 . . . 
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Pasal 69 

(1) Untuk melaksanakan kerja sama internasional 

dalam rangka pencegahan dan pemberantasan 
pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 64, Menteri dapat bertindak untuk dan atas 

nama Pemerintah Republik Indonesia melakukan 
kerja sama internasional dengan negara lain, 

organisasi internasional, dan/atau lembaga 
keuangan asing, khususnya menyangkut 
penanganan  pemberantasan pembalakan liar.  

(2) Kerja sama internasional sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan, konvensi, dan 

kebiasaan internasional yang berlaku secara 
umum. 

Pasal 70 

Dalam rangka penyelidikan, penyidikan, penuntutan, 
dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap 

perkara perusakan hutan, Pemerintah dapat 
melakukan kerja sama regional dan internasional 
melalui forum bilateral atau multilateral sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 

Pasal 71 

Kerja sama internasional dalam rangka melakukan 
penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 

meliputi: 

a. identitas keberadaan dan kegiatan dari setiap 

orang, baik nasional maupun asing yang disangka 
terlibat dalam perusakan hutan; 

b. pemindahan hasil kejahatan atau kekayaan yang 

berasal dari perusakan hutan; 

c. pemindahan kekayaan, perlengkapan, atau alat 
pembantu lainnya yang digunakan atau 

dimaksudkan untuk digunakan dalam melakukan 
perusakan hutan; 

d. seluruh mata rantai terjadinya tindak pidana 
pencucian kayu tidak sah sampai dengan 
pencucian uang; 

 

e. identitas . . . 
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e. identitas dan kegiatan dari negara yang 
melakukan pencucian kayu tidak sah yang 

merupakan hasil perusakan hutan di Indonesia; 
dan/atau 

f. melacak, membekukan, menyita, dan 

mengembalikan aset hasil tindak pidana 
perusakan hutan. 

 

Pasal 72 

Kerja sama dalam rangka penyelidikan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 70  dilakukan melalui kerja 
sama interpol negara masing-masing. 
 

Pasal 73 

Pemerintah dapat membuat perjanjian atau 
kesepakatan dengan negara asing untuk mendapat 
penggantian biaya dan bagi hasil atas pemanfaatan 

kayu dari perusakan hutan. 
 

BAB VIII 

PEMBIAYAAN 

Pasal 74 

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Undang-

Undang ini dibebankan kepada anggaran pendapatan 
dan belanja negara. 

 

Pasal 75 

Perencanaan dan pengajuan usulan anggaran 
pemberantasan perusakan hutan dilakukan oleh 
lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54. 

 

BAB IX 

PELINDUNGAN SAKSI, PELAPOR, DAN INFORMAN 
[ 

Pasal 76 

(1) Setiap orang yang menjadi saksi, pelapor, dan 

informan dalam upaya pencegahan dan 
pemberantasan pembalakan liar, wajib diberi 

pelindungan khusus oleh Pemerintah. 

(2) Perlindungan . . . 
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(2) Pelindungan khusus sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) bertujuan untuk menghindari 

kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, 
jiwa, dan/atau harta, termasuk keluarganya dan 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 
 

Pasal 77 

Pelindungan keamanan bagi saksi, pelapor, dan 
informan berupa: 

a. pelindungan atas keamanan pribadi, keluarga, 
dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman 

yang berkenaan dengan laporan dan informasi 
yang akan, sedang, atau telah diberikan; 

b. pemberian informasi mengenai putusan 
pengadilan; dan/atau 

c. pemberitahuan dalam hal terpidana dibebaskan. 
 

Pasal 78 

(1) Pelapor dan informan tidak dapat dituntut secara 
hukum, baik pidana maupun perdata atas 
laporan dan kesaksian yang akan, sedang, atau 

telah diberikannya. 

(2) Pelindungan hukum tidak berlaku terhadap 

pelapor dan informan yang memberikan 
keterangan tidak dengan itikad baik. 

 

Pasal 79 

Seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus 

yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan 
pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan 
meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat 

dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan 
pidana yang akan dijatuhkan. 

 
Pasal 80 

Mekanisme pelindungan hukum pelapor dan 

informan: 

a. pelapor dan informan mendapat pelindungan 
hukum dengan mempertimbangkan syarat 

sebagai berikut: 

1. sifat . . . 
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1. sifat pentingnya keterangan pelapor dan 
informan; 

2. tingkat ancaman yang membahayakan pelapor 
dan informan; 

3. hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap 

pelapor dan informan; dan 

4. rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan 

oleh pelapor dan informan. 

b. tata cara memperoleh pelindungan bagi pelapor 
dan informan, baik atas inisiatif sendiri maupun 

atas permintaan pejabat yang berwenang, 
dilakukan dengan mengajukan permohonan 
secara tertulis sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 81 

(1) Pejabat yang berwenang wajib memberikan 
pelindungan sepenuhnya kepada pelapor dan 

informan, termasuk keluarganya, sejak 
ditandatanganinya pernyataan kesediaan. 

(2) Pelindungan atas keamanan pelapor dan 

informan dihentikan berdasarkan alasan: 

a. pelapor dan informan meminta agar 

pelindungan terhadapnya dihentikan dalam 
permohonan diajukan atas inisiatif sendiri; 

b. atas permintaan pejabat yang berwenang 

dalam hal permintaan pelindungan terhadap 
pelapor dan informan berdasarkan atas 

permintaan pejabat yang bersangkutan; 

c. pelapor dan informan melanggar ketentuan 
yang tertulis dalam perjanjian;  

d. instansi yang berwenang berpendapat bahwa 
pelapor dan informan tidak lagi memerlukan 
pelindungan berdasarkan bukti-bukti yang 

meyakinkan; atau 

e. penghentian pelindungan keamanan seorang 

pelapor dan informan harus dilakukan secara 
tertulis. 

BAB X . . . 
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BAB X 

KETENTUAN PIDANA 

Pasal 82 

(1) Orang perseorangan yang dengan sengaja: 

a. melakukan penebangan pohon dalam kawasan 

hutan yang tidak sesuai dengan izin 
pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 12 huruf a; 

b. melakukan penebangan pohon dalam kawasan 
hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan 

oleh pejabat yang berwenang sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 12 huruf b; dan/atau 

c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan 

hutan secara tidak sah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 12 huruf c 

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 
(satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta 
pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 

(lima ratus juta rupiah) dan paling banyak 
Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta 
rupiah). 

(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan 

yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di 
sekitar kawasan hutan, pelaku dipidana dengan 
pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan 

paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana 
denda paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus 

ribu rupiah) dan paling banyak 
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 

(3) Korporasi yang: 

a. melakukan penebangan pohon dalam kawasan 
hutan yang tidak sesuai dengan izin 
pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 12 huruf a; 

b. melakukan penebangan pohon dalam kawasan 

hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan 
oleh pejabat yang berwenang sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 12 huruf b; dan/atau 
 

c. melakukan . . . 
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c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan 
hutan secara tidak sah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 12 huruf c 

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 
(lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) 

tahun serta pidana denda paling sedikit 
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan 

paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas 
miliar rupiah). 
 

Pasal 83 

(1) Orang perseorangan yang dengan sengaja: 

a. memuat, membongkar, mengeluarkan, 

mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki 
hasil penebangan di kawasan hutan tanpa 
izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 

huruf d; 

b. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil 
hutan kayu yang tidak dilengkapi secara 

bersama surat keterangan sahnya hasil 
hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

12 huruf e; dan/atau 

c. memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga 
berasal dari hasil pembalakan liar 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf 
h 

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 
(satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta 
pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 

(lima ratus juta rupiah) dan paling banyak 
Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta 
rupiah). 

(2) Orang perseorangan yang karena kelalaiannya: 

a. memuat, membongkar, mengeluarkan, 

mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki 
hasil penebangan di kawasan hutan tanpa 
izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 

huruf d; 

 

b. mengangkut . . . 
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b. mengangkut, menguasai atau memiliki hasil 
hutan kayu yang tidak dilengkapi secara 

bersama surat keterangan sahnya hasil 
hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
12 huruf e; dan/atau 

c. memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga 
berasal dari hasil pembalakan liar 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf 
h 

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 

(delapan) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun 
serta pidana denda paling sedikit 
Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan 

paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar 
rupiah). 

(3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c 
dilakukan oleh orang perseorangan yang 

bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar 
kawasan hutan, pelaku dipidana dengan pidana 
penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling 

lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda 
paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu 

rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 
(lima ratus juta rupiah). 

(4) Korporasi yang: 

a. memuat, membongkar, mengeluarkan, 
mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki 

hasil penebangan di kawasan hutan tanpa 
izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 
huruf d; 

b. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil 
hutan kayu yang tidak dilengkapi secara 
bersama surat keterangan sahnya hasil 

hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
12 huruf e; dan/atau 

c. memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga 
berasal dari hasil pembalakan liar 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf 

h 

dipidana . . . 
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dipidana dengan pidana penjara paling singkat 

5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) 
tahun serta pidana denda paling sedikit 
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan 

paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas 
miliar rupiah). 

 

Pasal 84 

(1) Orang perseorangan yang dengan sengaja 

membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk 
menebang, memotong, atau membelah pohon di 
dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang 

berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
12 huruf f dipidana dengan pidana penjara 

paling singkat 1 (tahun) tahun dan paling lama 5 
(lima) tahun serta pidana denda paling sedikit 
Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta 

rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 
(lima miliar rupiah). 

(2) Orang perseorangan yang karena kelalaiannya 

membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk 
menebang, memotong, atau membelah pohon di 

dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang 
berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
12 huruf f dipidana dengan pidana penjara 

paling singkat 8 (delapan) bulan dan paling lama 
2 (dua) tahun serta pidana denda paling sedikit 

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan 
paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar 
rupiah). 

(3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh orang 
perseorangan yang bertempat tinggal di dalam 

dan/atau di sekitar kawasan hutan dipidana 
dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) 

bulan serta paling lama 2 (dua) tahun dan/atau 
pidana denda paling sedikit Rp500.000,00 (lima 
ratus ribu rupiah) dan paling banyak 

Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 

(4) Korporasi . . . 
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(4) Korporasi yang membawa alat-alat yang lazim 
digunakan untuk menebang, memotong, atau 

membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa 
izin pejabat yang berwenang sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 12 huruf f dipidana 

dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) 
tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan 

pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 
(dua miliar rupiah) dan paling banyak 
Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). 

 
Pasal 85 

(1) Orang perseorangan yang dengan sengaja 

membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat 
lainnya yang lazim atau patut diduga akan 

digunakan untuk mengangkut hasil hutan di 
dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang 
berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

12 huruf g dipidana dengan pidana penjara 
paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 
(sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit 

Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan 
paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh 

miliar rupiah). 

(2) Korporasi yang membawa alat-alat berat 
dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut 

diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil 
hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin 

pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 12 huruf g dipidana dengan pidana 
penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling 

lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda 
paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar 
rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 

(lima belas miliar rupiah). 
 

Pasal 86 

(1) Orang perseorangan yang dengan sengaja: 

a. mengedarkan kayu hasil pembalakan liar 

melalui darat, perairan, atau udara 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf 
i; dan/atau 

b. menyelundupkan . . . 
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b. menyelundupkan kayu yang berasal dari atau 
masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia melalui sungai, darat, laut, atau 
udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 
huruf j 

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 
(satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta 

pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 
(lima ratus juta rupiah) dan paling banyak 
Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta 

rupiah). 

(2) Korporasi yang: 

a. mengedarkan kayu hasil pembalakan liar 

melalui darat, perairan, atau udara 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf 

i; dan/atau 

b. menyelundupkan kayu yang berasal dari 
atau masuk ke wilayah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia melalui sungai, darat, 
laut, atau udara sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 12 huruf j 

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 
(lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) 

tahun serta pidana denda paling sedikit 
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan 
paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas 

miliar rupiah). 

 

Pasal 87 

(1) Orang perseorangan yang dengan sengaja: 

a. menerima, membeli, menjual, menerima 

tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki 
hasil hutan yang diketahui berasal dari 
pembalakan liar sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 12 huruf k; 

b. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah 

hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan 
hutan yang diambil atau dipungut secara 
tidak sah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 12 huruf l; dan/atau 

c. menerima . . . 
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c. menerima, menjual, menerima tukar, 

menerima titipan, menyimpan, dan/atau 
memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari 
kawasan hutan yang diambil atau dipungut 

secara tidak sah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 12 huruf m 

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 
(satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan 
pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 

(lima ratus juta rupiah) dan paling banyak 
Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta 
rupiah). 

(2) Orang perseorangan yang karena kelalaiannya: 

a. menerima, membeli, menjual, menerima 

tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki 
hasil hutan yang diketahui berasal dari 
pembalakan liar sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 12 huruf k; 

b. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah 
hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan 

hutan yang diambil atau dipungut secara 
tidak sah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 12 huruf l; dan/atau 

c. menerima, menjual, menerima tukar, 
menerima titipan, menyimpan, dan/atau 

memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari 
kawasan hutan yang diambil atau dipungut 

secara tidak sah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 12 huruf m 

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 

(delapan) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun 
serta pidana denda paling sedikit 
Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta 

rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 
(satu miliar rupiah). 

 

(3) Dalam . . . 
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(3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh orang 

perseorangan yang bertempat tinggal di dalam 
dan/atau di sekitar kawasan hutan, pelaku 
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 

(tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun 
dan/atau pidana denda paling sedikit 

Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling 
banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta 
rupiah). 

(4) Korporasi yang: 

a. menerima, membeli, menjual, menerima 

tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki 
hasil hutan yang diketahui berasal dari 

pembalakan liar sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 12 huruf k; 

b. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah 
hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan 
hutan yang diambil atau dipungut secara 

tidak sah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 12 huruf l; dan/atau 

c. menerima, menjual, menerima tukar, 
menerima titipan, menyimpan, dan/atau 

memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari 
kawasan hutan yang diambil atau dipungut 
secara tidak sah sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 12 huruf m 

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 
(lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) 
tahun serta pidana denda paling sedikit 

Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan 
paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas 
miliar rupiah). 
 

Pasal 88 

(1) Orang perseorangan yang dengan sengaja: 

a. melakukan pengangkutan kayu hasil hutan 

tanpa memiliki dokumen yang merupakan 
surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai 
dengan ketentuan  peraturan perundang-

undangan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 16; 

b. memalsukan . . . 
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b. memalsukan surat keterangan sahnya hasil 

hutan kayu dan/atau menggunakan surat 
keterangan sahnya hasil hutan kayu yang 
palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

14; dan/atau 

c. melakukan penyalahgunaan dokumen 

angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan 
oleh pejabat yang berwenang sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 15 

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 
(satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta 
pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 

(lima ratus juta rupiah) dan paling banyak 
Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta 

rupiah). 

(2) Korporasi yang: 

a. melakukan pengangkutan kayu hasil hutan 

tanpa memiliki dokumen yang merupakan 
surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai 
dengan ketentuan  peraturan perundang-

undangan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 16; 

b. memalsukan surat keterangan sahnya hasil 
hutan kayu dan/atau menggunakan surat 
keterangan sahnya hasil hutan kayu yang 

palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
14; dan/atau 

c. melakukan penyalahgunaan dokumen 
angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan 
oleh pejabat yang berwenang sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 15 

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 
(lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) 

tahun serta pidana denda paling sedikit 
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan 

paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas 
miliar rupiah). 

 

 

Pasal 89 . . . 
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Pasal 89 

(1) Orang perseorangan yang dengan sengaja: 

a. melakukan kegiatan penambangan di dalam 
kawasan hutan tanpa izin Menteri 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat 
(1) huruf b; dan/atau 

b. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat 
lainnya yang lazim atau patut diduga akan 
digunakan untuk melakukan kegiatan 

penambangan dan/atau mengangkut hasil 
tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin 
Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

17 ayat (1) huruf a 

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 

(tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) 
tahun serta pidana denda paling sedikit 
Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta 

rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 
(sepuluh miliar rupiah). 

(2) Korporasi yang: 

a. melakukan kegiatan penambangan di dalam 
kawasan hutan tanpa izin Menteri 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat 
(1) huruf b; dan/atau 

b. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat 

lainnya yang lazim atau patut diduga akan 
digunakan untuk melakukan kegiatan 

penambangan dan/atau mengangkut hasil 
tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin 
Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

17 ayat (1) huruf a 

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 
(delapan) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) 

tahun serta pidana denda paling sedikit 
Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) 

dan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima 
puluh miliar rupiah). 

 

Pasal 90 . . . 
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Pasal 90 

(1) Orang perseorangan yang dengan sengaja 

mengangkut dan/atau menerima titipan hasil 
tambang yang berasal dari kegiatan 
penambangan di dalam kawasan hutan tanpa 

izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat 
(1) huruf c dipidana dengan pidana penjara 

paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 
(sepuluh) tahun serta pidana denda paling 
sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima 

ratus juta rupiah) dan paling banyak 
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 

(2) Korporasi yang mengangkut dan/atau menerima 

titipan hasil tambang yang berasal dari kegiatan 
penambangan di dalam kawasan hutan tanpa 

izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat 
(1) huruf c dipidana dengan pidana penjara 
paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 

(lima belas) tahun serta pidana denda paling 
sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) 
dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima 

belas miliar rupiah). 

 

Pasal 91 

(1) Orang perseorangan yang dengan sengaja: 

a. menjual, menguasai, memiliki, dan/atau 

menyimpan hasil tambang yang berasal dari 
kegiatan penambangan di dalam kawasan 

hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d; dan/atau 

b. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah 

hasil tambang dari kegiatan penambangan di 
dalam kawasan hutan tanpa izin 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat 

(1) huruf e 

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 

(tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun 
serta pidana denda paling sedikit 
Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta 

rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 
(lima miliar rupiah). 

(2) Korporasi . . . 
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(2) Korporasi yang: 

a. menjual, menguasai, memiliki, dan/atau 
menyimpan hasil tambang yang berasal dari 
kegiatan penambangan di dalam kawasan 

hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d; dan/atau 

b. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah 
hasil tambang dari kegiatan penambangan di 

dalam kawasan hutan tanpa izin 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat 
(1) huruf e 

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 
(lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) 

tahun serta pidana denda paling sedikit 
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan 

paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas 
miliar rupiah). 
 

Pasal 92 

(1) Orang perseorangan yang dengan sengaja: 

a. melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin 
Menteri di dalam kawasan hutan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b; 
dan/atau 

b. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat 
lainnya yang lazim atau patut diduga akan 
digunakan untuk melakukan kegiatan 

perkebunan dan/atau mengangkut hasil 
kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin 

Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
17 ayat (2) huruf a 

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 
(tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun 
serta pidana denda paling sedikit 

Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta 
rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 

(lima miliar rupiah). 

(2) Korporasi yang: 

a. melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin 
Menteri di dalam kawasan hutan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b; 
dan/atau 

b. membawa . . . 
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b. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat 

lainnya yang lazim atau patut diduga akan 
digunakan untuk melakukan kegiatan 
perkebunan dan/atau mengangkut hasil 

kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin 
Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

17 ayat (2) huruf a 

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 
(delapan) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) 

tahun serta pidana denda paling sedikit 
Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) 
dan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima 

puluh miliar rupiah). 
 

Pasal 93 

(1) Orang perseorangan yang dengan sengaja: 

a. mengangkut dan/atau menerima titipan hasil 
perkebunan yang berasal dari kegiatan 

perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa 
izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 
ayat (2) huruf c; 

b. menjual, menguasai, memiliki, dan/atau 
menyimpan hasil perkebunan yang berasal 

dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan 
hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d; dan/atau 

c. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah 
hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari 
kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan 

tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
17 ayat (2) huruf e 

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 
(tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun 
serta pidana denda paling sedikit 

Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta 
rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 

(lima miliar rupiah). 

 

(2) Orang . . . 
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(2) Orang perseorangan yang karena kelalaiannya:  

a. mengangkut dan/atau menerima titipan hasil 
perkebunan yang berasal dari kegiatan 
perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa 

izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 
ayat (2) huruf c; 

b. menjual, menguasai, memiliki dan/atau 
menyimpan hasil perkebunan yang berasal 

dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan 
hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d; dan/atau 

c. membeli, memasarkan dan/atau mengolah 
hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari 

kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan 
tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

17 ayat (2) huruf e 

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 

(satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan 
pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 
(seratus juta rupiah) dan paling banyak 

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 

(3) Korporasi yang: 

a. mengangkut dan/atau menerima titipan hasil 

perkebunan yang berasal dari kegiatan 
perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa 
izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 

ayat (2) huruf c; 

b. menjual, menguasai, memiliki dan/atau 
menyimpan hasil perkebunan yang berasal 
dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan 

hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d; dan/atau 

c. membeli, memasarkan dan/atau mengolah 
hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari 

kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan 
tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
17 ayat (2) huruf e 

 

dipidana . . . 
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dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 
(lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) 

tahun serta pidana denda paling sedikit 
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan 
paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas 

miliar rupiah). 

 

Pasal 94 

(1) Orang perseorangan yang dengan sengaja: 

a. menyuruh, mengorganisasi, atau 

menggerakkan pembalakan liar dan/atau 
penggunaan kawasan hutan secara tidak sah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf 

a;  

b. melakukan permufakatan jahat untuk 

melakukan pembalakan liar dan/atau 
penggunaan kawasan hutan secara tidak sah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf 

c;  

c. mendanai pembalakan liar dan/atau 
penggunaan kawasan hutan secara tidak sah 

secara langsung atau tidak langsung 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf 

d; dan/atau 

d. mengubah status kayu hasil pembalakan liar 
dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan 

secara tidak sah, seolah-olah menjadi kayu 
yang sah atau hasil penggunaan kawasan 

hutan yang sah untuk dijual kepada pihak 
ketiga, baik di dalam maupun di luar negeri 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f 

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 
(delapan) tahun dan paling lama 15 (lima belas) 
tahun serta pidana denda paling sedikit 

Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) 
dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 

(seratus miliar rupiah). 

 

(2) Korporasi . . . 
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(2) Korporasi yang:  

a. menyuruh, mengorganisasi, atau 
menggerakkan pembalakan liar dan/atau 
penggunaan kawasan hutan secara tidak sah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf 
a;  

b. melakukan permufakatan jahat untuk 
melakukan pembalakan liar dan/atau 

penggunaan kawasan hutan secara tidak sah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf 
c;  

c. mendanai pembalakan liar dan/atau 
penggunaan kawasan hutan secara tidak sah, 

secara langsung atau tidak langsung 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf 

d; dan/atau 

d. mengubah status kayu hasil pembalakan liar 

dan atau hasil penggunaan kawasan hutan 
secara tidak sah, seolah-olah menjadi kayu 
yang sah atau hasil penggunaan kawasan 

hutan yang sah untuk dijual kepada pihak 
ketiga, baik di dalam maupun di luar negeri 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f 

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 

10 (sepuluh) tahun dan paling lama seumur 
hidup serta pidana denda paling sedikit 
Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) 

dan paling banyak Rp1.000.000.000.000,00 
(satu triliun rupiah). 
 

Pasal 95 

(1) Orang perseorangan yang dengan sengaja: 

a. memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar 

dengan mengubah bentuk, ukuran, termasuk 
pemanfaatan limbahnya sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 19 huruf g; 

 

b. menempatkan . . . 
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b. menempatkan, mentransfer, membayarkan, 
membelanjakan, menghibahkan, 

menyumbangkan, menitipkan, membawa ke 
luar negeri dan/atau menukarkan uang  atau 
surat berharga lainnya serta harta kekayaan 

lainnya yang diketahuinya atau patut diduga 
merupakan hasil pembalakan liar dan/atau 

hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak 
sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 
huruf h; dan/atau 

c. menyembunyikan atau menyamarkan asal 
usul harta yang diketahui atau patut diduga 

berasal dari hasil pembalakan liar dan/atau 
hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak 

sah sehingga seolah-olah menjadi harta 
kekayaan yang sah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 19 huruf i 

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 
(delapan) tahun dan paling lama 15 (lima belas) 

tahun serta pidana denda paling sedikit 
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) 

dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 
(seratus miliar rupiah). 

(2) Orang perseorangan yang karena kelalaiannya:  

a. memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar 

dengan mengubah bentuk, ukuran, termasuk 
pemanfaatan limbahnya sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 19 huruf g; 

b. menempatkan, mentransfer, membayarkan, 

membelanjakan, menghibahkan, 
menyumbangkan, menitipkan, membawa ke 
luar negeri dan/atau menukarkan uang  atau 

surat berharga lainnya serta harta kekayaan 
lainnya yang diketahuinya atau patut diduga 

merupakan hasil pembalakan liar dan/atau 
hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak 
sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 

huruf h; dan/atau 

 

c. menyembunyikan . . . 
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c. menyembunyikan atau menyamarkan asal 
usul harta yang diketahui atau patut diduga 

berasal dari hasil pembalakan liar dan/atau 
hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak 
sah sehingga seolah-olah menjadi harta 

kekayaan yang sah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 19 huruf i 

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 
(dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta 
pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 

(lima ratus juta rupiah) dan paling banyak 
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 

(3) Korporasi yang: 

a. memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar 
dengan mengubah bentuk, ukuran, termasuk 

pemanfaatan limbahnya sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 19 huruf g; 

b. menempatkan, mentransfer, membayarkan, 

membelanjakan, menghibahkan, 
menyumbangkan, menitipkan, membawa ke 
luar  negeri, dan/atau menukarkan uang  atau 

surat berharga lainnya serta harta kekayaan 
lainnya yang diketahuinya atau patut diduga 

merupakan hasil pembalakan liar dan/atau 
hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak 
sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 

huruf h; dan/atau 

c. menyembunyikan atau menyamarkan asal 

usul harta yang diketahui atau patut diduga 
berasal dari hasil pembalakan liar dan/atau 
hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak 

sah sehingga seolah-olah menjadi harta 
kekayaan yang sah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 19 huruf i 

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 
10 (sepuluh) tahun dan paling lama seumur 

hidup serta pidana denda paling sedikit 
Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) 
dan paling banyak Rp1.000.000.000.000,00 

(satu triliun rupiah). 

 

Pasal 96 . . . 
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Pasal 96 

(1) Orang perseorangan yang dengan sengaja: 

a. memalsukan surat izin pemanfaatan hasil 

hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan 
hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 
huruf a; 

b. menggunakan surat izin palsu pemanfaatan 

hasil hutan kayu dan/atau penggunaan 
kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 24 huruf b; dan/atau 

c. memindahtangankan atau menjual izin yang 
dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang 

kecuali dengan persetujuan Menteri 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf 

c 

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 

(satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta 
pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 
(lima ratus juta rupiah) dan paling banyak 

Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta 
rupiah). 

(2) Korporasi yang: 

a. memalsukan surat izin pemanfaatan hasil 
hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan 
hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 

huruf a; 

b. menggunakan surat izin palsu pemanfaatan 

hasil hutan kayu dan/atau penggunaan 
kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 24 huruf b; dan/atau 

c. memindahtangankan atau menjual izin yang 

dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang 
kecuali dengan persetujuan Menteri 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf 

c 

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 
(lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) 
tahun serta pidana denda paling sedikit 

Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan 
paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas 
miliar rupiah). 

Pasal 97 . . . 
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Pasal 97 

(1) Orang perseorangan yang dengan sengaja: 

a. merusak sarana dan prasarana pelindungan 
hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25; 
dan/atau 

b. merusak, memindahkan, atau menghilangkan 
pal batas luar kawasan hutan, batas fungsi 

kawasan hutan, atau batas kawasan hutan 
yang berimpit dengan batas negara yang 
mengakibatkan perubahan bentuk dan/atau 

luasan kawasan hutan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 26 

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 

(satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun serta 
pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 

(dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 
Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta 
rupiah). 

(2) Orang perseorangan yang karena kelalaiannya: 

a. merusak sarana dan prasarana pelindungan 
hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25; 

dan/atau 

b. merusak, memindahkan, atau menghilangkan 

pal batas luar kawasan hutan, batas fungsi 
kawasan hutan, atau batas kawasan hutan 
yang berimpit dengan batas negara yang 

mengakibatkan perubahan bentuk dan/atau 
luasan kawasan hutan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 26 

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 
(delapan) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun 

serta pidana denda paling sedikit 
Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan 
paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta 

rupiah). 

(3) Korporasi yang:  

a. merusak sarana dan prasarana pelindungan 
hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25; 
dan/atau 

b. merusak . . . 
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b. merusak, memindahkan, atau menghilangkan 
pal batas luar kawasan hutan, batas fungsi 
kawasan hutan, atau batas kawasan hutan 

yang berimpit dengan batas negara yang 
mengakibatkan perubahan bentuk dan/atau 

luasan kawasan hutan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 26 

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 
(empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) 
tahun serta pidana denda paling sedikit 

Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan 
paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas 

miliar rupiah). 

 

Pasal 98 

(1) Orang perseorangan yang dengan sengaja turut 
serta melakukan atau membantu terjadinya 
pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan 

hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 19 huruf b dipidana dengan pidana 

penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling 
lama 3 (tiga) tahun serta pidana denda paling 
sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta 

rupiah) dan paling banyak Rp1.500.000.000,00 
(satu miliar lima ratus juta rupiah). 

(2) Orang perseorangan yang karena kelalaiannya 
turut serta melakukan atau membantu 

terjadinya pembalakan liar dan/atau 
penggunaan kawasan hutan secara tidak sah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b 

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 
(delapan) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun 

serta pidana denda paling sedikit 
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan 
paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar 

rupiah). 

 

(3) Korporasi . . . 
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(3) Korporasi yang turut serta melakukan atau 
membantu terjadinya pembalakan liar dan/atau 

penggunaan kawasan hutan secara tidak sah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b 
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 

(lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) 
tahun serta pidana denda paling sedikit 

Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan 
paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas 
miliar rupiah). 
 

Pasal 99 

(1) Orang perseorangan yang dengan sengaja 
menggunakan dana yang diduga berasal dari 

hasil pembalakan liar dan/atau penggunaan 
kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 19 huruf e dipidana 

dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) 
tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun 

serta pidana denda paling sedikit 
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) 
dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 

(seratus miliar rupiah). 

(2) Orang perseorangan yang karena kelalaiannya 

menggunakan dana yang diduga berasal dari 
hasil pembalakan liar dan/atau penggunaan 

kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 19 huruf e dipidana 
dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) 

tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana 
denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua 
ratus juta rupiah) dan paling banyak 

Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta 
rupiah). 

(3) Korporasi yang menggunakan dana yang diduga 
berasal dari hasil pembalakan liar dan/atau 

penggunaan kawasan hutan secara tidak sah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e 
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 

10 (sepuluh) tahun dan paling lama seumur 
hidup serta pidana denda paling sedikit 

Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) 
dan paling banyak Rp1.000.000.000.000,00 
(satu triliun rupiah). 

Pasal 100 . . . 
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Pasal 100 
 

(1) Orang perseorangan yang dengan sengaja 

mencegah, merintangi, dan/atau menggagalkan 
secara langsung maupun tidak langsung upaya 
pemberantasan pembalakan liar dan 

penggunaan kawasan hutan secara tidak sah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dipidana 
dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) 

tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan 
pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 

(lima ratus juta rupiah) dan paling banyak 
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 

(2) Korporasi yang mencegah, merintangi, dan/atau 

menggagalkan secara langsung maupun tidak 
langsung upaya pemberantasan pembalakan liar 

dan penggunaan kawasan hutan secara tidak 
sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 

(lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) 
tahun serta pidana denda paling sedikit 
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan 

paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas 
miliar rupiah). 

 

Pasal 101 
 

(1) Orang perseorangan yang dengan sengaja 
memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar 
dan/atau penggunaan kawasan hutan secara 

tidak sah yang berasal dari hutan konservasi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dipidana 

dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) 
tahun dan paling lama 3 (tiga)  tahun serta 
pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 

(dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 
Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta 

rupiah). 

 

(2) Dalam . . . 
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(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan 

yang bertempat tinggal di sekitar atau di dalam 
kawasan hutan dipidana dengan pidana penjara 
paling singkat 3 (tiga) bulan serta paling lama 1 

(satu) tahun dan/atau pidana denda paling 
sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) 

paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta 
rupiah). 

(3) Korporasi yang memanfaatkan kayu hasil 

pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan 
hutan secara tidak sah yang berasal dari hutan 
konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

21 dipidana dengan pidana penjara paling 
singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima 

belas) tahun serta pidana denda paling sedikit 
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan 
paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas 

miliar rupiah). 
 

Pasal 102 

(1) Orang perseorangan yang dengan sengaja 
menghalang-halangi dan/atau menggagalkan 
penyelidikan, penyidikan, penuntutan, atau 

pemeriksaan di sidang pengadilan tindak pidana 
pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan 

secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 22 dipidana dengan pidana penjara paling 
singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 

(sepuluh) tahun serta pidana denda paling 
sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta 
rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 

(lima miliar rupiah). 

(2) Korporasi yang menghalang-halangi dan/atau 

menggagalkan penyelidikan, penyidikan, 
penuntutan, atau pemeriksaan di sidang 
pengadilan tindak pidana pembalakan liar dan 

penggunaan kawasan hutan secara tidak sah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dipidana 

dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) 
tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun 
serta pidana denda paling sedikit 

Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan 
paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas 
miliar rupiah). 

Pasal 103 . . . 
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Pasal 103 

(1) Orang perseorangan yang dengan sengaja 
melakukan intimidasi dan/atau ancaman 
terhadap keselamatan petugas yang melakukan 

pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar 
dan penggunaan kawasan hutan secara tidak 

sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 
(satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun 

serta pidana denda paling sedikit 
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan 

paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar 
rupiah). 

(2) Korporasi yang melakukan intimidasi dan/atau 

ancaman terhadap keselamatan petugas yang 
melakukan pencegahan dan pemberantasan 
pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan 

secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 23 dipidana dengan pidana penjara paling 

singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima 
belas) tahun serta pidana denda paling sedikit 
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan 

paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas 
miliar rupiah). 

 
 

Pasal 104 

Setiap pejabat  yang dengan sengaja melakukan 
pembiaran terjadinya perbuatan pembalakan liar 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai 

dengan Pasal 17 dan Pasal 19, tetapi tidak 
menjalankan tindakan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 27 dipidana dengan pidana penjara 
paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 15 
(lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit 

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling 
banyak Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus 

juta rupiah). 
 

Pasal 105 . . . 

 
 



 

 

 

 

 

 

- 63 - 

Pasal 105 

Setiap pejabat  yang: 

a. menerbitkan izin pemanfaatan hasil hutan kayu 
dan/atau penggunaan kawasan hutan di dalam 
kawasan hutan yang tidak sesuai dengan 

kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 28 huruf a; 

b. menerbitkan izin pemanfaatan hasil hutan kayu 
dan/atau izin penggunaan kawasan hutan di 
dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b; 

c. melindungi pelaku pembalakan liar dan/atau 

penggunaan kawasan hutan secara tidak sah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c; 

d. ikut serta atau membantu kegiatan pembalakan 
liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara 
tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 

huruf d; 

e. melakukan permufakatan untuk terjadinya 
pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan 

hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 28 huruf e; 

f. menerbitkan surat keterangan sahnya hasil 
hutan tanpa hak  sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 28 huruf f; dan/atau 

g. dengan sengaja melakukan pembiaran dalam 
melaksanakan tugas sehingga terjadi tindak 

pidana pembalakan liar dan/atau penggunaan 
kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 28 huruf g 

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 
(satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun 
serta pidana denda paling sedikit 

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling 
banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar 

rupiah). 

 

Pasal 106 . . . 
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Pasal 106 
 

Setiap pejabat yang melakukan kelalaian dalam 

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 28 huruf h dipidana dengan pidana penjara 

paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 5 
(lima) tahun serta pidana denda paling sedikit 
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan 

paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar 
rupiah). 
 

Pasal 107 

Setiap kegiatan pembalakan liar dan/atau 
penggunaan kawasan hutan secara tidak sah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai 

dengan Pasal 17 dan Pasal 20 sampai dengan Pasal 
26 yang melibatkan pejabat, pidananya ditambah 

1/3 (satu per tiga) dari ancaman pidana pokok. 
 

 

Pasal 108 

Selain penjatuhan sanksi pidana sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 82, Pasal 84, Pasal 94, Pasal 
96, Pasal 97 huruf a, Pasal 97 huruf b, Pasal 104, 
Pasal 105, atau Pasal 106 dikenakan juga uang 

pengganti, dan apabila tidak terpenuhi, terdakwa 
dikenai hukuman penjara yang lamanya tidak 

melebihi ancaman maksimum dari pidana pokok 
sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini 
dan lama pidana sudah ditentukan dalam putusan 

pengadilan. 

 

Pasal  109 
 

(1) Dalam hal perbuatan pembalakan, pemanenan, 
pemungutan, penguasaan, pengangkutan, dan 

peredaran kayu hasil tebangan liar dilakukan 
oleh atau atas nama suatu korporasi, tuntutan 
dan/atau penjatuhan pidana dilakukan terhadap 

korporasi dan/atau pengurusnya. 

 

(2) Perbuatan . . . 
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(2) Perbuatan pembalakan, pemanenan, 
pemungutan, penguasaan, pengangkutan, dan 

peredaran kayu hasil tebangan liar dilakukan 
oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut 
dilakukan oleh orang perorangan, baik 

berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan 
lain, bertindak dalam lingkungan korporasi 

tersebut baik secara sendiri maupun bersama-
sama. 

(3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap 

korporasi, korporasi tersebut diwakili oleh 
pengurus. 

(4) Hakim dapat memerintahkan pengurus korporasi 

agar menghadap sendiri di sidang pengadilan 
dan dapat pula memerintahkan agar pengurus 

tersebut dibawa ke sidang pengadilan. 

(5) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap 
korporasi hanya pidana denda sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 82 sampai dengan Pasal 
103. 

(6) Selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 82 sampai dengan Pasal 
103, korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan 

berupa penutupan seluruh atau sebagian 
perusahaan. 
 

 

BAB XI 

KETENTUAN PERALIHAN 
 

Pasal 110 

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku: 

a. perkara tindak pidana perusakan hutan yang 
telah dilakukan penyidikan, penuntutan, dan 

pemeriksaan di pengadilan berdasarkan Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 
Kehutanan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3888) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 

Tahun 1999     tentang      Kehutanan     menjadi 

Undang-Undang . . . 
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Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4412) tetap dilanjutkan sampai memperoleh 

putusan pengadilan yang memiliki kekuatan 
hukum tetap; dan 

b. perkara tindak pidana perusakan hutan dalam 
kawasan hutan yang telah ditunjuk oleh 
Pemerintah sebelum Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011 tanggal 12 
Februari 2012 tentang Pengujian Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 

Kehutanan, berlaku ketentuan dalam Undang-
Undang ini. 

 

BAB  XII 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 111 

(1) Lembaga pencegahan dan pemberantasan 

perusakan hutan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 53 harus telah terbentuk paling lama 2 
(dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini 

diundangkan. 

(2) Sejak terbentuknya lembaga sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), penanganan semua 
tindak pidana perusakan hutan yang 
terorganisasi sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang ini menjadi kewenangan lembaga 
pencegahan dan pemberantasan perusakan 
hutan. 

 

Pasal 112 

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku: 

a. ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (3) huruf a, 
huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, serta huruf k; 

dan 

 

b. ketentuan . . . 
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b. ketentuan Pasal 78 ayat (1) mengenai ketentuan 
pidana terhadap Pasal 50 ayat (1) serta ayat (2) 
mengenai ketentuan pidana terhadap Pasal 50 

ayat (3) huruf a dan huruf b, ayat (6), ayat (7), 
ayat (9), dan ayat (10) 

dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 
tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4412) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 

Pasal 113 

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua 
peraturan perundang-undangan yang merupakan 
peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 41 

Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) yang 

mengatur tindak pidana perusakan hutan 
dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak 

bertentangan dengan Undang-Undang ini. 

 

Pasal 114 

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

 

 

 

Agar . . . 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Undang-Undang ini dengan 
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik 
Indonesia. 

 

Disahkan di Jakarta 

pada tanggal 6 Agustus 2013 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 

                      ttd. 

 

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO 

 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 6 Agustus 2013 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  

            REPUBLIK INDONESIA, 

 

                          ttd. 

 

               AMIR SYAMSUDIN 

 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 130 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI 

     Asisten Deputi Perundang-undangan  
               Bidang Perekonomian, 
 

 

 

              Lydia Silvanna Djaman 



 

 

PENJELASAN 

ATAS 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 18 TAHUN 2013 

TENTANG 

PENCEGAHAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN 

 

I.   UMUM 
 

Hutan Indonesia sebagai karunia dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa 
yang diamanatkan kepada bangsa Indonesia merupakan unsur utama 
sistem penyangga kehidupan manusia dan merupakan modal dasar 

pembangunan nasional yang memiliki manfaat nyata, baik manfaat ekologi, 
sosial budaya, maupun ekonomi agar kehidupan dan penghidupan bangsa 

Indonesia berkembang secara seimbang dan dinamis. 
 

Hutan Indonesia merupakan salah satu hutan tropis terluas di dunia 
sehingga keberadaanya menjadi tumpuan keberlangsungan kehidupan 

bangsa-bangsa di dunia, khususnya dalam mengurangi dampak perubahan 
iklim global. Oleh karena itu, pemanfaataan dan penggunaannya harus 
dilakukan secara terencana, rasional, optimal, dan bertanggung jawab 

sesuai dengan kemampuan daya dukung serta memperhatikan kelestarian 
fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup guna mendukung pengelolaan 
hutan dan pembangunan kehutanan yang berkelanjutan bagi kemakmuran 

rakyat. Hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa 

bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh 
negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 
Dengan demikian, hutan sebagai salah satu sumber kekayaan alam bangsa 

Indonesia dikuasai oleh negara.  
 

Penguasaan sumber daya hutan oleh negara memberi wewenang kepada 
pemerintah untuk (i) mengatur dan mengurus segala sesuatu yang 

berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan; (ii) menetapkan 
kawasan hutan dan/atau mengubah status kawasan hutan; (iii) mengatur 
dan menetapkan hubungan hukum antara orang dan hutan atau kawasan 

hutan dan hasil hutan; serta (iv) mengatur perbuatan hukum mengenai 
kehutanan. Selanjutnya, pemerintah sesuai dengan kewenangannya dapat 

memberikan izin kepada pihak lain yang memenuhi persyaratan untuk 
melakukan kegiatan di bidang kehutanan. Namun, untuk hal-hal tertentu 
yang sangat penting, berskala dan berdampak luas, serta bernilai strategis, 

pemerintah harus memperhatikan aspirasi rakyat melalui persetujuan 
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 

Pembangunan . . . 
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Pembangunan hutan berkelanjutan memerlukan upaya yang sungguh-
sungguh karena masih terjadi berbagai tindak kejahatan kehutanan, 

seperti pembalakan liar, penambangan tanpa izin, dan perkebunan tanpa 
izin. Kejahatan itu telah menimbulkan kerugian negara dan kerusakan 
kehidupan sosial budaya dan lingkungan hidup yang sangat besar serta 

telah meningkatkan pemanasan global yang telah menjadi isu nasional, 
regional, dan internasional. 

 

Akhir-akhir ini perusakan hutan semakin meluas dan kompleks. 

Perusakan itu terjadi tidak hanya di hutan produksi, tetapi juga telah 
merambah ke hutan lindung ataupun hutan konservasi. Perusakan hutan 
telah berkembang menjadi suatu tindak pidana kejahatan yang berdampak 

luar biasa dan terorganisasi serta melibatkan banyak pihak, baik nasional 
maupun internasional. Kerusakan yang ditimbulkan telah mencapai 

tingkat yang sangat mengkhawatirkan bagi kelangsungan hidup bangsa 
dan negara. Oleh karena itu, penanganan perusakan hutan harus 
dilakukan secara luar biasa. 

 

Upaya menangani perusakan hutan sesungguhnya telah lama dilakukan, 
tetapi belum berjalan secara efektif dan belum menunjukkan hasil yang 
optimal. Hal itu antara lain disebabkan oleh peraturan perundang-

undangan yang ada belum secara tegas mengatur tindak pidana perusakan 
hutan yang dilakukan secara terorganisasi. Oleh karena itu, diperlukan 

payung hukum dalam bentuk undang-undang agar perusakan hutan 
terorganisasi dapat ditangani secara efektif dan efisien serta pemberian efek 
jera kepada pelakunya. 

 

Berdasarkan pemikiran sebagaimana diuraikan di atas, upaya 

pemberantasan perusakan hutan melalui undang-undang ini dilaksanakan 
dengan mengedepankan asas keadilan dan kepastian hukum, 

keberlanjutan, tanggung jawab negara, partisipasi masyarakat, tanggung 
gugat, prioritas, serta keterpaduan dan koordinasi. Selanjutnya, 
pembentukan undang-undang ini, selain memiliki aspek represif juga 

mempertimbangkan aspek restoratif, bertujuan untuk: 

a. memberikan payung hukum yang lebih tegas dan lengkap bagi aparat 

penegak hukum untuk melakukan pemberantasan perusakan hutan 
sehingga mampu memberi efek jera bagi pelakunya; 

b. meningkatkan kemampuan dan koordinasi aparat penegak hukum dan 

pihak-pihak terkait melalui lembaga pencegahan dan pemberantasan 
perusakan hutan dalam upaya pemberantasan perusakan hutan. 

c. meningkatkan peran masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan 

terutama sebagai bentuk kontrol sosial pelaksanaan pemberantasan 
perusakan hutan;  

d. mengembangkan . . . 
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d. mengembangkan kerja sama internasional dalam rangka pemberantasan 

perusakan hutan secara bilateral, regional, ataupun multilateral; dan 

e. menjamin keberadaan hutan secara berkelanjutan dengan tetap menjaga 
kelestarian dan tidak merusak lingkungan serta ekosistem sekitarnya 

guna mewujudkan masyarakat sejahtera. 
 

Ruang lingkup undang-undang ini meliputi (i) pencegahan perusakan 
hutan; (ii) pemberantasan perusakan hutan; (iii) kelembagaan; (iv) peran 
serta masyarakat; (v) kerja sama internasional; (vi) pelindungan saksi, 

pelapor, dan informan; (vii) pembiayaan; dan (viii) sanksi. 
 

Cakupan perusakan hutan yang diatur dalam undang-undang ini meliputi 
proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan 

liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah. Adapun 
pembalakan liar didefinisikan sebagai semua kegiatan pemanfaatan hasil 

hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi, sedangkan penggunaan 
kawasan hutan secara tidak sah meliputi kegiatan terorganisasi yang 
dilakukan di dalam kawasan hutan untuk perkebunan dan/atau  

pertambangan tanpa izin Menteri. 
 

Undang-undang ini dititikberatkan pada pemberantasan perusakan hutan 
yang dilakukan secara terorganisasi, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh 
suatu kelompok yang terstruktur, terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih, dan 

yang bertindak secara bersama-sama pada suatu waktu tertentu dengan 
tujuan melakukan perusakan hutan, tetapi tidak termasuk kelompok 
masyarakat yang melakukan perladangan tradisional. Pengecualian 

terhadap kegiatan perladangan tradisional diberikan kepada masyarakat 
yang telah hidup secara turun-temurun di dalam wilayah hutan tersebut 

dan telah melakukan kegiatan perladangan dengan mengikuti tradisi rotasi 
yang telah ditetapkan oleh kelompoknya. 

 

Upaya pencegahan perusakan hutan dilakukan melalui pembuatan 
kebijakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah serta dengan 

peningkatan peran serta masyarakat. Dalam rangka pemberantasan 
perusakan hutan, Undang-Undang ini mengatur kategori dari perbuatan 
perusakan hutan terorganisasi, baik perbuatan langsung, tidak langsung, 

maupun perbuatan terkait lainnya. Guna meningkatkan efektivitas 
pemberantasan perusakan hutan, Undang-Undang ini dilengkapi dengan 
hukum acara yang meliputi penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di 

sidang pengadilan. 
 

 
Undang-undang . . . 
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Undang-undang ini mengamanatkan pembentukan suatu lembaga yang 
melaksanakan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan 

terorganisasi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Presiden yang terdiri atas unsur kehutanan, kepolisian, kejaksaan, dan 
unsur terkait lainnya, seperti unsur kementerian terkait, ahli/pakar, dan 

wakil masyarakat. Selain memiliki fungsi penegakan hukum, lembaga ini 
juga memiliki fungsi koordinasi dan supervisi. 

 
Sejak terbentuknya lembaga pencegahan dan pemberantasan perusakan 
hutan, penanganan semua tindak pidana perusakan hutan yang 

terorganisasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini menjadi 
kewenangan lembaga pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. 
Sedangkan tindak pidana perusakan hutan terorganisasi yang sedang 

dalam proses hukum, tetap dilanjutkan berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang sebelumnya sampai diperoleh kekuatan hukum 

tetap. 
 
 

II.  PASAL DEMI PASAL 
 

Pasal 1 

Cukup jelas. 
 

Pasal 2 
Huruf a 

Yang dimaksud  dengan ”keadilan dan kepastian hukum” 

adalah pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang 
diselenggarakan dengan berlandaskan hukum/ketentuan 

peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum 
berlaku untuk semua lapisan masyarakat. 

 

Huruf b 
Yang dimaksud dengan ”keberlanjutan”  adalah   setiap orang 
memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi 

mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi 
untuk menjaga kelestarian hutan. 

 
Huruf c 

Yang dimaksud dengan ”tanggung jawab negara” adalah 

pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan merupakan 
tanggung jawab negara untuk melakukannya agar kelestarian 

hutan tetap terjaga. 
 
 

Huruf d . . . 
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Huruf d.  
Yang dimaksud “partisipasi masyarakat” adalah bahwa 

keterlibatan masyarakat dalam melakukan kegiatan 
pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan memiliki 
peran yang sangat signifikan dalam rangka menjaga kelestarian 

hutan. 
 

Huruf e 
Yang dimaksud dengan ”tanggung gugat” adalah bahwa 
evaluasi kinerja pencegahan dan pemberantasan perusakan 

hutan dilaksanakan dengan mengevaluasi pelaksanaan yang 
telah dilakukan dengan perencanaan yang telah dibuat secara 
sederhana, terukur, dapat dicapai, rasional, dan kegiatannya 

dapat dijadwalkan. 
 

Huruf f 
Yang dimaksud ”prioritas” adalah bahwa perkara perusakan 
hutan merupakan perkara yang perlu penanganan segera 

sehingga penanganan penyelidikan, penyidikan, ataupun 
penuntutan perlu didahulukan. 
 

Huruf g 
Yang dimaksud dengan ”keterpaduan dan koordinasi” adalah 

kegiatan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan 
diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai 
kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas pemangku 

kepentingan, dan koordinasi antarsektor dan antarkepentingan 
sangat diperlukan. Pemangku kepentingan antara lain 

Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. 
 

Pasal 3 

Cukup jelas. 
 
Pasal 4  

Cukup jelas. 
 

Pasal 5 
Cukup jelas.  

 

Pasal 6 
Ayat (1) 

Cukup jelas.  
Ayat (2) . . . 
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Ayat (2) 
Penetapan sumber kayu alternatif  dimaksudkan untuk 

memenuhi permintaan domestik dan internasional terhadap 
produk kayu yang senantiasa tumbuh pada saat pengurangan 
kapasitas industri pengolahan kayu dilakukan. 

Pengembangan hutan tanaman yang produktif dikembangkan 
dengan memanfaatkan lahan kritis dan lahan tidur seperti 

lahan bekas hak pengelolaan hutan. 

 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 
 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

 

Pasal 7 
Yang dimaksud dengan “masyarakat” adalah masyarakat setempat, 

masyarakat hukum adat, dan masyarakat umum. Masyarakat 
setempat merupakan masyarakat yang tinggal di dalam dan/atau 
sekitar hutan yang merupakan kesatuan komunitas sosial 

berdasarkan mata pencaharian yang bergantung pada hutan, 
kesejarahan, keterikatan tempat tinggal, serta pengaturan tata tertib 
kehidupan bersama dalam wadah kelembagaan.   

Masyarakat hukum adat adalah masyarakat tradisional yang masih 
terkait dalam bentuk paguyuban, memiliki kelembagaan dalam 

bentuk pranata dan perangkat hukum adat yang masih ditaati, dan 
masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan 
sekitarnya yang keberadaannya dikukuhkan dengan Peraturan 

Daerah. 

Masyarakat umum adalah masyarakat di luar masyarakat setempat 
dan masyarakat hukum adat.  

Badan hukum yang dimaksud dalam Undang-Undang ini  adalah 
badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha 

milik swasta, dan koperasi. 

 

Pasal 8 
Cukup jelas. 

 

Pasal 9 

Cukup jelas. 
 

Pasal 10 

Cukup jelas. 
 

Pasal 11 . . 
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Pasal 11 
Ayat (1) 

 Cukup jelas. 
 

Ayat (2)  

Cukup jelas. 
 

Ayat (3) 
Yang dimaksud dengan “perladangan tradisional” adalah usaha 
tani yang dilakukan oleh masyarakat yang telah hidup secara 

turun termurun di dalam wilayah hutan tersebut dan kegiatan 
perladangan tersebut telah dilakukan dengan mengikuti tradisi 
rotasi yang telah ditetapkan oleh kelompoknya. 

 
Ayat (4) 

Cukup jelas. 
 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 
 

Pasal 12 
Huruf a 

Yang dimaksud dengan “izin pemanfaatan hutan” adalah izin 
untuk memanfaatkan hutan dalam kawasan hutan produksi 

yang berupa Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan, Izin Usaha 
Pemanfaatan Jasa Lingkungan, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil 
Hutan Kayu, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan 

Kayu, Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu, atau Izin 
Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu. 

 

Huruf b 
Yang dimaksud dengan ”penebangan pohon dalam kawasan 
hutan tanpa memiliki izin” adalah penebangan pohon yang 

dilakukan berdasarkan izin pemanfaatan hutan yang diperoleh 
secara tidak sah, yaitu izin yang diperoleh dari pejabat yang 

tidak berwenang mengeluarkan izin pemanfaatan hutan. 
 

Huruf c 

Cukup jelas.  
 

Huruf d  

Yang dimaksud dengan ”memuat” adalah memasukkan ke 
dalam alat angkut. 

 

Huruf e 
Cukup jelas. 

Huruf f . . . 
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Huruf f 
Yang dimaksud dengan “alat-alat yang lazim digunakan untuk 

menebang, memotong, atau membelah pohon”, tidak termasuk 
dalam ketentuan ini adalah alat seperti parang, mandau, golok 
atau alat sejenis lainnya yang dibawa oleh masyarakat 

setempat sesuai dengan tradisi budaya serta karakteristik 
daerah setempat.” 

 
Huruf g 

Cukup jelas. 

 
Huruf h 

Cukup jelas. 

 
Huruf i 

Cukup jelas. 
 
Huruf j 

Cukup jelas. 
 
Huruf k 

       Cukup jelas. 
 

Huruf l 
Cukup jelas. 

 

Huruf m 
Cukup jelas. 

 
Pasal 13 

 

Ayat (1) 
Cukup jelas. 

 

Ayat (2) 
Yang dimaksud dengan “kegiatan yang mempunyai tujuan 

strategis yang tidak dapat dihindari” adalah kegiatan yang 
diprioritaskan dan harus dilakukan pada masa itu karena tidak 
ada pilihan lain dan kegiatan itu mempunyai pengaruh yang 

sangat penting bagi kedaulatan negara, pertahanan keamanan 
negara, pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, dan/atau 

lingkungan. Contohnya antara lain pembangunan dermaga 
atau jembatan di sempadan sungai yang membelah kawasan 
hutan. 

Pasal 14 . . . 
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Pasal 14  
Cukup jelas. 

 
Pasal 15 

Yang dimaksud dengan “dokumen angkutan hasil hutan kayu” 

antara lain berupa surat keterangan sahnya hasil hutan, daftar kayu 
bulat, daftar kayu olahan, faktur angkutan kayu bulat, dan faktur 

angkutan kayu olahan. 
 

Pasal 16 

Alat angkut dinyatakan telah mengangkut hasil hutan apabila 
sebagian atau seluruh hasil hutan telah berada di dalam alat angkut 
untuk dikirim atau dipindahkan ke tempat lain. 

Yang termasuk dalam pengertian “melakukan pengangkutan” adalah 
proses yang dimulai dari memuat hasil hutan memasukkan, atau 

membawa hasil hutan ke dalam alat angkut dan alat angkut yang 
membawa hasil hutan bergerak ke tempat tujuan dan membongkar, 
menurunkan, atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut.  

Di samping hasil hutan yang tidak disertai dengan surat keterangan 
sahnya hasil hutan, alat angkut, baik darat maupun perairan yang 
dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan dimaksud dirampas 

untuk negara, hal itu dimaksudkan agar pemilik jasa angkutan/ 
pengangkut ikut bertanggung jawab atas keabsahan hasil hutan yang 

diangkut. 

 
Pasal 17  

Cukup jelas. 
 

Pasal 18 
Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “sanksi administratif” adalah sanksi 

yang dikenakan terhadap pelanggaran tanpa izin dan terhadap 
pemegang izin. 

Terhadap pelanggaran tanpa izin, sanksi administratif yang 

dikenakan berupa ganti rugi sesuai dengan tingkat kerusakan 
yang ditimbulkan kepada negara yang berupa biaya 

rehabilitasi, pemulihan kondisi hutan, atau tindakan lain yang 
diperlukan. 

Terhadap pemegang izin, sanksi administratif yang dikenakan 

berupa denda, penghentian kegiatan, pengurangan areal, atau 
pencabutan izin. 

 
Huruf a  . . . 
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Huruf a 
Yang dimaksud dengan “paksaan pemerintah” adalah 

tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah agar 
perusahaan/badan hukum melakukan pemulihan hutan 
akibat perbuatannya melakukan perusakan hutan 

karena tidak mematuhi ketentuan dalam peraturan 
perundang-undangan. 

 
Huruf b 

Yang dimaksud dengan “uang paksa” adalah uang yang 

harus dibayarkan dalam jumlah tertentu oleh badan 
hukum atau korporasi yang melanggar ketentuan dalam 
peraturan perundang-undangan sebagai pengganti dari 

pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah. 
 

Huruf c  
Cukup jelas. 

 

Ayat (2)  
Cukup jelas 

 

Pasal 19 
Cukup jelas. 

 
Pasal 20 

Cukup jelas. 

 
Pasal 21  

Cukup jelas. 
 
Pasal 22 

Yang termasuk dalam kategori “menghalang-halangi” adalah setiap 
upaya memperlambat proses, menutupi kasus, serta mempersulit 
dalam memperoleh data dan informasi. 

 
Pasal 23 

Cukup jelas. 
 
Pasal 24 

Huruf a 
Cukup jelas. 

 
 

Huruf b . . . 
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Huruf b  
Cukup jelas. 

 
Huruf c 

Yang dimaksud dengan "memindahtangankan" atau “menjual 

izin” adalah terbatas pada pengalihan izin pemanfaatan dari 
pemegang izin kepada pihak lain yang dilakukan melalui jual 

beli, tetapi tidak termasuk akuisisi. 
 

Pasal 25 

Yang dimaksud dengan “sarana dan prasarana pelindungan hutan” 
adalah antara lain jalan patroli, pos jaga, papan larangan, alat 
komunikasi statis, alat transportasi, pal batas, dan alat-alat 

pengamanan hutan. 
 

Pasal 26 
Yang dimaksud dengan “pal batas luar kawasan hutan” adalah pal 
batas, baik berupa tugu batas dan patok batas, patok batas perairan 

(buoi). 

Yang dimaksud dengan “pal batas fungsi kawasan hutan” adalah 
tugu batas atau patok batas. 

Yang dimaksud dengan “batas kawasan hutan yang berimpit dengan 
batas negara” adalah tugu batas atau patok batas, dan buoi yang 

berimpit dengan batas negara. 

 
Pasal 27 

Yang dimaksud dengan “tindakan” antara lain melaporkan, 
melakukan tindakan hukum, dan menghentikan suatu perbuatan. 

 
Pasal 28 

Huruf a 

Cukup jelas. 
 
Huruf b 

Cukup jelas.                
 

Huruf c 
Yang dimaksud dengan “melindungi” adalah kegiatan yang 
dapat menghambat berlangsungnya proses penyidikan 

terhadap pelaku yang telah diketahui sebagai daftar pencarian 
orang (DPO), seperti menyembunyikan pelaku. 

 
Huruf d . . . 
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Huruf d 
Yang dimaksud dengan “membantu” adalah mereka yang 

dengan sengaja membantu dilakukannya kejahatan dan/atau 
yang dengan sengaja memberi kesempatan dan sarana untuk 
melakukan kejahatan pembalakan liar. 

 
Huruf e 

Cukup jelas. 
 

Huruf f 

Cukup jelas. 
 

Huruf g 
Cukup jelas. 
 

Huruf h 

Cukup jelas. 
 

Pasal 29 
Cukup jelas. 

 

Pasal 30 

Cukup jelas. 
 

Pasal 31 

Cukup jelas. 
 

Pasal 32 
Cukup jelas. 
 

Pasal 33 
Cukup jelas. 
 

Pasal 34 

Cukup jelas. 
 

Pasal 35 
Cukup jelas. 

 

Pasal 36 

Cukup jelas. 
 

Pasal 37 
Huruf a 

Cukup jelas. 
 

Huruf b . . . 
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Huruf b 
Angka 1  

Yang dimaksud dengan ’’informasi elektronik’’ adalah 
informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau 
disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang 

serupa dengan itu. 
 

Angka 2 
Yang dimaksud dengan ’’dokumen elektronik’’ adalah 
data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, 

dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau 
tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas 
kertas, benda fisik apa pun selain kertas, atau yang 

terekam secara elektronik, berupa: 
a) tulisan, suara, atau gambar; 

b) peta, rancangan, foto, atau sejenisnya; dan/atau 
c) huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang 

memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang 

mampu membaca atau memahaminya. 
 

Angka 3 
Cukup jelas. 

 

Pasal 38 
Cukup jelas. 

 
Pasal 39 

Huruf a 
Cukup jelas. 
 

Huruf b 
Cukup jelas. 

 

Huruf c 
      Cukup jelas. 

 
Huruf d 

Yang dimaksud dengan “daerah yang sulit terjangkau karena 

faktor alam dan geografis atau transportasi” adalah daerah 
yang secara geografis mengalami keterbatasan transportasi 

karena memerlukan waktu tempuh lebih dari 3 x 24 jam. 
 

Huruf e 

Cukup jelas. 
Pasal 40 . . . 

Pasal 40 
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Ayat (1) 
Cukup jelas. 

 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 

 
Ayat (3) 

Yang dimaksud dengan “barang temuan” adalah barang bukti 
yang tidak dan/atau belum diketahui pemiliknya. 

 

Ayat (4) 
Yang dimaksud dengan “barang bukti sitaan” adalah barang 
bukti yang disita dari pemiliknya dan/atau yang 

menguasainya. 
 

Ayat (5) 
      Cukup jelas. 
 

Ayat (6) 
Cukup jelas. 

 

Pasal 41 
Cukup jelas. 

 
Pasal 42 

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” 

adalah ketentuan peraturan perundang-udangan mengenai disiplin 
kepegawaian dan tanggung jawab jabatan. 

 
Pasal 43 

Cukup jelas. 

 
Pasal 44 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “barang bukti kayu” adalah kayu 
temuan atau kayu sitaan. 

 
Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan “kepentingan publik atau kepentingan 

sosial” adalah kepentingan yang digunakan, antara lain,  untuk 
bantuan penanggulangan bencana alam, untuk infrastruktur 

umum bagi masyarakat, serta untuk infrastruktur rumah dan 
sarana prasarana bagi warga miskin. 

Ayat (3) . . . 

Ayat (3) 
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Cukup jelas. 
 

Ayat (4) 
Barang bukti kayu, termasuk benda yang dapat lekas rusak 
dan penyimpananya memerlukan biaya tinggi sehingga tidak 

mungkin disimpan sampai dengan putusan pengadilan 
terhadap perkara yang bersangkutan memperoleh kekuatan 

hukum tetap. 
 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 
 

Pasal 45 

Cukup jelas. 
 

Pasal 46 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 

 
Ayat (2)  

Yang dimaksud dengan 1 (satu) daur adalah jangka waktu 

sejak penanaman sampai dengan tanaman secara ekonomis 
tidak produktif. 

 
Ayat (3) 

Yang dimaksud dengan kata “dapat” adalah bahwa Pemerintah 

tidak harus selalu memberikan penugasan kepada badan 
usaha milik negara untuk memanfaatkan kebun, tetapi dapat 

juga melakukan penghutanan kembali sesuai dengan 
fungsinya. 
Yang dimaksud dengan “penugasan” adalah pemberian 

wewenang oleh negara kepada badan usaha milik negara yang 
memiliki kompetensi untuk melakukan kegiatan pengelolaan 
perkebunan. 

 
Ayat (4) 

Cukup jelas. 
 

Pasal 47 

Ayat (1) 
Yang dimaksud dengan “metode survei daya muat” adalah 

metode penentuan kuantitas barang yang dimuat di atas kapal 
atau dibongkar dengan cara menghitung net displacement 
kapal berdasarkan prinsip Archimedes.  

Yang . . . 
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Yang dimaksud dengan “pembacaan skala angka kapal” adalah 
pemeriksaan kuantitas (volume dan/atau berat) hasil hutan 

kayu yang berada di kapal (di atas atau di dalam palka kapal), 
kecuali di atas atau di dalam/palka kapal layar motor yang 
terbuat dari kayu.  

 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 
 

Pasal 48 

Cukup jelas. 
 

Pasal 49 

Ayat (1) 
Cukup jelas. 

 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 

 
Ayat (3) 

Cukup jelas. 

 
Ayat (4) 

Yang dimaksud dengan “pihak terafiliasi” adalah para pihak 
yang memiliki suatu hubungan/pertalian dengan pihak 
tersangka karena: 

a. hubungan kekerabatan/kekeluargaan karena perkawinan 
dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal 

maupun vertikal; 
b. hubungan usaha dan/atau hubungan kerja atau pihak yang 

mempengaruhi pengelolaan perusahaan milik tersangka, 

seperti pegawai, direktur, komisaris dari perusahaan 
tersangka atau perusahaan tempat tersangka menjadi 
pemegang saham, komanditer, atau pihak-pihak lain yang 

memiliki hubungan usaha di bidang jual beli kayu, hasil 
kebun, atau hasil tambang dengan tersangka; dan/atau 

c. hubungan sebagai pihak yang memberikan jasanya kepada 
tersangka, seperti konsultan perusahaan, konsultan hukum 
atau akuntan public.  

 
Ayat (5) 

Memiliki keahlian dan bersertifikat seperti juru ukur kayu 
(scaler), penentu kualitas kayu (grader), juru taksir, dan 
akuntan. 

Pasal 50 . . . 
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Pasal 50 
Cukup jelas. 

 
Pasal 51 

Cukup jelas. 

 
Pasal 52 

Cukup jelas. 
 
Pasal 53 

Cukup jelas. 
 
Pasal 54 

Ayat (1) 
Cukup jelas. 

 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 

 
Ayat (3) 

Huruf a 

Cukup jelas. 
 

Huruf b 
Cukup jelas. 

 

Huruf c 
Cukup jelas. 

 
Huruf d 

Yang dimaksud dengan “unsur lain yang terkait” adalah 

antara lain kementerian terkait, unsur ahli, akademisi 
dan masyarakat. 

 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

 
Pasal 55 

Cukup jelas. 

 
Pasal 56 

Ayat (1) 
Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b . . . 
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Huruf b 
Cukup jelas. 

 
Huruf c 

Cukup jelas. 

 
Huruf d 

Yang dimaksud dengan “terintegrasi” adalah sistem 
informasi pemberantasan perusakan hutan dapat diakses 
secara bersama oleh lembaga-lembaga penegak hukum 

terkait dengan basis data yang terhubung satu sama lain. 
Huruf e 

Cukup jelas. 

 
Huruf f 

Yang dimaksud dengan “antarlembaga penegak hukum” 
antara lain adalah Kepolisian Republik Indonesia, 
Kejaksaan Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan 

Korupsi, PPNS, dan Polisi Kehutanan. 
 
Huruf g 

Cukup jelas. 
 

Huruf h 
Cukup jelas. 

 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

 
 

Pasal 57 

Yang dimaksud dengan “Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia” adalah alat kelengkapan dewan yang membidangi 
kehutanan. 

 
Pasal 58 

Cukup jelas. 
 

Pasal 59 

Cukup jelas. 
 

Pasal 60 
Cukup jelas. 

Pasal 61 . . . 
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Pasal 61 
Huruf a 

Cukup jelas. 
 

Huruf b 

Cukup jelas. 
 

Huruf c 
Cukup jelas. 

 

Huruf d 
Cukup jelas. 

 

Huruf e 
Cukup jelas. 

 
Huruf f 

Contoh kegiatan lain di antaranya adalah membantu 

menangkap pelaku perusakan hutan. 
 

Pasal 62 

Cukup jelas. 
 

Pasal 63 
Cukup jelas. 

 

Pasal 64 
Cukup jelas. 

 
Pasal 65 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 
 

Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan ”hubungan baik berdasarkan prinsip 
timbal balik (resiprositas)” adalah hubungan bersahabat 

dengan berpedoman pada kepentingan nasional dan 
berdasarkan pada prinsip persamaan kedudukan, saling 
menguntungkan, dan memperhatikan, baik hukum nasional 

maupun hukum internasional yang berlaku. 
 

Pasal 66 
Cukup jelas. 

 

Pasal 67 . . . 
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Pasal 67 
Cukup jelas. 

 
Pasal 68 

Cukup jelas. 

 
Pasal 69 

Cukup jelas. 
 

Pasal 70 

Cukup jelas. 
 

Pasal 71 

Huruf a 
Cukup jelas. 

 
Huruf b 

Cukup jelas.  

Huruf c 
Cukup jelas.  

 

Huruf d 
Cukup jelas.  

 
Huruf e 

Cukup jelas. 

  
Huruf f 

Yang dimaksud dengan ”aset hasil tindak pidana perusakan 
hutan” adalah setiap harta kekayaan, baik yang diperoleh 
secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan 

perusakan hutan, termasuk kekayaan yang kemudian 
dikonversi, diubah, atau digabungkan dengan kekayaan yang 
dihasilkan atau diperoleh langsung dari kegiatan perusakan 

hutan, pendapatan, modal, atau keuntungan ekonomi lainnya 
yang diperoleh dari kekayaan tersebut dari waktu ke waktu 

sejak terjadinya tindak pidana perusakan hutan. 
 

Pasal 72 

Cukup jelas. 
 

Pasal 73 
Cukup jelas. 

 

Pasal 74 . . . 
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Pasal 74 
Cukup jelas. 

 
Pasal 75 

Cukup jelas. 

 
Pasal 76 

Yang dimaksud dengan “pelindungan khusus” antara lain meliputi 
pelindungan keamanan dan pelindungan hukum. 

 

Pasal 77 
Cukup jelas. 

 

Pasal 78 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
 
Ayat (2) 

Memberikan keterangan tidak dengan itikad baik dalam 
ketentuan ini antara lain berupa pemberian keterangan palsu, 
sumpah palsu, dan permufakatan jahat. 

 
Pasal 79 

Cukup jelas. 
 

Pasal 80 

Cukup jelas. 
 

Pasal 81 
Cukup jelas. 

 

Pasal 82 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 

 
Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan “bertempat tinggal di dalam dan/atau 
di sekitar kawasan hutan” adalah orang perseorangan yang 
bermukim di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan yang 

memiliki mata pencaharian yang bergantung pada kawasan 
hutan. 

 
Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Pasal 83 . . . 
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Pasal 83 
Cukup jelas. 

 
Pasal 84 

Cukup jelas. 

 
Pasal 85 

Cukup jelas. 
 

Pasal 86 

Cukup jelas. 
 

Pasal 87 

Cukup jelas. 
 

Pasal 88 
Cukup jelas. 

 

Pasal 89 
Cukup jelas. 

 

Pasal 90 

Cukup jelas. 
 

Pasal 91 

Cukup jelas. 
 

Pasal 92 
Cukup jelas. 

 

Pasal 93 
Cukup jelas. 

 
Pasal 94 

Cukup jelas. 

 
Pasal 95 

Cukup jelas. 

 
Pasal 96 

Cukup jelas. 
 
Pasal 97 

Cukup jelas. 
Pasal 98 . . . 
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Pasal 98 
Cukup jelas. 

 
Pasal 99 

Cukup jelas. 

 
Pasal 100 

Cukup jelas. 
 
Pasal 101 

Cukup jelas. 
 
Pasal 102 

Cukup jelas. 
 

Pasal 103 
Cukup jelas. 

 

Pasal 104 
Cukup jelas. 

 

Pasal 105 
Cukup jelas. 

 
Pasal 106 

Cukup jelas. 

 
Pasal 107 

Cukup jelas. 
 
Pasal 108 

Cukup jelas. 
 
Pasal 109 

Ayat (1) 
Cukup jelas. 

 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 

 
Ayat (3) 

Pertanggung jawaban pidana bagi pengurus korporasi dibatasi 
sepanjang pengurus mempunyai kedudukan fungsional dalam 
struktur organisasi korporasi yang bersangkutan. 

Ayat (4) . . . 
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Ayat (4)  
Cukup jelas. 

 
Ayat (5) 

Cukup jelas. 

 
Ayat (6) 

Cukup jelas. 
 

Pasal 110 

Cukup jelas. 
 

Pasal 111 

Cukup jelas. 
 

Pasal 112 
Cukup jelas. 

 

Pasal 113 
Cukup jelas. 

 

Pasal 114 
Cukup jelas. 
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